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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban unit organisasi dalam 

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa 

laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara ini 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BKPSDM Kabupaten 

Kutai Kartanegara yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari 

sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan yang termuat dalam 

Renstra BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dalam rangka 

mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, 

program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana 

strategis. Berdasarkan dokumen renstra, sasaran BKPSDM Kabupaten Kutai 

Kartanegara yang merupakan Indikator Kinerja Utama, yaitu sebagai berikut : 

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah” 

Dalam Perjanjian Kinerja 2024 terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama 

tambahan yaitu :  

1. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN di 

Kabupaten Kutai Kartanegara; 

2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur 
Negara; 

3. Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai 
(SKP); 

4. Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP; 
5. Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau; 
6. Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD; 
7. Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) 
8. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP; 
9. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD; 
10. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyamapaian Laporan Keuangan (LK) 

Perangkat Daerah; 
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11. Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat 
Daerah; 

12. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi 
Publik; 

13. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK); 

14. Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP; 
15. Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK; 
16. Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana; 
17. Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan; 
18. Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD; 
19. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 
20. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah; 
21. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; 
22. Peningkatan Prestasi Inovasi; 
23. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor; 
24. Meningkatnya Pengamanan Aset; 
25. Meningkatnya Tata Kelola Aset; 
26. Pengarusutamaan Gender; 
27. Kepatuhan Pelaporan P3DN; 
28. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
29. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
30. Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, 

bersih dan melayani; 
31. Meningkatnya Inovasi Daerah; 
32. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik; 
33. Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik; 
34. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape; 
35. Meningkatnya kepuasan Masyarakat; 
36. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; 
37. Meningktanya Kinerja Perangkat Daerah. 
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 Ringkasan capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Kutai 

Kartanegara tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut : 

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Persentase 

1 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian Daerah 

Indeks Kepuasan ASN 
Terahdap Pelayanan BKPSDM 

Tingkat 85 88,06 103,60% 

2 Meningkatnya Implementasi 
Sistem Merit Dalam Manajemen 
ASN di Kabupaten Kutai 
Kartanegara 

Indeks Sistem Merit Nilai 250 222 88,80% 

3 

Mewujudkan tingkat kepatuhan 
atas Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Negara  

Tingkat Kepatuhan serta 
Kelengkapan LHKPN 100% 
Pertanggal 31 Maret setiap 
tahun 

Persen 100 100 100,00% 

Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian SPT Tahunan 
100% Per 31 Maret setiap 
tahun 

Persen 100 100 100,00% 

4 Mewujudkan tingkat kepatuhan 
penyampaian Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP)  

Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian SKP 100% 
paling lambat akhir bulan 
Februari setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% 

5 Terlaksananya Kepatuhan Input 
SIRUP 

Tingkat Kepatuhan Input serta 
pengumuman paket 
pengadaan pada aplikasi 
SIRUP per Akhir Februari 
setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% 

6 Terlaksananya Kepatuhan Input 
e-Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu 
input e-Pantau dan telah di 
verifikasi 100% per tanggal 10 
setiap bulan 

Persen 100 100 100,00% 

7 Terlaksananya Kepatuhan 
Penyampaian Usulan RKBMD 

Tingkat Ketepatan waktu 
Penyampaian Usulan Rencana 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah (RKBMD) 100% sesuai 
dengan Barang Milik Daerah 
(BMD) yang akan diadakan 

Persen 100 100 100,00% 

8 Terlaksananya Kepatuhan 
Penyampaian Usulan SHS 
(Standar Harga Satuan) 

Tingkat Keteapatan Waktu 
Penyampaian Usulan Standar 
Harga Satuan (SHS) Perangkat 
Daerah Paling lambat bulan 
April untuk tahun anggaran 
berikutnya 

Persen 100 100 100,00% 

9 Terlaksananya Ketepatan Waktu 
Penyampaian LKjIP 

Tingkat Ketepatan Waktu 
penyampaian Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKjIP) 
Perangkat Daerah paling 
lambat akhir bulan Februari 
setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% 

10 Terlaksananya Ketepatan Waktu 
Penyampaian IKK LPPD 

Tingkat Ketepatan Waktu 
Penyampaian Indikator 
Kinerja Kunci (IKK) LPPD 
Perangkat Daerah paling 
lambat akhir bulan Januari 
setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% 
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11 Terlaksananya Ketepatan Waktu 
Penyamapaian Laporan 
Keuangan (LK) Perangkat 
Daerah 

Tingkat Ketepatan Waktu 
Penyampaian Laporan 
Keuangan Perangkat Daerah 
per tanggal 24 Januari setiap 
tahun 

Persen 100 100 100,00% 

12 Terlaksananya Ketepatan waktu 
Penyampaian Laporan Survei 
Kepuasan Masyarakat (SKM) 
dan Laporan Rencana Tindak 
Lanjut (RTL) Perangkat Daerah 

Tingkat Ketepatan Waktu 
Penyampaian Laporan Survei 
Kepuasan Masyarakat (SKM) 
dan Laporan Rencana Tindak 
Lanjut (RTL) Semester I paling 
lambat akhir bulan Juni dan 
Semester II akhir bulan 
Oktober setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% 

13 Meningkatnya Keterlibatan 
Masyarakat dalam pelaksanaan 
Forum Konsultasi Publik 

Menilai Pelaksanaan, 
Pelaporan dan tindak lanjut 
hasil Forum Konsultasi Publik 
(FKP) 

Persen 100 100 100,00% 

14 Menyelesaikan Tindak Lanjut 
Laporan Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) 

Tindak Lanjut Hasil Temuan 
Administrasi dan Kerugian 
BPK atas audit LKPD 5 tahun 
terakhir 

Persen 100 100 100,00% 

15 Terlaksananya Ketepatan Waktu 
Penyampaian Laporan SPIP 

Ketepatan Waktu 
Penyampaian Laporan 
Penilaian Mandiri 
Penyelenggaran SPIP 
Perangkat Daerah Per 30 Juni 
Tahun berjalan 

Persen 100 100 100,00% 

16 Penerapan Core Values ASN 
BerAKHLAK 

Internalisasi Core Values ASN 
Berakhlak 

Persen 100 100 100,00% 

17 Penyusunan Perjanjian Kinerja 
sampai ke Pelaksana 

Ketepatan Waktu Penyusunan 
dan Penyampaian Perjanjian 
Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan 
Setelah APBD ditetapkan) 

Persen 100 100 100,00% 

18 Terlaksananya Serapan 
Anggaran Berdasarkan SPD 
yang diterbitkan 

Serapan Anggaran 
Berdasarkan SPD yang terbit 

Persen 70% 71% 101,43% 

19 Ketersediaan Dokumen 
Manajemen Risiko PD 

Ketersediaan Dokumen 
Manajemen Risiko Pada 
Perangkat Daerah Per 
Triwulan 

Persen 100 100 100,00% 

20 Maturitas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) 

Nilai Maturitas SPIP pada 
Perangkat Daerah 

Persen 100 100 100,00% 

21 Melaksanakan Tata Kelola Arsip 
Perangkat Daerah 

Nilai Tata Kelola ARSIP 
Perangkat Daerah 

Persen 100 100 100,00% 

22 Meningkatkan Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persen 100 100 100,00% 

23 Peningkatan Prestasi Inovasi Prestasi Inovasi Perangkat 
Daerah 

Persen 100 100 100,00% 

24 Tindak Lanjut Pengaduan SP4N 
Lapor 

Tindak Lanjut Pengaduan 
SP4N Lapor 

Persen 100 100 100,00% 

25 Meningkatnya Pengamanan 
Aset 

Pengamanan Aset Tanah Persen 100 100 100,00% 

26 Meningkatnya Tata Kelola Aset Pakta Integritas Pemakai Aset 
BMD Tersedia sesuai dengan 
jumlah pejabat struktural, 
fungsional, dan pelaksana 
pada Perangkat Daerah 

Persen 100 100 100,00% 

27 Pengarusutamaan Gender Ketersediaan Penganggaran 
Pengarusutamaan Gender 

Persen 100 100 100,00% 
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28 Kepatuhan Pelaporan P3DN Persentase Tingkat Kepatuhan 
Pelaporan P3DN per tanggal 
25 setiap bulan 

Persen 100 100 100,00% 

29 Meningkatnya Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 

Nilai LPPD Nilai 3,5 3,1135 88,96% 

30 Meningkatkan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 

Nilai SAKIP Pemerintah 
Daerah 

Nilai 73 65,92 90,30% 

31 Meningkatkan Manajemen 
Birokrasi yang efektif, efisien, 
inovatif, akuntabel, bersih dan 
melayani 

Indeks Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah 

Nilai 63 60,12 95,43% 

32 Meningkatnya Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah Nilai 49,57 58,59 118,20% 

33 Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Pubik 

Indeks Pelayanan Publik 
Pemerintah Daerah 

Nilai 8,9 8,9 100,00% 

34 Meningkatnya Kepatuhan 
Standar Pelayanan Publik 

Nilai Kepatuhan Standar 
Pelayanan Pemerintah Daerah 

Predikat Zona 
Hijau  

(60 -70) 

94,46 157,43% 

35 Terwujudnya Kawasan Tanpa 
Rokok/Vape 

Kawasan Tanpa Rokok/Vape 
adalah area atau ruang yang 
dinyatakan dilarang untuk 
aktivitas merokok atau 
mempromosikan produk 
tembakau 

Persen 100 100 100,00% 

36 Meningkatnya kepuasan 
Masyarakat 

IKM Perangkat Daerah 
(Aplikasi Survey Kukar) 

Persen 100 100 100,00% 

37 Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup 

Persen 100 100 100,00% 

38 Meningktanya Kinerja 
Perangkat Daerah 

Capaian Indikator Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persen 100 100 100,00% 

Rata-rata Capaian Kinerja     
  101,13% 

 

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia tahun 2024 sebesar 101,13%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 

termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-

cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya 

guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR 

RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum 

penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan 

negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas 

akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas 

akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan 

sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. 

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan 

masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya 

disampaikan kepeda Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut 
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menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

 

1.2 Dasar Hukum 

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah 

sebagai berikut : 

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama. 

 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

1.3.1 Tugas Pokok 

Sesuai Peraturan  Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 42 Tahun 2023 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, tugas pokok Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia. 

 

 

1.3.2 Fungsi 
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Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi yaitu : 

1). Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

2). Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

3). Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

4). Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia; dan  

5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat, Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara 

ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati No. 39 

Tahun 2021, sebagai berikut: 

a. Kepala Badan  

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan; 

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN 
membawahkan: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

2. Kelompok Jabatan Pelaksana. 

d. Bidang Mutasi dan Promosi membawahkan: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

2. Kelompok Jabatan Pelaksana. 

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN, membawahkan: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

 2. Kelompok Jabatan Pelaksana. 
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f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, 
membawahkan: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

2. Kelompok Jabatan Pelaksana. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis 

1.4.1 Permasalahan 

 Permasalahan pelayanan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 1.1 
Permasalahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 
1 Rendahnya 

Profesionalitas 
ASN Kutai 
Kartanegara 

Belum optimalnya 
ASN yang 
menyampaikan SKP 
ke BKN melalui E-
Kinerja 

ASN belum sepenuhnya memahami 
Aplikasi E-Kinerja yang terintegrasi 
dengan BKN Pusat 
Pajabat Pimpinan Tinggi belum 
sepenuhnya memahami Indikator 
Kinerja Utama dalam Renstra 
Pejabat Pimpinan Tinggi belum 
sepenuhnya memahami Pembagian 
Peran dan Hasil Kepada Para Pejabat 
Administrator 
Pejabat Administrator belum 
sepenuhnya memahami Pembagian 
Peran dan Hasil Kepada Para Pejabat 
Pengawas 
Pejabat Pengawas belum sepenuhnya 
memahami Pembagian Peran dan Hasil 
Kepada Para Pegawai dibawahnya 
Pejabat penilai kinerja secara berjenjang 
belum sepenuhnya memahami  tata 
cara melakukan penilaian kinerja secara 
obyektif 
Data dukung atau eviden  yang di 
aploud belum sepenuhnya releven 
dengan proses bisnis capaian target 
kinerja dalam SKP 

Belum optimalnya 
Penyediaan data 
Tingkat kedisiplinan 
ASN di Perangkat 
Daerah 

Masih ada  perangkat daerah yang 
belum menyampaikan daftar rekap 
absensi 
Belum semua ASN memahami 
peraturan perundangan yang mengatur 
tentang kedisiplinan pegawai 
Pengelolaan Manajemen Kepegawaian 
di Perangkat Daerah belum maksimal 
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Komitmen dari seluruh perangkat 
daerah dalam melaporkan pelanggaran 
disiplin di tempat kerja masih rendah 

Belum Optimalnya 
PNS Mendapatkan 
Piagam Tanda Jasa 
Satyalancana Karya 
Satya dari 
Kemendagri 

Belum semua PNS memahami 
Persyaratan untuk mendapatkan 
Piagam Tanda Jasa Satyalancana Karya 
Satya dari Kemendagri 
Sub bagaian kepegawaian perangkat 
daerah belum sepenuhnya 
menyampaikan kepada PNS yang 
sudah memenuhi persyaratan untuk di 
usulkan mendapatkan Piagam Tanda 
Jasa Satyalancana Karya Satya dari 
Kemendagri kepada BKPSDM 
Banyaknya berkas usulan penerbitan 
Piagam Tanda Jasa Satyalancana Karya 
Satya yang belum diproses oleh 
Kemendagri dan Sekretariat Militer 
Presiden 

Belum optimalnya 
data dan informasi 
kepegawaian 

SIMPEG belum secara konsisten 
diupdate oleh Perangkat Daerah dan 
belum terintegrasi dengan SAPK 

Belum optimalnya 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

Penyelesaian layanan dokumen 
kepegawaian yang belum sesuai SOP 
Belum sinkronnya data PNS dengan 
data SIASN 
Sarana dan prasarana dalam rangka 
pelayanan administrasi secara online 
(masih terkendala pada computer yang 
belum memadai dengan Tingkat 
digitalisasi layanan terkini) 
Kompetensi pegawai BKPSDM yang 
perlu ditingkatkan. 
Belum tersedianya peraturan atau 
kebijakan pola karier PNS sebagai 
bentuk kejelasan dalam berkarier. 

Belum optimalnya 
pengembangan 
kompetensi PNS 

Program pengembangan kompetensi 
belum sepenuhnya didasarkan pada 
hasil analisa kebutuhan pengembangan 
kompetensi 
Belum disusunnya kamus kompetensi 
dan standar kompetensi jabatan sebagai 
panduan pengembangan kompetensi 
Pemilihan peserta pengembangan 
kompetensi, belum dibuatkan standar 
dan kriteria calon peserta 
pengembangan kompetensi 
Belum semua PNS mengikuti program 
pengembangan kompetensi dengan 
jumlah minimum 20 JP pertahun 

 

1.4.2 Isu Strategis 
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Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka isu strategis di 

bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu : 

a. Belum optimalnya ASN yang menyampaikan SKP ke BKN melalui E-Kinerja;  
b. Belum optimalnya Penyediaan data Tingkat kedisiplinan ASN di Perangkat 

Daerah; 
c. Belum Optimalnya PNS Mendapatkan Piagam Tanda Jasa Satyalancana 

Karya Satya dari Kemendagri; 
d. Belum maksimalnya pengelolaan informasi kepegawaian; 

e. Belum tersedianya Dokumen analisis kebutuhan pegawai selama 5 (lima) 
tahun untuk menentukan formasi dan penataan pegawai pada masing 
masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kaertanegara sebagai dasar pemenuhan kebutuhan ASN dalam rangka 
layanan administrasi kepegawaian seperti (mutasi masuk, mutasi antar 
perangkat Daerah, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional) 

f. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang peraturan atau kebijakan 

pola karier PNS sebagai sebagai panduan /kejelasan jenjang karir ASN; 

g. Peningkatan kompetensi pegawai pada Bidang Mutasi dan Promisi pada 

BKPSDM dalam hal memberikan pelayanan prima; dan 

h. Sarana dan prasarana Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM yang belum 
representative seperti Personal Computer/laptop dan alat 
pemindai/Scan dalam mendukung beberapa aplikasi pelayanan 
kepegawaian  yang memerlukan Tingkat digitalisasi layanan terbaru; 

i. Optimalisasi Peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan 

peningkatan kompetensi ASN; 

j. Belum optimalnya Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN; 

k. Kesenjangan Kompetensi; 

l. Peningkatan kompetensi pegawai BKPSDM; dan 

m. Sarana dan prasarana BKPSDM yang belum representatif. 

 

 

 

1.5 Uraian Singkat Organisasi 

 Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 
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2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh 

seorang Kepala yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 

(dua) Kepala Sub Bagian, 9 (sembilan) pejabat fungsional,  58 (lima puluh delapan) 

Pelaksana dan 32 THL  sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut : 
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Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh 75 

orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Data mengenai keadaan pegawai Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.2 
KEADAAN PEGAWAI  

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PER DESEMBER 2021 

 
1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah 

 PNS   

1. S3 1 Orang 

2. S2 4 Orang 

3. S1 42 Orang 

4. D-IV 3 Orang 

5. D-III 1 Orang 

6. SLTA 24 Orang 

7. SLTP 0 Orang 

 Sub Total 75 Orang 

 THL   

8. S1 22 Orang 

9. SLTA 9 Orang 

10. SLTP 1 Orang 

 Sub Total 32 Orang 

 Total 107 Orang 

 

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang 

No. Pangkat dan Golongan Ruang Jumlah 

1. Pembina Tingkat I (IV/b) 2 Orang 

2. Pembina (IV/a) 1 Orang 

3. Penata Tingkat I (III/d) 16 Orang 

4. Penata (III/c) 8 Orang 
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5. Penata Muda Tingkat I (III/b) 15 Orang 

6. Penata Muda (III/a) 12 Orang 

7. Pengatur Tingkat I (II/d) 16 Orang 

8. Pengatur (II/c) 4 Orang 

9. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 0 Orang 

10. Pengatur Muda (II/a) 1 Orang 

 Sub Total 75  Orang 

11 THL 32 Orang 

 Total 107 Orang 

 

3. Berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan Jumlah 

1 Struktural 

- Eselon II.b 

- Eselon III.a 

- Eselon III.b 

- Eselon IV.a 

 

1 

5 

0 

2 

 

Orang 

 Orang 

Orang 

 Orang 

2 Fungsional Tertentu 12  Orang 

3 Pelaksana 55  Orang 

4 THL 32 Orang 

 Total 107  Orang 

 

Gambar 2 Komposisi ASN berdasarkan status kepegawaian 

 
  

JUMLAH

PNS THL



    BKPSDM KAB. KUTAI KARTANEGARA – LKjIP 2024 

11 
 

Gambar 3 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
2.1 Perencanaan Strategis  

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan 

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. 

  

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah  

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi 

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap 

eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang 

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan 

instansi pemerintah. 

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 

2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang 

ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan 

peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai 

dalam periode 2021-2026 adalah “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang 

Sejahtera Dan Berbahagia” 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi 

tersebut ditetapkan misi sebagai berikut: 

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani; 

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, 

Unggul dan Berbudaya; 

3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif;  

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar 

Wilayah; dan  

5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. 
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2.1.2 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang 

relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia adalah Misi ke-1 (satu) yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, 

Efisien dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan 

sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 

2021 - 2026 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

 

Visi :  
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” 

 

Misi yang 
Relevan 

Tujuan Sasaran 

Uraian Indikator 
Kinerja Uraian Indikator Kinerja 

Memantapkan 
Birokrasi Yang 
Bersih, Efektif, 
Efisien dan 
Melayani 

Meningkatnya 
Profesionalitas 
ASN Kutai 
Kartanegara 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
daerah 

Indeks Kepuasan 
ASN terhadap 
Pelayanan BKPSDM 

 

2.1.3 Strategi 

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan manajemen kinerja BKPSDM; dan 

2. Penyelenggaraan pengembangan PNS  berdasarkan analisis kebutuhan. 

 

2.1.4 Arah Kebijakan 

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan 

perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi 

agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 - 2026 yang 

dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 2.2 

Strategi dan Arah Kebijakan 

No. Strategi Arah Kebijakan 

1 Penguatan manajemen 
kinerja BKPSDM 

1.1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen 
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 
kinerja BKPSDM 

1.2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 
dan barang milik daerah secara efektif, 
efisien dan akuntabel 

1.3. Peningkatan kapasitas SDM BKPSDM 
1.4. Peningkatan kualitas tata kelola arsip 

BKPSDM 
1.5. Peningkatan kualitas perencanaan, 

pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 
aset tetap 

1.6. Peningkatan kualitas layanan dokumen 
surat menyurat, jasa internet dan THL 

1.7. Peningkatan kualitas analisis kebutuhan 
pegawai, data dan informasi kepegawaian 

1.8. Pelaksanaan promosi PNS dalam jabatan 
sesuai kebutuhan organisasi dan 
pengembangan karier 

1.9. Peningkatan kapasitas ASN dan fasilitasi 
tugas belajar/ijin belajar 

1.10. Pelaksanaan penilaian 

2 

Penyelenggaraan 
pengembangan PNS  
berdasarkan analisis 
kebutuhan 

2.1. Pengembangan kompetensi berdasarkan 
analisis kebutuhan pengembangan 
kompetensi ASN 

 
 

2.1.5 Program  

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran trategis pada 

tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.3 
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024 

 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian daerah 

Indeks Kepuasan 
ASN terhadap 
Pelayanan 
BKPSDM 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 
Program Kepegawaian Daerah 
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

 



    BKPSDM KAB. KUTAI KARTANEGARA – LKjIP 2024 

15 
 

 

 

 

2.2 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang 

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan 

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Tahun 2024adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.4 
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

No Sasaran Indikator Satuan Target 
Keterangan / 

Rumus 
Penghitungan 

1 Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
administrasi 
kepegawaian daerah 

Indeks Kepuasaan ASN 
terhadap pelayanan 
BKPSDM 

Tingkat 85 Survey 
kepuasan ASN 

terhadap 
layanan 
BKPSDM 

2 Meningkatnya 
Implementasi Sistem 
Merit dalam 
Manajemen ASN di 
Kabupaten Kutai 
Kartanegara 

Indeks Sistem Merit Nilai 250 Hasil Evaluasi 
KASN 

3 Mewujudkan tingkat 
kepatuhan atas 
Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur 
Negara 

Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian LHKPN 
100% per tanggal 31 
Maret  setiap tahun 

Persen 100 Laporan 
Bagian 

Organisasi 

Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian SPT 
Tahunan 100% per 31 
Maret setiap tahun 

Persen 100 Laporan 
Bagian 

Organisasi 
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4 Mewujudkan tingkat 
Kepatuhan 
Penyampaian 
Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP) 

Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian SKP 100% 
paling lambat akhir bulan 
Februari setiap tahun 

Persen 100 BKPSDM 

5 Terlaksananya 
Kepatuhan Input 
SIRUP 

Tingkat Kepatuhan Input 
serta pengumuman paket 
pengadaan pada aplikasi 
SIRUP per Akhir Februari 
setiap tahun 

Persen 100 Laporan 
Bagian PBJ 

6 Terlaksananya 
Kepatuhan Input e-
Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu 
input e-Pantau dan telah 
di verifikasi 100% per 
tanggal 10 setiap bulan 

Persen 100 Laporan 
BAPPEDA 

7 Terlaksananya 
Kepatuhan 
Penyampaian Usulan 
RKBMD 

Tingkat Ketepatan Waktu 
Penyampaian Usulan 
Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah 
(RKBMD) 100% sesuai 
dengan Barang Milik 
Daerah (BMD) yang akan 
diadakan 

Persen 100 Laporan 
Penyampaian 

Ususlan 
RKBMD ke 

BPKAD 

8 Terlaksananya 
Kepatuhan 
Penyampaian Usulan 
SHS (Standar Harga 
Satuan) 

Tingkat Ketepatan Waktu 
Penyampaian Usulan 
Standar Harga Satuan 
(SHS) Perangkat Daerah 
Paling lambat bulan April 
untuk tahun anggaran 
berikutnya 

Persen 100 Laporan 
Penyampaian 
Ususlan SHS 

ke BPKAD 

9 Terlaksananya 
Ketepatan Waktu 
Penyampaian LKjIP 

Tingkat Ketepatan Waktu 
penyampaian Laporan 
Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) 
Perangkat Daerah paling 
lambat akhir bulan 
Februari setiap tahun 

Persen 100 Laporan 
Penyampaian 

LKJIP ke 
Inspektorat 

10 Terlaksannya 
Ketepatan Waktu 
Penyampaian IKK 
LPPD 

Tingkat Ketepatan Waktu 
penyampaian Indikator 
Kinerja Kunci (IKK) LPPD 
Perangkat Daerah paling 
lambat akhir bulan 
Januari setiap tahun 

Persen 100 Laporan 
Penyampaian 
IKK LPPD ke 

Bagian 
Pemerintahan 

11 Terlaksananya 
Ketepatan Waktu 
Penyampaian 
Laporan Keuangan 
(LK) SKPD 

Tingkat Ketepatan Waktu 
Penyampaian Laporan 
Keuangan SKPD per 
tanggal 24 Januari setiap 
tahun 

Persen 100 Laporan 
Keyangan 

Tahunan ke 
BPKAD 
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12 Terlaksananya 
Ketepatan waktu 
Penyampaian 
Laporan Survei 
Kepuasan 
Masyarakat (SKM) 
dan Laporan 
Rencana Tindak 
Lanjut (RTL) 
Perangkat Daerah 

Tingkat Ketepatan waktu 
Penyampaian Laporan 
Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) dan 
Laporan Rencana Tindak 
Lanjut (RTL) Semester I 
paling lambat akhir bulan 
Juni dan Semester II 
akhir bulan oktober setiap 
tahun 

Persen 100 Laporan hasil 
Survei SKM 

dan Rencana 
Tindak Lanjut 

(RTL) per 
Semester 

13 Meningkatnya 
Keterlibatan 
Masyarakat dalam 
pelaksanaan Forum 
Konsultasi Publik 

Menilai Pelaksanaan, 
pelaporan dan tindak 
lanjut hasil Forum 
Konsultasi Publik (FKP) 

Persen 100   

14 Menyelesaikan 
Tindak Lanjut 
Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) 

Tindak Lanjut Hasil 
Temuan Administrasi dan 
Kerugian BPK atas audit 
LKPD 5 tahun terakhir: 

Persen 100 Laporan 
Inspektorat 

15 Terlaksananya 
Ketepatan Waktu 
Penyampaian 
Laporan SPIP 

Ketepatan 
Waktu Penyampaian 
Laporan Penilaian Mandiri 
Penyelenggaraan SPIP 
Perangkat daerah per 30 
Juni Tahun berjalan 

Persen 100 Laporan 
Inspektorat 

16 Penerapan Core 
Valeus ASN 
Berakhlak 

Internalisasi Core Values 
ASN Berakhlak 

Persen 100   

17 Penyusunan 
Perjanjian Kinerja 
sampai ke Pelaksana 

Ketepatan Waktu 
penyusunan dan 
penyampaian perjanjian 
kinerja PD (maksimal 1 
bulan setelah APBD 
ditetapkan) 

Persen 100 BKPSDM 

18 Terlaksananya 
Serapan Anggaran 
Berdasarkan SPD 
yang diterbitkan 

Serapan Anggaran 
Berdasarkan SPD yang 
terbit  

Persen 70 Laporan 
BPKAD (siPD) 

19 Ketersediaan 
Dokumen 
Manajemen Risiko 
PD 

Ketersediaan dokumen 
Manajemen Risiko pada 
perangkat daerah per 
Triwulan 

Persen 100 Laporan 
Inspektorat 

20 Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 

Nilai Maturitas SPIP pada 
Perangkat Daerah 

Persen 100 Laporan 
Inspektorat 

21 Melaksanakan Tata 
Kelola Arsip 
Perangkat Daerah 

Nilai Tata Kelola ARSIP 
Perangkat Daerah 

Persen 100 Hasil Evaluasi 

22 Meningkatkan 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

Persen 100 Laporan 
Inspektorat 

23 Peningkatan Prestasi 
Inovasi 

Prestasi Inovasi Perangkat 
Daerah 

Persen 100 Laporan 
BRIDA 

24 Tindak Lanjut 
Pengaduan SP4N 
Lapor 

Tindak Lanjut Pengaduan 
SP4N Lapor 

Persen 100   

25 Meningkatnya 
Pengamanan Aset 

Pengamanan Aset Tanah Persen 100   
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26 Meningkatnya Tata 
Kelola Aset 

Pakta Integritas Pemakai 
Aset BMD Tersedia sesuai 
dengan jumlah pejabat 
struktural, fungsional, 
dan pelaksana pada 
perangkat daerah 

Persen 100   

27 Pengarusutamaan 
Gender 

Ketersediaan 
pengganggaran 
pengarusutamaan gender 

Persen 100   

28 Kepatuhan 
Pelaporan P3DN 

Persentase Tingkat 
Kepatuhan Pelaporan 
P3DN per tanggal 25 
setiap bulan 

Persen 40 Bagian PBJ 

29 Meningkatnya 
Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 

Nilai LPPD Nilai 3,5 Bagian 
Pemerintahan 

30 Meningkatkan 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 

Nilai SAKIP Pemerintah 
Daerah 

Nilai 73 Laporan 
Inspektorat 

31 Meningkatkan 
manajemen birokrasi 
yang efektif, efisien, 
inovatif, akuntabel, 
bersih dan melayani 

Indeks Reformasi 
Birokrasi Pemerintah 
Daerah 

Nilai 63 KemenPAN 
RB  

32 Meningkatnya 
Inovasi Daerah  

Indeks Inovasi Daerah Nilai 49,57 Surat 
Keputusan 

KEMENDAGRI 
33 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 
Publik 

Indeks Pelayanan Publik 
Pemerintah Daerah 

Nilai 8,9 Survey 
kepuasan ASN 

terhadap 
layanan 
BKPSDM 

34 Meningkatnya 
Kepatuhan Standar 
Pelayanan Publik 

Nilai Kepatuhan Standar 
Pelayanan Pemerintah 
Daerah 

Predikat Zona 
Hijau 

 Ombudsman 

35 Terwujudnya 
Kawasan Tanpa 
Rokok/vape 

Kawasan Tanpa 
Rokok/Vape adalah area 
atau ruang yang 
dinyatakan dilarang 
untuk aktivitas merokok 
atau mempromosikan 
produk tembakau 

Persen 100   

36 Meningkatnya 
Kepuasan 
Masyarakat 

IKM perangkat daerah 
(Aplikasi Survey Kukar) 

Persen 100 Survey 
kepuasan ASN 

terhadap 
layanan 
BKPSDM 

37 Meningkatnya 
Kualitas Lingkungan 
Hidup  

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Persen 100   

38 Meningkatnya 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Capaian Indikator Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persen 100   
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Tabel 2.5 
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2024 
 

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Data 
Awal 

Target 
2024 

Target 
Akhir 
2026 

1 2 3 4 5 6 
   1  Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan BKPSDM Tingkat 76,62 85   

   2  Indeks Sistem Merit Nilai n/a 250   

   3  Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 100% 
Pertanggal 31 Maret setiap tahun 

Persen n/a 100   

   4  Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 
31 Maret setiap tahun 

Persen n/a 100   

   5  Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat 
akhir bulan Februari setiap tahun 

Persen n/a 100   

   6  Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket 
pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap 
tahun 

Persen n/a 100   

   7  Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di 
verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan 

Persen n/a 100   

   8  Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Usulan Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai 
dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan 

Persen n/a 100   

   9  Tingkat Keteapatan Waktu Penyampaian Usulan Standar 
Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan 
April untuk tahun anggaran berikutnya 

Persen n/a 100   

 10  Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling 
lambat akhir bulan Februari setiap tahun 

Persen n/a 100   

 11  Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja 
Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir 
bulan Januari setiap tahun 

Persen n/a 100   

 12  Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 
Perangkat Daerah per tanggal 24 Januari setiap tahun 

Persen n/a 100   

 13  Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei 
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak 
Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan 
Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun 

Persen n/a 100   

 14  Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan tindak lanjut hasil 
Forum Konsultasi Publik (FKP) 

Persen n/a 100   

 15  Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK 
atas audit LKPD 5 tahun terakhir 

Persen n/a 100   

 16  Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri 
Penyelenggaran SPIP Perangkat Daerah Per 30 Juni Tahun 
berjalan 

Persen n/a 100   

 17  Internalisasi Core Values ASN Berakhlak Persen n/a 100   

 18  Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian 
Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan) 

Persen n/a 100   
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1 2 3 4 5 6 
 19  Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit Persen n/a 70   

 20  Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Pada Perangkat 
Daerah Per Triwulan 

Persen n/a 100   

 21  Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah Persen n/a 100   
 22  Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah Persen n/a 100   
 23  Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persen n/a 100   
 24  Prestasi Inovasi Perangkat Daerah Persen n/a 100   
 25  Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor Persen n/a 100   
 26  Pengamanan Aset Tanah Persen n/a 100   
 27  Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan 

jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada 
Perangkat Daerah 

Persen n/a 100   

 28  Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender Persen n/a 100   
 29  Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 

25 setiap bulan 
Persen n/a 100   

 30  Nilai LPPD Nilai n/a 3,5   
 31  Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Nilai n/a 73   
 32  Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Nilai n/a 63   
 33  Indeks Inovasi Daerah Nilai n/a 49,57   
 34  Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Nilai n/a 8,95   
 35  Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah Predikat n/a Zona Hijau 

(60 - 70) 
  

 36  Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang 
dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau 
mempromosikan produk tembakau 

Persen n/a 100   

 37  IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar) Persen n/a 100   
 38  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persen n/a 100   
 39  Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Persen n/a 100   
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan 

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai 

misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan 

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan 

dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan 

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini 

dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang SAKIP. 

 

3.1 Capaian Kinerja 

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja 

dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran 

kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut: 

a. Tingkat Realisasi Positif 

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka 

digunakan rumus : 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥100% 

 

b. Tingkat Realisasi Negatif 

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka 

digunakan rumus :  



    BKPSDM KAB. KUTAI KARTANEGARA – LKjIP 2024 

22 
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑥100% 

 

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator 

kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah 

sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 3.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 
 

Interval Nilai Kriteria Penilaian 

91% ≤ 100% Sangat Tinggi 

76% ≤ 90% Tinggi 

66% ≤ 75% Sedang 

51% ≤ 65% Rendah 

≤ 50% Sangat Rendah 

 

3.1.1  Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia tahun 2024 sebesar 102,10%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 

termasuk dalam kategori peringkat kinerja “SANGAT TINGGI”. Adapun 

perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024sebagaimana tercantum 

dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2 
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

 

Sasaran Indikator Kinerja 
Utama Satuan Target Realisasi Capaian 

Kinerja 
Kriteria 

Penilaian 

1 2 3 4 5 6 7 
Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian Daerah 

Indeks Kepuasan ASN 
Terahdap Pelayanan 
BKPSDM 

Tingkat 85 88,06 103,60% Sangat 
Baik 

Meningkatnya 
Implementasi Sistem 
Merit Dalam Manajemen 
ASN di Kabupaten Kutai 
Kartanegara 

Indeks Sistem Merit Nilai 250 222 88,80% Tinggi 
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Mewujudkan tingkat 
kepatuhan atas Laporan 
Harta Kekayaan 
Aparatur Negara  

Tingkat Kepatuhan serta 
Kelengkapan LHKPN 
100% Pertanggal 31 
Maret setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian SPT 
Tahunan 100% Per 31 
Maret setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Mewujudkan tingkat 
kepatuhan 
penyampaian Sasaran 
Kinerja Pegawai (SKP)  

Tingkat Kepatuhan 
Penyampaian SKP 100% 
paling lambat akhir 
bulan Februari setiap 
tahun 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Terlaksananya 
Kepatuhan Input SIRUP 

Tingkat Kepatuhan Input 
serta pengumuman 
paket pengadaan pada 
aplikasi SIRUP per Akhir 
Februari setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Terlaksananya 
Kepatuhan Input e-
Pantau 

Tingkat Ketepatan waktu 
input e-Pantau dan telah 
di verifikasi 100% per 
tanggal 10 setiap bulan 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Terlaksananya 
Kepatuhan 
Penyampaian Usulan 
RKBMD 

Tingkat Ketepatan waktu 
Penyampaian Usulan 
Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah 
(RKBMD) 100% sesuai 
dengan Barang Milik 
Daerah (BMD) yang akan 
diadakan 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Terlaksananya 
Kepatuhan 
Penyampaian Usulan 
SHS (Standar Harga 
Satuan) 

Tingkat Keteapatan 
Waktu Penyampaian 
Usulan Standar Harga 
Satuan (SHS) Perangkat 
Daerah Paling lambat 
bulan April untuk tahun 
anggaran berikutnya 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Terlaksananya 
Ketepatan Waktu 
Penyampaian LKjIP 

Tingkat Ketepatan 
Waktu penyampaian 
Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP) 
Perangkat Daerah paling 
lambat akhir bulan 
Februari setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Terlaksananya 
Ketepatan Waktu 
Penyampaian IKK LPPD 

Tingkat Ketepatan 
Waktu Penyampaian 
Indikator Kinerja Kunci 
(IKK) LPPD Perangkat 
Daerah paling lambat 
akhir bulan Januari 
setiap tahun 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Terlaksananya 
Ketepatan Waktu 
Penyamapaian Laporan 
Keuangan (LK) 
Perangkat Daerah 

Tingkat Ketepatan 
Waktu Penyampaian 
Laporan Keuangan 
Perangkat Daerah per 
tanggal 24 Januari setiap 
tahun 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 
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Terlaksananya 
Ketepatan waktu 
Penyampaian Laporan 
Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) dan 
Laporan Rencana 
Tindak Lanjut (RTL) 
Perangkat Daerah 

Tingkat Ketepatan 
Waktu Penyampaian 
Laporan Survei 
Kepuasan Masyarakat 
(SKM) dan Laporan 
Rencana Tindak Lanjut 
(RTL) Semester I paling 
lambat akhir bulan Juni 
dan Semester II akhir 
bulan Oktober setiap 
tahun 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Meningkatnya 
Keterlibatan Masyarakat 
dalam pelaksanaan 
Forum Konsultasi Publik 

Menilai Pelaksanaan, 
Pelaporan dan tindak 
lanjut hasil Forum 
Konsultasi Publik (FKP) 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Menyelesaikan Tindak 
Lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) 

Tindak Lanjut Hasil 
Temuan Administrasi 
dan Kerugian BPK atas 
audit LKPD 5 tahun 
terakhir 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Terlaksananya 
Ketepatan Waktu 
Penyampaian Laporan 
SPIP 

Ketepatan Waktu 
Penyampaian Laporan 
Penilaian Mandiri 
Penyelenggaran SPIP 
Perangkat Daerah Per 30 
Juni Tahun berjalan 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Penerapan Core Values 
ASN BerAKHLAK 

Internalisasi Core Values 
ASN Berakhlak 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Penyusunan Perjanjian 
Kinerja sampai ke 
Pelaksana 

Ketepatan Waktu 
Penyusunan dan 
Penyampaian Perjanjian 
Kinerja PD (Maksimal 1 
Bulan Setelah APBD 
ditetapkan) 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Terlaksananya Serapan 
Anggaran Berdasarkan 
SPD yang diterbitkan 

Serapan Anggaran 
Berdasarkan SPD yang 
terbit 

Persen 70% 71% 101,43% Sedang 

Ketersediaan Dokumen 
Manajemen Risiko PD 

Ketersediaan Dokumen 
Manajemen Risiko Pada 
Perangkat Daerah Per 
Triwulan 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 

Nilai Maturitas SPIP pada 
Perangkat Daerah 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Melaksanakan Tata 
Kelola Arsip Perangkat 
Daerah 

Nilai Tata Kelola ARSIP 
Perangkat Daerah 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Meningkatkan 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Peningkatan Prestasi 
Inovasi 

Prestasi Inovasi 
Perangkat Daerah 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Tindak Lanjut 
Pengaduan SP4N Lapor 

Tindak Lanjut 
Pengaduan SP4N Lapor 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Meningkatnya 
Pengamanan Aset 

Pengamanan Aset Tanah Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Meningkatnya Tata 
Kelola Aset 

Pakta Integritas Pemakai 
Aset BMD Tersedia 
sesuai dengan jumlah 
pejabat struktural, 
fungsional, dan 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 
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pelaksana pada 
Perangkat Daerah 

Pengarusutamaan 
Gender 

Ketersediaan 
Penganggaran 
Pengarusutamaan 
Gender 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Kepatuhan Pelaporan 
P3DN 

Persentase Tingkat 
Kepatuhan Pelaporan 
P3DN per tanggal 25 
setiap bulan 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Meningkatnya Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

Nilai LPPD Nilai 3,5 3,1135 88,96% Sangat 
Baik 

Meningkatkan 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 

Nilai SAKIP Pemerintah 
Daerah 

Nilai 73 65,92 90,30% Sangat 
Baik 

Meningkatkan 
Manajemen Birokrasi 
yang efektif, efisien, 
inovatif, akuntabel, 
bersih dan melayani 

Indeks Reformasi 
Birokrasi Pemerintah 
Daerah 

Nilai 63 60,12 95,43% Sangat 
Baik 

Meningkatnya Inovasi 
Daerah 

Indeks Inovasi Daerah Nilai 49,57 58,59 118,20% Sangat 
Baik 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Pubik 

Indeks Pelayanan Publik 
Pemerintah Daerah 

Nilai 8,9 8,9 100,00% Sangat 
Baik 

Meningkatnya 
Kepatuhan Standar 
Pelayanan Publik 

Nilai Kepatuhan Standar 
Pelayanan Pemerintah 
Daerah 

Predikat Zona 
Hijau  

(60 -70) 

94,46 157,43% Sangat 
Baik 

Terwujudnya Kawasan 
Tanpa Rokok/Vape 

Kawasan Tanpa 
Rokok/Vape adalah area 
atau ruang yang 
dinyatakan dilarang 
untuk aktivitas merokok 
atau mempromosikan 
produk tembakau 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Meningkatnya kepuasan 
Masyarakat 

IKM Perangkat Daerah 
(Aplikasi Survey Kukar) 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Meningktanya Kinerja 
Perangkat Daerah 

Capaian Indikator 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persen 100 100 100,00% Sangat 
Baik 

Rata-rata Capaian Kinerja 101,13% Sangat 
Baik 

 

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

1). Capaian Indikator Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM 

Target kinerja indikator “Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan 

BKPSDM” sebesar 85,00 dengan realisasi 88,06 atau capaian kinerja sebesar 

103,60% berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Nilai IKM/Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan 

nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan 
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survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap 

unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan 

dengan rumus sebagai berikut : 

Bobot nilai rata-rata tertimbang   = 
Jumlah Bobot 

= 
1 

= N 
Jumlah Unsur X 

 

N = Bobot Nilai Per Unsur 

Untuk memperoleh nilai SKM unit unit pelayanan digunakan pendekatan 

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 

SKM =  
Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 

x Nilai Penimbang 
Total Unsur yang Terisi 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, 

maka hasil penilaian tersebut di atas dapat dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus sebagai berikut : 

SKM Unit Pelayanan x 25 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit pelayanan BKPSDM 

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 diperoleh dari survei terhadap 821 

responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Survei dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024. Berdasarkan 

data yang dihimpun dari kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel 3.3 

Hasil Survey Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM 

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata 

U1 Prosedur Pelayanan 3,47 

U2 Persyaratan Pelayanan 3,41 

U3 Waktu Pelayanan 3,34 

U4 Biaya/Tarif 3,93 

U5 Produk Layanan 3,39 
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U6 Kompetensi Pelaksana 3,42 

U7 Perilaku Pelaksana 3,47 

U8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2,86 

U9 Sarana dan Prasarana 3,42 

 Nilai Rata-rata 3,52 

 IKM Unit Pelayanan 88,06 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Nilai IKM 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat 

berdasarkan tabel berikut : 

Tabel 3.4 

Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

IKM 

Nilai Interval 

Konversi IKM 

Mutu 

Pelayanan 
Kinerja 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik 

 

Nilai IKM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

sebesar 88,06 menunjukkan nilai interval pada posisi 3,0644 – 3,532. Sesuai dengan 

tabel di atas maka Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 adalah “B” atau berpredikat 

“Baik”. 

Target kinerja Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM sudah 

tercapai, meskipun demikian masih terdapat permasalahan/kekurangan dari unsur 

pelayanan sebagai beikut : 

 

1. Waktu Penyelesaian Layanan masih dirasakan lambat oleh ASN Kabupaten 

Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 



    BKPSDM KAB. KUTAI KARTANEGARA – LKjIP 2024 

28 
 

a. Belum ada Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis layanan yang 

dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara. 

b. Belum melakukan evaluasi dan revisi terhadap SOP, karena terdapat 

perubahan aturan terkait administrasi kepegawaian. 

c. Petugas layanan belum memiliki keterampilan khusus terkait service excellent 

serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang 

berprestasi. 

2. Kesesuaian Produk Layanan masih dirasakan rendah oleh ASN Kabupaten Kutai 

Kartanegara, hal ini disebabkan oleh : 

a. Database ASN belum terintegrasi dengan sistem pelayanan. 

b. Ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen layanan kepegawaian masih 

lemah. 

3. Prosedut Pelayanan yang dianggap kurang memadai oleh ASN Kabupaten Kutai 

Kartanegara, antara lain disebabkan : 

a. Belum ada Standar Pelayanan untuk masing-masing jenis layanan yang 

dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara. 

b. Belum melakukan evaluasi dan revisi terhadap SOP, karena terdapat 

perubahan aturan terkait administrasi kepegawaian. 

Berdasarkan kendala tersebut di atas maka rekomendasi pemecahan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Standar Operasi Prosedur yang berisi alur kerja dan waktu 

penyelesaian pekerjaan 

2. Menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan kepada stakeholder 

3. Menggunakan API dalam interoperabilitas data dengan aplikasi 

SIMPEG/SIASN 

4. Menampilkan informasi terkait produk layanan lebih jelas dan meluas dengan 

dipajang diruang layanan, pamflet, brosur, media sosial, media cetak, media 

massa. 

5. Mempermudah ASN dalam mengakses pelayanan 

6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Standar Operasional dan Prosedur 

(SOP) 

7. Menyederhanakan persyaratan pelayanan 

8. Menyesuaikan proses bisnis layanan 
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Tabel 3.5 

Realisasi Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM 

Tahun 2018-2024 

No Sasaran Satuan 
Realisasi 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Indeks Kepuasan 

ASN terhadap 

Pelayanan 

BKPSDM 

Nilai 74,35 76,62 85,96 85,83 88,43 88,06 

Kenaikan/Penurunan   2,27 9,34 -0,13 2,6 -0,37 

 

Gambar 4 Perkembangan Hasil Survei Kepuasan ASN terhadap Pelayanan 

BKPSDM Tahun 2019 s/d Tahun 2024 

 
 

2). Capaian Indikator Indeks Sistem Merit 

Pada tahun 2024, BKPSDM menetapkan target kinerja indikator “Indeks 

Sistem Merit” sebesar 250. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur 

Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada indikator tersebut 

mencapai 222. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 88,80% dari target 
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yang ditetapkan. Meskipun capainnya di bawah target, evaluasi ini memberikan 

gambaran tentang pencapaian positif seiring upaya untuk meningkatkan Indeks 

Sistem Merit, serta memberikan pandangan untuk pengembangan dan perbaikan di 

masa mendatang. 

Faktor-faktor penghambat pencapaian target kinerja ini antara lain : 

1. Masih kurangnya pemahaman tentang Sistem Merit; 

2. Kurangnya upaya perbaikan dan peningkatan implementasi sistem merit; 

3. Sistem Merit masih dianggap pekerjaan tambahan; dan 

4. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain pengampu Indeks Sistem 

Merit 

3). Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 

Maret 2024 

Target kinerja indikator “Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 

Pertanggal 31 Maret 2024” tahun 2024 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 

100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja 

ini antara lain : 

a. Komitmen seluruh wajib LHKPN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai 

Kartanegara untuk menyelesaikan laporannya paling lambat 31 Januari 2024 

b. Ketersediaan data dukung dari sub bagian keuangan terkait penghasilan selama 

tahun 2023. 

4). Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN/SPT Tahunan Pertanggal 31 

Maret 2024 

Target kinerja indikator “Tingkat Kepatuhan LHKASN /SPT Tahunan 

Pertanggal 31 Maret 2024” tahun 2024 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 

100,00% sesuai target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja 

ini antara lain : 

a. Komitmen seluruh wajib SPT Tahunan di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai 

Kartanegara untuk menyelesaikan laporannya paling lambat 31 Januari 2024; 

dan 

b. Ketersediaan data dukung dari sub bagian keuangan terkait penghasilan 

selama tahun 2023. 

5). Capaian Indikator Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP 

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP” tahun 

2024 tercapai 100%, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten 



    BKPSDM KAB. KUTAI KARTANEGARA – LKjIP 2024 

31 
 

Kartanegara nomor B-2621/BPBJ/065.11/11/2023 tanggal 6 November 2023. 

BKPSDM sudah menyelesaikan Input RUP sebelum batas akhir Input RUP sesuai 

surat Edaran. 

 

6). Capain Indikator “Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau” 

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau” 

BKPSDM tahun 2024 sebesar 100% dan selesai 100% sesuai dengan tangkap Layar 

aplikasi e-Pantau https://e-pantau.kukarkab.go.id/2024/ sebagaimana tampak 

pada hasil Capture Screen berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7). Capaian indikator Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD 

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan 

RKBMD” tahun 2024 sebesar 100% dan selesai 100%, hal ini wajib diusulkan oleh 

Perangkat Daerah mengingat usulan RKBMD menjadi syarat dalam penyusunan 

RKA kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan barang Milik Daerah. 

 

8). Capaian indikator Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar 

Harga Satuan) 

Tahun 2024, sesuai dengan surat Edaran Sekda Nomor B-

229/BPKAD/BAS.1/ 065.11/02/2024 tentang Tata cara Pengusulan/Penyusunan 

Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, BKPSDM 

telah mengusulkan Standard Harga Satuan pada bulan Pebruari dan Mei tahun 

2024, masing masing dengan nomor surat B-63/UMLAK/900.1/02/2024 dan P-

146/SET.II/900.1/ 05/2024. Dengan demikian Tagert kinerja indikator 

“Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)” tercapai 100%. 
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9). Capaian indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP 

Pada tahun 2024, BKPSDM telah menyelesaikan penyusunan laporan LKJiP 

pada bulan Pebruari 2024, dengan demikian, target kinerja Indikator 

“Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LkjIP” tercapai 100%, hal ini 

dapat dibuktikan dengan tangkap layar aplikasi 

https://sakip.kukarkab.go.id/detaildokumen?tahun=2023 seperti tampak pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10). Capaian indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD 

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian 

IKK LPPD” sebesar 100% dan telah tercapai sebesar 100%. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional tahun 2023 berdasarkan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, 

Scor nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 3,42 atau status 

Tinggi.  

 

11). Capaian Indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyamapaian Laporan 

Keuangan (LK) Perangkat Daerah 

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyamapaian 

Laporan Keuangan (LK) Perangkat Daerah” tahun 2024 sebesar 100% dan selesai 

tepat waktu 100% 
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12). Capaian Indikator Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei 
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
Perangkat Daerah 

 
Target kinerja Indikator “Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian 

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak 

Lanjut (RTL) Perangkat Daerah” sebesar 100% dan terlaksana 100% yang dapat 

dibuktikan dengan laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai  

88.06 sebagaimana tertera pada Tabel 3.3 “Hasil Survey Indeks Kepuasan ASN 

terhadap Pelayanan BKPSDM” diatas. 

 

13). Capaian Indikator Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan 

Forum Konsultasi Publik 

Untuk tahun 2024, Target kinerja Indikator “Meningkatnya Keterlibatan 

Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik” pelaksanaan kegiatan 

Forum Konsultasi Publik spenuhnya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai kartanegara dan Perangkat 

Daerah diundang secara Daring dan atau Datang langsung untuk hadir disetiap kali 

ada kegiatan “Forum Konsultasi Publik”. Dengan demikian Target kinerja 

Indikator “Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum 

Konsultasi Publik” dapat tercapai sebesar 100%. 

14). Capaian Indikator Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Pada tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terdapat 

temuan BPK/Inspektorat. Dengan demikian capaian indikator “Temuan 

Administrasi BPK/Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti” tahun 2024 sebesar 

100,00% dan tercapai sebesar 100,00% 

Tabel 3.6 
Daftar Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti 

No Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Ket 

1 - - - - 

 

Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain : 

a. Komitmen untuk menyelesaikan temuan administrasi BPK/Inspektorat; dan 

b. Koordinasi dengan Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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15). Capaian Indikator Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP 

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian 

Laporan SPIP” sebesar 100% dan selesai tepat waktu 100% dengan skor penilaian 

sebesar 4,386 atau berada pada tingkat “Terkelola dan Terukur”. 

16). Capaian Indikator Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK 

Target kinerja Indikator “Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK” 

sebesar 100% dan telah diterapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil Survei dan 

Evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian 

PANRB, diperoleh Indeks BerAKKHLAK 70.5%, masuk dalam Kategori “Cukup 

Sehat” berada setingkat dibawah kategori “Sehat” dan berada diatas nilai Indeks 

BerAKHLAK rata-rata Nasiolan 68.1%.  

17). Capaian Indikator Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana 

Target kinerja Indikator “Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke 

Pelaksana” sebesar 100% dan terlaksanan sebesar 100% yang dapat dibuktikan 

dengan Lampiran “Perjanjian Kinerja dari Kepala Badan hingga Pelaksana”. 

18). Capaian Indikator Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang 

diterbitkan. 

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan 

SPD yang diterbitkan” sebesar 70%. Untuk capaian target bulanan, BKPSDM 

tidak dapat menjaga konsistensi capaian serapan sebesar 70%, mengingat 

anggaran kegiatan di BKPSDM lebih banyak di kegiatan pengembangan 

Kompetensi, yang mana jadwal kegiatan tersebut sangat bergantung pada 

Ketersediaan Jadwal dari Pihka Ketiga atau Instansi Vertikal. Namu jika diambil 

nilai rata rata, Capain target kinerja indikator “Terlaksananya Serapan Anggaran 

Berdasarkan SPD yang diterbitkan” sebesar  71%, berada diatas target Bulanan. 

19). Capaian Indikator Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah 

Target kinerja “Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat 

Daerah” tahun 2024 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% sesuai target 

kinerja yang ditetapkan. Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini 

antara lain : 



    BKPSDM KAB. KUTAI KARTANEGARA – LKjIP 2024 

35 
 

a. Komitmen dan dukungan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara; 

dan 

b. Kepatuhan PPTK menyusun dan menyampaikan Register Risiko sesuai jadwal 

yang ditetapkan. 

 

 

 

20). Capaian Indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Target kinerja Indikator “Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP)” sebesar 100% dan selesai tepat waktu 100% dengan skor penilaian sebesar 

4,386 atau berada pada tingkat “Tekelola dan Terukur”. 

21). Capaian Indikator Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah 

Target kinerja indikator “Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat 

Daerah” tahun 2024 sebesar 100% dan capaian Realisasi sebesar 100%. Berdasarkan 

Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 Nomor B-

2/P3A.DIARPUS/ 000.5.15.1/12/2024, BKPSDM mendapat nilai 82,34, masuk 

dalam kategori A atau Memuaskan. Faktor yang mendukung capaian kinerja ini 

adalah : 

a. Penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dokumen-dokumen 

layanan kepegawaian; 

b. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penandatanganan dokumen 

layanan kepegawaian; dan  

c. Dukungan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara 

dalam memberikan bimbingan penyusunan Pengeloan Arsip. 

 

22). Capaian Indikator Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 

Target kinerja Indikator “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah” sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%, hal ini sesuai dengan laporan 

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2024 dengan nomor surat B-331/ITDA/IP.II/700.1/11/2024 

tanggal 18  November 2024 dengan nilai hasil Evaluasi 74,62 dengan predikat “BB” 

atau “SANGAT BAIK” 
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23). Capaian Indikator Peningkatan Prestasi Inovasi 

Pada tahun 2024, BKPSDM menetapkan target kinerja indikator 

“Peningkatan Prestasi Inovasi” sebesar 49,57.  Berdasarkan hasil Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024, tentang Indeks Inovasi 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun 2024, capain kinerja Kabupaten Kutai 

Kartanegara sebesar 58,59. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 118,20% 

dari target yang ditetapkan. 

 

24). Capaian Indikator Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor 

Pada tahun 2024, BKPSDM  menerima satu pengaduan dari ASN yang sudah 

selesai menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan atas kasus Pidana Narkotika. Terhadap 

Aduan tersebut, BKPSDM telah menindaklanjuti dengan bersurat ke BKN dengan 

surat Pengantar nomor B-074/BKPSDM/PPI/800.1/12/2024 tanggal 11 Desember 

2024. Dengan demikian,  Target kinerja Indikator “Tindak Lanjut Pengaduan SP4N 

Lapor” dari BKPSDM telah terrealisasi sebesar 100%. 

Sampai saat ini, SK Pengaktifan kembali ASN yang bersangkutan dalam 
proses dan masih menunggu Peraturan Teknis (PERTEK) dari BKN. 

25). Capaian Indikator Meningkatnya Pengamanan Aset 

Target kinerja Indikator “Meningkatnya Pengamanan Aset” sebesar 100% 

dan terlaksana sebesar 100%, hal ini dapat tercapai dengan adanya Keputusan Bupti 

Nomor 245/SK-BUP/HK/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang 

Milik Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Tahun 2024. 

26). Capaian Indikator Meningkatnya Tata Kelola Aset 

Target kinerja Indikator “Meningkatnya Tata Kelola Aset” sebesar 100% dan 

terlaksana sebesar 100%, hal ini dapat tercapai dengan adanya laporan yang 

diantaranya adalah Laporan Inventarisasi Aset berdasarkan Jenis Aset dan adanya 

Laporan Kartu Inventasi Barang Ruangan (KIB Ruangan Yang dibuat oleh 

Pengelola Aset di BKPSDM sebagai bahan laporan ke Bagian Aset Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disetiap tahunnaya. 

27). Capaian Indikator Pengarusutamaan Gender 

Target kinerja Indikator “Pengarusutamaan Gender” sebesar 100% dan 

terlaksana sebesar 100%, hal ini dapat tercapai dengan adanya kegiatan Assesment 
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Center dengan pagu anggaran sebesar 1.950.000.000 (Satu Miliar sembilan Ratus 

Limapuluh Juta Rupiah) di bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, 

BKPSDM. 

28). Capaian Indikator Kepatuhan Pelaporan P3DN 

Target kinerja Indikator “Kepatuhan Pelaporan P3DN” sebesar 100% dan 

terlaksana sebesar 99,88%, dengan realisasi PDN terhadap Komitmen sebesar 

73,48%, hal ini sesuai dengan List yang dikeluarkan oleh Bagian Pengadaan Barang 

Jasa Sekretariat daerah Kabupaten Kutai Kartanegar tahun 2024. 

29). Capaian Indikator Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

Target kinerja Indikator “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” sebesar  3,5 dan tercapai sebesar  3,1135, hal ini sesuai 

dengan Keputusan Kemnterian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 TAHUN 2024 

tanggal 21 Desember 2023 dengan nilai hasil Evaluasi sebear 3,1135 dengan status 

“Sedang”. 

30). Capaian Indikator Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Target kinerja Indikator “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah” sebesar 73 dan tercapai sebesar 65,92, hal ini sesuai dengan surat Hasil 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dengan 

nomor surat B/417/AA.05/2024 tanggal 3 September tahun 2024 dengan nilai hasil 

Evaluasi 65,92 dengan predikat “B”. 

Capain tersebut memang masih dibawah target, namun dalam Kriteria 

Penilain, capain tersebut masuk dalam Kategori “Tinggi”. 

 

31). Capaian Indikator Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, 

inovatif, akuntabel, bersih dan melayani 

Target kinerja Indikator “Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, 

efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani” sebesar 63 dan tercapai sebesar 

65,92, hal ini sesuai dengan surat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dengan nomor surat B/417/AA.05/2024 tanggal 3 

September tahun 2024 dengan nilai hasil Evaluasi 65,92 dengan predikat “B”. 
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Capain tersebut memang masih dibawah target, namun dalam Kriteria 

Penilain, capain tersebut masuk dalam Kategori “Tinggi”. 

32). Capaian Indikator Meningkatnya Inovasi Daerah 

Pada tahun 2024, BKPSDM menetapkan target kinerja indikator “Peningkatan 

Prestasi Inovasi” sebesar 49,57.  Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 400.10.11-4898 tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota tahun 2024, capain kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 58,59. Dengan 

demikian, capaian kinerja ini mencapai 118,20% dari target yang ditetapkan. 

 

 

33). Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik 

Target kinerja Indikator “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik” sebesar 

8,95 dan tercapai sebesar  8,95. Hal ini dapat dari Nilai IKM Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 84,54 menunjukkan nilai 

interval pada posisi 3,0644 – 3,532. Sesuai dengan Tabel 3.4 “Nilai Persepsi Indeks 

Kepuasan Masyarakat” di atas. 

 

34). Capaian Indikator Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 

Target kinerja Indikator “Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan 

Publik” berada di zona Hijau (60 - 70) dan nilai capaian sebesar 94,46 sesuai Hasil 

Penilaian OMBUDSMAN Republik Indonesia Nomor R/3315/PC.02/XI/2024 

tanggal 6 November 2024. Capaian tersebut diatas target dengan persentase capaian 

sebesar 157,43%, berada dalam kategori A (Kualitas Tertinggi). 

 

35). Capaian Indikator Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape 

Target kinerja “Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran” tahun 2024 

sebesar 100 point. Berdasarkan hasil perhitungan mandiri, realisasi kinerja indikator 

tersebut mencapai 100,00%. Faktor pendukung pencapaian target kinerja ini antara 

lain : 

a. Adanya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok; dan 

b. Dukungan dan komitmen dari Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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36). Capaian Indikator Meningkatnya kepuasan Masyarakat 

Target kinerja Indikator “Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian 

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak 

Lanjut (RTL) Perangkat Daerah” sebesar 100% dan terlaksana 100% yang dapat 

dibuktikan dengan laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai  

88.06 sebagaimana tertera pada Tabel 3.3 “Hasil Survey Indeks Kepuasan ASN 

terhadap Pelayanan BKPSDM” diatas. 

37). Capaian Indikator Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

Target kinerja Indikator “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” 

sebesar 100% dan tercapai 100%. Berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal 

Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan, Kemenyterian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Dirjen PPKL – KLHK) tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara, memperoleh 73,59 berada dalam 

kategori BAIK, sesuai dengan surat Penyampaian Hasil IKLH nomor 

S.274/SETPPKL/PEHKT/DTN.01/B/12/2024, dari Direktorat Jenderal 

Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan, Kemenyterian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Dirjen PPKL – KLHK). 

38). Capaian Indikator Meningktanya Kinerja Perangkat Daerah 

Target kinerja Indikator “Meningktanya Kinerja Perangkat Daerah” sebesar 

100% dan tercapai sebesar 100%. Dengan Nilai laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar 74,62  

dengan predikat “BB” atau “SANGAT BAIK” dapat menggambarkan bahwa 

Indikator “Meningktanya Kinerja Perangkat Daerah” tercapai 

 

3.1.2  Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya 

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 101.69 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun 

sebelumnya (tahun 2023) sebesar 97.07%. Terjadi kenaikan kinerja sebesar 4,62%. 

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara 

rinci tercantum dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.7 
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya 
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Sasaran Strategis 

 
 

Indikator 
Kinerja 

 
 

Satuan 

Tahun 2023 Tahun 2024 Ket. 

Target 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 

% 
Realisasi 
Kinerja 

Target 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 

% 
Realisasi 
Kinerja 

 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian daerah 

Indeks Kepuasan 
ASN 
terhadap 
Pelayanan 
BKPSDM 

 
Indeks 

 
82 

 
84.54 

 
103.10% 

 
85 

 
88.06 

 
103.60% 

 
Meningkat 

Meningkatnya 
Implementasi Sistem 
Merit dalam Manajemen 
ASN di Kabupaten Kutai 
Kartanegara. 

 
 

Indeks Sistem 
Merit 

 
 

Nilai 

 
 

250 

 
 

215 

 
 

86.00% 

 
 

250 

 
 

222 

 
 

86.60% 

 
 

Meningkat 

Menyelesaikan Tindak 
Lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK)/ Inspektorat 
Daerah 

 
Temuan 
Administrasi 
BPK/ Inspektorat 
Yang di Tindak 
Lanjuti 

 

 
Jumlah 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
66.67% 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

100% 
 

 

 
Menurun 

Melaksanakan dan 
Melaporkan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 
yang berada di 
Pengguna Barang Milik 
Daerah 

Persentase 
Pelaksanaan dan 
Pelaporan 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah yang 
berada di 
Pengguna 
Barang Milik 
Daerah 

 

 
Persen 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100.00% 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100.00% 

 

 
Tetap 

 

Melaksanakan 
Pengelolaan Pengadaan 
Barang dan jasa yang 
menjadi kewenangannya 
secara efisien, efektif, 
terbuka dan bersaing, 
transparan, adil tidak 
diskriminatif dan 
akuntabel 

 
 
 

Persentase 
Pengelolaan 
Pengadaan 
Barang dan jasa 

 
 
 
 

Persen 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100.00% 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100.00% 

 
 
 
 

Tetap 
 

Melaksanakan 
Identifikasi dan 
Inventarisasi Aset Dalam 
Penelusuran 

Persentase 
Identifikasi, 
Inventarisasi Aset 
Dalam 
Penelusuran 

 
Persen 

       

Melaksanakan Input 
Rencana Umum 
Pengadaan Pada Aplikasi 
SiRUP (Maksimal 7 Hari 
Kerja setelah 
Penandatanganan 
Perjanjian Kinerja Tahun 
2022 dan Maksimal 14 
hari Kerja setelah 
kesepakatan RAPBD 
Tahun 2022) 

Persentase 
ketepatan waktu 
& kesesuaian 
Input Rencana 
Umum Pengadaan 
Pada Aplikasi 
SiRUP (Maksimal 
7 Hari Kerja 
setelah 
Penandatanganan 
Perjanjian Kinerja 
Tahun 2024 dan 
Maksimal 14 hari 
Kerja setelah 
kesepakatan 

RAPBD Tahun 
2024) 

 

 

 

 

 

 

Persen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tetap 
 

Mewujudkan tingkat 
kepatuhan atas Laporan 
Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara 
(LHKPN) dan Laporan 
Harta Kekayaan 

Tingkat 
Kepatuhan serta 
Kelengkapan 
LHKPN 
Pertanggal 31 
Maret 

 

Persen 

 

100 

 

100 

 

100.00% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100.00% 

 
 

Tetap 

 Tingkat 
Kepatuhan 

LHKASN 
Pertanggal 31 
Maret 

 

Persen 

 

100 

 

100 

 

100.00% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100.00% 

 
 

Tetap 
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Melaksanakan Tata 
Kelola Arsip Perangkat 
Daerah 

Predikat Tata 
Kelola Arsip 
Perangkat 

Daerah 

Predika t Baik (B) 
60-70 

 

77.4 

 

129.00% 

 
 

80 

 
 

82, 34 

 
 
102.93% 

 

 
 

Meningkat 

Meningkatnya 
Pemenuhan 
Ketersediaan Data dan 
Informasi Pembangunan 
berdasarkan Fungsi 
Perangkat Daerah 

 

Persentase 
Keterisian Data di 
Aplikasi Satu Data 
Kukar dan 
Aplikasi e-Pantau 

 

 

Persen 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100.00% 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100% 

 
 

Tetap 

Membuat Inovasi 
dan/atau diutamakan 
dalam bidang 
penanggulangan 
kemiskinan sesuai 
dengan fungsi perangkat 
daerah 

 

 

 

Jumlah Inovasi 

 

 

 

Jumlah 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

100.00% 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

100.00% 

 
 
 

Tetap 

Terealisasinya Output 
Kegiatan Tanpa 
Menimbulkan Potensi 
Utang 

Capaian Output 
Kegiatan 

 

Persen 

 

100 

 

100 

 

100.00% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100.00% 

 
 

Tetap 

Melaksanakan 
percepatan realisasi 
kegiatan Fisik dan 
Keuangan 

Persentase 
Realisasi Kegiatan 
Fisik 

 

Persen 

 

100 

 

96.09 

 

96.09% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100.00% 

 
 

Meningkat 

 Persentase 
Realisasi 

Keuangan 

 

Persen 

 

100 

 

89.63 

 

89.63% 

 
 

100 

 
 

71 

 
 

71.00% 

 
 

Turun 

Melaksanakan 
Manajemen Resiko 
terhadap program 
kegiatan di perangkat 
daerah 

Laporan 
Penyusunan 
Manajemen 
Resiko dan 
Laporan 
Pengendalian 
Manajemen 
Resiko maksimal 
10 Januari 

 

 

Laporan 

 
 

 

2 

 
 

 

2 

 
 

 

100.00% 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
100.00% 

 
 
 

Tetap 

Melaksanakan Reviu 
awal terhadap Indikator 
Kinerja Utama Perangkat 
Daerah sesuai dengan 
data terkini 

 

Dokumen Reviu 
Indikator Kinerja 
Utama 

 

Dokum en 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100.00% 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

100.00% 

 
 

Tetap 

Melaksanakan Tata 
Kelola Core Values ASN 
“BerAKHLAK” 

Jumlah kegiatan 
sosialisasi, 
internalisasi, 
penetapan leader, 
tim Budaya Kerja 

 

Kegiata n 

 

4 

 

4 

 

100.00% 

 
1 

 
1 

 
100.00% 

 
Tetap 

Melaksanakan 
pengembangan 
Kompetensi ASN 
minimal 20 JP pertahun 

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 

 

Persen 

 

100 

 

100 

 

100.00% 

 
100 

 
100 

 
100.00% 

 
Tetap 

 
Tercapainya Kinerja 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan 

Persentase 
Capaian 
Pemenuhan 
Indikator Kinerja 
Kunci pada 
Laporan 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
Daerah 

 

 

Persen 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100.00% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100.00% 

 
 

Tetap 

Melaksanakan 
Monitoring Center for 
Prevention KPK 

Persentase 
Pelaksanaan dan 
Pemenuhan 
Monitoring 
Center for 
Prevention KPK 

 

Persen 

 

100 

 

70.95 

 

70.95% 

    
Masih 
menunggu 
hasil 
penilaian di 
Inspektorat 

Mewujudkan Kawasan 
Tanpa Rokok di 
Perkantoran Pemerintah 

Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) di 
Perkantoran 

 

Poin 

 

100 

 

100 

 

100.00% 

 
100 

 
100 

 
100.00% 

 
Tetap 

Rata-rata Capaian Kinerja   97.07%   101.53% Meningkat 
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3.1.3  Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target 

Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis 

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di 

bawah ini : 

 

 

 

Tabel 3.8 
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target  Jangka 

Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis 

Indikator Kinerja 

Target 
Sasaran Akhir 

Renstra  
(Tahun 2026)  

Realisasi Target 
Sasaran Renstra 
Sampai Tahun 

2023 

Persentase 
Realisasi Target 
Sasaran Renstra 
Sampai Tahun 

2024 
Indeks Kepuasan ASN terhadap 
Pelayanan BKPSDM 90 84,54 88,06 

 

3.1.4  Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian 

Negara 

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ini dengan realisasi kinerja Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

: 

Tabel 3.9 
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja BKD Provinsi 

Kalimantan Timur dan BKN Pusat 
Instansi Indikator Kineja Realisasi Kinerja 

BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara Indeks Kepuasan ASN terhadap 
Pelayanan BKPSDM 

88.06 

BKD Provinsi Kalimantan Timur 
Tingkat Kepuasan Pemangku 

Kepentingan Terhadap Pelayanan 
Perangkat Daerah (SKM) 

91,01 

BKN Pusat 
Indeks Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Layanan Kepegawaian 
yang Diselenggarakan BKN 

95,3 
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Perbandingan realisasi kinerja dalam tabel di atas dapat disajikan dalam grafik 

berikut ini : 

 

  



    BKPSDM KAB. KUTAI KARTANEGARA – LKjIP 2024 

44 
 

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja BKD 
Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa BKPSDM Kabupaten Kutai 

Kartanegara memiliki indeks kepuasan yang lebih rendah dibandingkan dengan BKD 

Provinsi Kalimantan Timur dan BKN Pusat. Perbandingan ini memberikan gambaran 

mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kedua 

instansi tersebut. Penting bagi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus 

berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai kepuasan 

masyarakat yang lebih tinggi. 

 

3.1.5  Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 

100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian 

kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan 

sumber daya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

88,06

91,01

95,3

84

86

88

90

92

94

96

BKPSDM Kab. Kutai
Kartanegara

BKD Provinsi Kalimantan
Timur

BKN Pusat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
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Tabel 3.10 
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sasaran Strategis 
Indikator 

kinerja 
Sasaran 

Capaian 
Kinerja 
Sasaran 

Program 

Capaian 
Realisasi 

Anggaran 
Program 

Efisiensi 
(%) Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3-5) (7) 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian daerah 

Indeks 
Kepuasan 
ASN 
terhadap 
Pelayanan 
BKPSDM 

88.06 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

82,0  Tidak 
Efisien 

Program Kepegawaian 
Daerah 68,9  Tidak 

Efisien 
Program 
Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

82,8  Tidak 
Efisien 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian target kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak mencapai 100% sehingga dapat 

disimpulkan bahwa BKPSDM dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

untuk mencapai sasaran strategis selama tahun 2024 “Tidak Efisien”. 

 

3.1.6  Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan 

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :  

Tabel 3.11 

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun 2024 

Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

Kinerja 

Meningkatnya Transparansi dan 

Akuntabilitas Kinerja Badan 

Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 87 74,62 85.77% 

 

Target Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar 87 dan realisasinya 74,62 atau capaian kinerja 
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sebesar 85,77%, target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam 

pencapaian target kinerja yaitu :  

a. Adanya perubahan cara/parameter Penilaian, sehingga nilai SAKIP seluruh 

OPD Turun; 

b. Kurangnya koordinasi antar bidang  

c. Sistem tata kelola pemerintahan masih banyak yang bersifat manual. 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, solusi/rekomendasi yang bisa 

dilaksanakan antara lain : 

a. Meningkatkan pengembangan kompetensi bagi SDM aparatur di lingkungan 

BKPSDM melalui diklat, bimtek dan lain-lain terkait perencanaan; 

b. Meningkatkan frekuensi rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara 

rutin dan berkala (minimal 3 bulan 1 kali); 

c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan seperti 

Srikandi, Praktis (PResensi ASN KUKAR Terintegrasi dan Dinamis), SIASN, 

Simpeg, SIPD dan Simda BMD. 

2) Program Kepegawaian Daerah 

Indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah Tahun 2022 sebagaimana 

tabel berikut : 

Tabel 3.12 
Indikator Kinerja Program Kepegawaian Daerah 

Tahun 2024 
Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi 

Capaian 

Kinerja 

Terpenuhinya Kebutuhan ASN 
Kabupaten Kutai Kartanegara 

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan 
ASN Kabupaten Kutai Kartanegara 

94% 100% 106,38% 

Meningkatnya tingkat Kepuasan 
ASN Terhadap Pelayanan 
Bidang Pengembangan 
Kompetensi Aparatur 

Indeks Kepuasan ASN Terhadap 
Pelayanan Bidang Pengembangan 
Kompetensi Aparatur 

85 Nilai 86 Nilai 101,18% 

Meningkatnya tingkat Kepuasan 
ASN Terhadap Pelayanan 
Bidang Mutasi dan Promosi 

Indeks Kepuasan ASN Terhadap 
Pelayanan Bidang Mutasi dan 
Promosi 

85 Nilai 91 Nilai 107,06% 

Meningkatnya tingkat Kepuasan 
ASN Terhadap Pelayanan 
Bidang Pengadaan, 
Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian 

Indeks Kepuasan ASN Terhadap 
Pelayanan Bidang Pengadaan, 
Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian 

85 Nilai 88 Nilai 103,53% 

Meningkatnya tingkat Kepuasan 
ASN Terhadap Pelayanan 
Bidang Penilaian Kinerja 
Aparatur dan Penghargaan 

Indeks Kepuasan ASN Terhadap 
Pelayanan Bidang Penilaian 
Kinerja Aparatur dan 
Penghargaan 

85 Nilai 85 Nilai 100,00% 

Rata Rata Capaian 103,63% 
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Indikator kinerja Program Kepegawaian Daerah Tahun 2024 sebesar 100% 

dan realisasi rata-rata sebesar 103,63%. Target kinerja untuk Program Kepegawaian 

Daerah tahun 2024 tercapai. Faktor yang mendukung dalam pencapaian target 

kinerja yaitu : 

a. Faktor Pendukung Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai 

Kartanegara adalah: 

1. Adanya Pengadaan Formasi PPPK sebanyak 5.776 Formasi; 

2. Pemberhentian PNS sebanyak 488 PNS. 

 

b. Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang 

Pengembangan Kompetensi Aparatur adalah: 

1. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengembangan 

kompetensi nonklasikal; 

2. Kemudahan akses informasi terutama melalui media sosial; 

3. Kerjasama dengan lembaga pelatihan/mitra strategis. 

 

c. Faktor Pendukung Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan 

Bidang Mutasi dan Promosi adalah Tersedianya aplikasi survei layanan 

kepuasan ASN pada bidang mutasi dan promosi BKPSDM Kabupaten Kutai 

Kartanegara; 

 

d. Faktor pendukung Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah: 

1. Layanan Sistem Informasi Kepegawaian secara Online; 

2. Layanan Karis Karsu secara Online; 

3. Layanan Cuti secara Online; 

4. Layanan Tapera secara Online; 

5. Layanan Pensiun; 

6. Layanan Pengadaan ASN. 

 

e. Faktor pendukung Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan 

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan  adalah Survei Kepuasan 

Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Kepegawaian dan 
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Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 

membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. 

 

3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Target indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Tahun 2024 sebesar 26% dan realisasi 51% atau capaian kinerja sebesar 196,15%. 

Capaian kinerja untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2024 

diatas target kinerja yang ditetapan. Faktor pendukung capaian kinerja ini antara 

lain : 

1. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara Non Klasikal; 

2. Cost Sharing dengan Perangkat Daerah; 

3. Penggunaan Teknologi Informasi. 



 
 

49 
 

Tabel 3.13 
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3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024 

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka 

mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 86,18%, dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 3.14 
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Sasaran Program/Kegiatan 

Anggaran   Realisasi  Persentase 
Realisasi  

Sisa 
Anggaran 

(Rp) 
(Rp) (Rp) (%) 

Meningkatnya 
kualitas 

pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

daerah 

Indeks 
Kepuasan 

ASN 
terhadap 

pelayanan 
BKPSDM 

Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

22.227.740.842,00 19.575.565.549,00 88,07% 2.652.175.293,00 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

5.304.454.000,00 4.054.279.556,00 76,43% 1.250.174.444,00 

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

2.914.000.000,00 2.609.038.640,00 89,53% 304.961.360,00 

Total 30.446.194.842,00 26.238.883.745,00 86,18% 4.207.311.097,00 

 

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi angggaran sebesar 87,42%, 

dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.15 
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2023) 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Sasaran Program/Kegiatan 

Anggaran   Realisasi  Persentase 
Realisasi  

Sisa 
Anggaran 

(Rp) (Rp) (Rp) (%) 

Meningkatnya 
kualitas 

pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

daerah 

Indeks 
Kepuasan 

ASN 
terhadap 

pelayanan 
BKPSDM 

Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

13.263.312.404,00 11.759.281.653,00 88,66% 1.504.030.751,00 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

3.235.838.160,00 2.595.981.607,00 80,23% 639.856.553,00 

Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

2.200.701.700,00 1.992.446.226,00 90,54% 208.255.474,00 

Total 18.699.852.264,00 16.347.709.486,00 87,42% 2.352.142.778,00 

 

Dengan demikian, pada tahun  2023 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 

1,24%. 
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BAB IV  

PENUTUP 
 

 

4.1 Kesimpulan 

Secara umum capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Tahun 2024 rata-rata sebesar 101,13% (Sangat Tinggi), dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM 

sebesar 103,60% (Sangat Tinggi); 

2. Capaian Indeks Sistem Merit 88,80% (Tinggi) 

3. Capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN 

Pertanggal 31 Maret 2025 sebesar 100,00% (Sangat Tinggi); 

4. Capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2025 

sebesar 100,00% (Sangat Tinggi); 

5. Capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per 

31 Maret setiap tahun sebesar 100,00%; 

6. Capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket 

pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun sebesar 100,00%; 

7. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di 

verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan sebesar 100,00%; 

8. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Usulan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik 

Daerah (BMD) yang akan diadakan sebesar 100,00%; 

9. Capaian kinerja indikator Tingkat Keteapatan Waktu Penyampaian Usulan Standar 

Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun 

anggaran berikutnya sebesar 100,00%; 

10. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari 

setiap tahun sebesar 100,00%; 

11. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun 

sebesar 100,00%; 
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12. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan Perangkat Daerah per tanggal 24 Januari setiap tahun sebesar 100,00% 

13. Capaian kinerja indikator Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester 

I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun 

sebesar 100,00% 

14. Capaian kinerja indikator Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan tindak lanjut hasil 

Forum Konsultasi Publik (FKP) sebesar 100,00%; 

15. Capaian kinerja indikator Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian 

BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir sebesar 100,00%; 

16. Capaian kinerja indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian 

Mandiri Penyelenggaran SPIP Perangkat Daerah Per 30 Juni Tahun berjalan sebesar 

100,00%; 

17. Capaian kinerja indikator Internalisasi Core Values ASN Berakhlak sebesar 

100,00%; 

18. Capaian kinerja indikator Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian 

Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan) sebesar 

100,00%; 

19. Capaian kinerja indikator Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit sebesar 

101,43%; 

20. Capaian kinerja indikator Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Pada 

Perangkat Daerah Per Triwulan  sebesar 100,00%; 

21. Capaian kinerja indikator Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah  sebesar 

100,00%; 

22. Capaian kinerja indikator Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah  sebesar 

100,00%; 

23. Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,00%; 

24. Capaian kinerja indikator Prestasi Inovasi Perangkat Daerah sebesar 100,00%; 

25. Capaian kinerja indikator Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor sebesar 100,00%; 

26. Capaian kinerja indikator Pengamanan Aset Tanah sebesar 100,00%; 

27. Capaian kinerja indikator Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai 

dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada Perangkat 

Daerah sebesar 100,00%; 
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28. Capaian kinerja indikator Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender  

sebesar 100,00%; 

29. Capaian kinerja indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per 

tanggal 25 setiap bulan  sebesar 100,00%; 

30. Capaian kinerja indikator Nilai LPPD sebesar 88,96%; 

31. Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah sebesar 90,30%; 

32. Capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah  Indeks 

Inovasi Daerah sebesar 118,20%; 

33. Capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah sebesar 

100,00%; 

34. Capaian kinerja indikator Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah  

sebesar 157,43%; 

35. Capaian kinerja indikator Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang 

yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk 

tembakau sebesar 100,00%; 

36. Capaian kinerja indikator IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar) sebesar 

100,00%; 

37. Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,00%; 

38. Capaian kinerja indikator Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebesar 

100,00%. 

 

Capaian kinerja tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada 

tahun 2023 capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia sebesar  97,07% sedangkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 101,13% 

atau mengalami peningkatan sebesar 4,06%. 

 

4.2 Perbaikan Kedepan 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian 

kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub 

kegiatan; 

2. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara 

rutin dan konsisten; 

3. Optimalisasi kualitas manajemen ASN; 
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34.640.000,00
Aji Rifqi Mirza, 
S.Kom

Adm
inistrasi 

Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah

Tersusunnya 
Dokum

en
Jum

lah Dokum
en

2
46.356.840,00

Sekretaris

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi

Tersedianya 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas
beserta Atribut 
Kelengkapan

30 Orang
0

0
0

15
50.000.000
 

43.436.840,00
Nuzulul 
Rahman, S.Sos

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-undangan

Terlaksananya  
Sosialisasi 
Peraturan  
Perundang- 
Undangan

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan

50 Orang
0

0
0

25
50.000.000
 

2.920.000,00
Nuzulul 
Rahman, S.Sos

Adm
inistrasi 

Um
um

 Perangkat 
Daerah

Terlaksananya  
Layanan 
Adm

inistrasi 
Um

um
 

Perangkat 
Daerah

Jum
lah Layanan 

Adm
inistrasi Um

um
 

Perangkat Daerah

8
1.100.086.489,00

Sekretaris

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan

1 Paket
0

1
0

0
150.000.000
 

130.979.550,00
Nuzulul 
Rahman, S.Sos

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor

Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor

Jumlah Paket 
Bahan
Logistik Kantor 
yang Disediakan

3 Paket
0

1
0

0
150.000.000
 

93.697.650,00
Nuzulul 
Rahman, S.Sos

Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan

3 Paket
0

0
1

2
200.000.000
 

168.198.430,00
Nuzulul 
Rahman, S.Sos

Penyediaan Bahan/Material
2 Paket

1
0

0
0

150.000.000
 

        122.940.000 Nuzulul 
Rahman, S.Sos

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Terlaksananya 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu

1 Laporan
0

0
0

0
125.000.000
 

18.326.946,00
Nuzulul 
Rahman, S.Sos

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi
SKPD

1 Laporan
0

0
0

1
315.000.000
 

305.946.000,00
Erlinawati, 
S.Sos

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Terlaksananya 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD

Jumlah 
Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis
pada SKPD

450 Dokumen
0

0
422

28
100.000.000
 

81.580.000,00
Erlinawati, 
S.Sos

8 Layanan

2 Dokum
en
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Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD

Terlaksananya 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD

Jumlah 
Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik pada
SKPD

2 Dokumen
0

0
0

2
557.335.000
 

178.417.913,00
Maya Indriani, 
S.Sos

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pem

erintah 
Daerah

Meningkatnya 
Cakupan 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pem

erintah
Daerah

Cakupan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pem

erintah Daerah

100%
131.054.400,00

Sekretaris

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Tersedianya  
Sarana  dan 
Prasarana  
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung  Kantor  
atau Bangunan  
Lainnya  yang
Disediakan

15 Unit
0

4
0

11
330.000.000
 

131.054.400,00
Nuzulul 
Rahman, S.sos

Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pem

erintahan 
Daerah

Tersedianya 
waktu 
Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pem

erintahan 
Daerah

Jum
lah W

aktu Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pem

erintahan Daerah
yang disediakan

3
3

3
3

1.236.094.594,00
839.062.250,00

Sekretaris

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat

Terlaksananya 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat

1 Laporan
0

0
0

1
22.000.000
 

15.400.000,00
Erlinawati, 
S.Sos

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik

Jumlah  Laporan 
Penyediaan  
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang
Disediakan

12 Laporan
3

3
3

1
364.329.354
 

165.219.730,00
Erlinawati, 
S.Sos

Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya  Jasa  
Peralatan  dan 
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan

1 Laporan
0

0
0

1
167.350.000
 

114.620.000,00
Nuzulul 
Rahman, S.sos

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 
yang Disediakan

12 Laporan
3

3
3

3
682.415.240
 

543.822.520,00
Erlinawati, 
S.Sos

12 bulan

100 
Persen
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Pem

eliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pem

erintahan
Daerah

Terlaksananya 
Pem

eliharaan 
Barang Milik 
Daerah

Jum
lah Barang Milik Daerah

15
325.000.000,00

131.054.400,00
Sekretaris

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajaknya

15 Unit
0

4
0

11
325.000.000
 

131.054.400,00
Nuzulul 
Rahman, S.sos

Program
 

Kepegawaian 
Daerah

Terpenuhinya 
Kebutuhan ASN 
Kabupaten Kutai 
Kartanegara

Tingkat Pem
enuhan 

Kebutuhan ASN Kabupaten 
Kutai Kartanegara

100 Persen
  

Kabid  
Pengadaan, 
Pem

berhentian 
Dan Inform

asi 
Indeks Kepuasan ASN 
Terhadap Pelayanan 
Bidang Pengem

bangan 
Kom

petensi Aparatur

86 Nilai
  

Kabid PSDA

Indeks Kepuasan ASN 
Terhadap Pelayanan 
Bidang Mutasi dan Prom

osi

91 Nilai
  

Kabid Prom
osi 

dan Mutasi

Indeks Kepuasan ASN 
Terhadap Pelayanan 
Bidang Pengadaan, 
Pem

berhentian dan 
Inform

asi Kepegawaian

88 Nilai
  

Kabid  
Pengadaan, 
Pem

berhentian 
Dan Inform

asi 

Indeks Kepuasan ASN 
Terhadap Pelayanan 
Bidang Penilaian Kinerja 
Aparatur dan Penghargaan

85 Nilai
  

Kabid PK

Pengadaan, 
Pem

berhentian 
dan Inform

asi 
Kepegawaian
ASN

Terlaksananya 
pengadaan dan 
pem

berhentian 
ASN

Jum
lah ASN yang diadakan 

dan diberhentikan
6.264
 

1.591.550.000,00
824.886.515,00

Kepala Bidang 
Pengadaan, 
Pem

berhentian 
Dan
Inform

asi 
Kepegawaian

Penyusunan Rencana 
Kebutuhan, Jenis dan 
Jumlah Jabatan Untuk 
Pelaksanaan Pengadaan 
ASN

Terlaksananya 
Penyusunan 
Rencana 
Kebutuhan, Jenis 
dan Jumlah Jabatan 
untuk Pelaksanaan 
Pengadaan ASN

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penyusunan 
Rencana 
Kebutuhan, 
Jenis dan 
Jumlah Jabatan 
untuk 
Pelaksanaan 
Pengadaan
ASN

1 Dokumen
0

0
1

0
75.000.000
 

40.129.000,00
Indah 
W

ahyuniarti, 
S.Psi

85 Nilai

1.262 ASN

85 Nilai

85 Nilai

85 Nilai

94 Persen

15 Unit
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Koordinasi dan Fasilitasi 
Pengadaan PNS dan PPPK

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Fasilitasi 
Pengadaan PNS 
dan PPPK

Jumlah 
Dokumen 
Kegiatan 
Koordinasi dan 
Fasilitasi 
Pengadaan PNS 
dan PPPK

1 Dokumen
0

0
0

1
450.000.000
 

182.615.109,00
Luthfi Fachruri, 
S.Kom

Koordinasi Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemberhentian ASN

Terlaksananya 
Koordinasi 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemberhentian

Jumlah 
Dokumen Hasil 
kegiatan 
Koordinasi 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemberhentian

1 Dokumen
0

0
0

1
100.000.000
 

50.169.000,00
Muhammad 
Rifani, S.Sos

Fasilitasi lembaga profesi 
ASN

Terfasilitasinya 
Lembaga Profesi
ASN

Jumlah 
Lembaga Profesi
ASN yang 
Difasilitasi

1 Lembaga
0

0
0

1
500.000.000
 

288.773.094,00
Muhd. Irfan 
Setiawan, SH.

Pengelolaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Tersedianya   
Dokumen Hasil 
Pengelolaan Sistem 
Informasi 
Kepegawaian

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pengelolaan 
Sistem Informasi 
Kepegawaian

2 Dokumen
0

0
0

0
266.550.000
 

148.581.120,00
Aji Rifqi Mirza, 
S.Kom

Pengelolaan data 
Kepegawaian

Terkelolanya Data 
Kepegawaian

Jumlah 
Dokumen Hasil
Pengelolaan 
Data 
Kepegawaian

1 Dokumen
0

0
0

0
100.000.000
 

61.306.810,00
Aji Rifqi Mirza, 
S.Kom

Evaluasi Data,Informasi 
dan Sistem Informasi 
Kepegawaian

Terlaksananya   
Evaluasi   Data, 
Informasi   dan 
Sistem Informasi 
Kepegawaian

Jumlah Laporan 
Hasil Evaluasi 
Data, Informasi 
dan Sistem 
Informasi 
Kepegawaian

1 Laporan
0

0
0

0
100.000.000
 

53.312.382,00
Ronny 
Fatinasahrani, 
S.Sos

Mutasi dan 
Prom

osi ASN
Terlaksananya 
m

utasi dan 
prom

osi ASN

Jum
lah ASN yang 

dim
utasikan dan 

diprom
osikan

3.706
 

625.000.000,00
625.000.000,00

Kepala Bidang 
Mutasi dan 
Prom

osi
Pengelolaan Mutasi ASN

Terlaksananya 
Mutasi ASN yang 
Meliputi Jabatan 
Pimpinan Tinggi, 
Jabatan 
Administrasi, 
Jabatan Pelaksana 
dan Mutasi ASN 
antar Daerah

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pelaksanaan 
Mutasi Jabatan 
Pimpinan 
Tinggi, Jabatan 
Administrasi, 
Jabatan 
Pelaksana dan 
Mutasi ASN 
antar Daerah

1 dokumen
0

0
0

1
225.000.000
 

225.000.000,00
Hariadi Rifani, 
S.Sos

Pengelolaan Kenaikan 
pangkat ASN

Terlaksananya 
Pengelolaan
Kenaikan Pangkat 
ASN

Jumlah 
Pengelolaan
Kenaikan 
Pangkat ASN

1 dokumen
0

0
0

1
200.000.000
 

200.000.000,00
Agus W

iyono

Pengelolaan promosi ASN
Terlaksananya 
Pengelolaan 
Pengembangan 
Promosi ASN

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pengelolaan 
Promosi ASN

1 dokumen
0

0
0

1
200.000.000
 

200.000.000,00
Eka Purwanti, 
S.Sos

2.583 ASN
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Pengem

bangan 
kom

petensi ASN
Terlaksananya 
pengem

bangan 
kom

petensi ASN

Jum
lah ASN yang 

m
engikuti pengem

bangan
kom

petensi

9.846
 

5.633.461.000,00
624.077.062,00

Kepala Bidang 
Pengem

banga
n Kom

petensi 
Aparatur

Peningkatan kapasitas 
kinerja ASN

Meningkatnya 
Kapasitas ASN

Jumlah ASN 
yang
Meningkat 
Kapasitasnya

1 Dokumen
0

0
0

1
2.150.000.000
 

224.206.000,00
Mukhdan, SE

Pengelolaan Assesment 
Center

Terkelolanya 
Assessment Center

Jumlah 
Dokumen 
Pengelolaan 
Assessment 
Center

1 Dokumen
0

0
0

1
1.950.000.000
 

199.875.062,00
Anwar W

ahid, 
S.Sos

Pengelolaan pendidikan 
lanjutan ASN

Terlaksananya 
Pengelolaan 
Pendidikan  
Lanjutan
ASN

Jumlah ASN 
yang
Mendapatkan 
Pendidikan 
Lanjutan

1 Dokumen
0

0
0

1
1.533.461.000
 

199.996.000,00
Suherman, SH

Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur

Terlaksananya 
penilaian dan 
evaluasi kinerja 
aparatur

Jum
lah ASN yang dinilai 

dan dievaluasi kinerjanya
540.000.000,00

280.962.129,00
Kepala Bidang 
PK

Penyusunan Kebijakan 
Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur

Tersusunnya 
Kebijakan Penilaian 
dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penyusunan 
Kebijakan 
Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur

1 Dokumen
0

0
3

1
100.000.000
 

25.600.745,00
Dr. Achmad 
Jais, SE, M.Si

Pelaksanaan Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja Aparatur

Terlaksananya 
Pelaksanaan 
Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pelaksanaan 
Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur

1 Dokumen
0

0
0

1
125.000.000
 

106.263.500,00
Zulkifliansyah, 
SE

Evaluasi Hasil Penilaian 
dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur

Terlaksananya 
Evaluasi Hasil 
Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Evaluasi Hasil 
Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 
Aparatur

1 Laporan
0

0
0

1
75.000.000
 

68.418.298,00
Beni Siswanto, 
SE

Pengelolaan penyelesaian 
pelanggaran disiplin ASN

Terlaksananya 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Pelanggaran 
Disiplin ASN

Jumlah Laporan 
Hasil 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Pelanggaran 
Disiplin ASN

348 Orang
0

152
468

482
90.000.000
 

24.694.226,00
Dr. Achmad 
Jais, SE, M.Si

Pengelolaan Tanda Jasa 
Bagi Pegawai

Terlaksananya 
Pemberian Tanda
Jasa bagi ASN

Jumlah ASN 
yang Diberikan
Tanda Jasa

1 Laporan
0

0
3

2
100.000.000
 

32.805.360,00
Dr. Achmad 
Jais, SE, M.Si

Pelayanan Proses Izin 
Perceraian Pegawai

Terlaksananya 
Pelayanan  Proses 
Izin Perceraian
Pegawai

Jumlah 
Dokumen 
Proses Izin 
Perceraian 
Pegawai
yang Dilayani

35 Dokumen
3

4
10

6
50.000.000
 

23.180.000,00
Zunaidi, SE

12.093 
ASN

1.190 ASN
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Program
 

Pengem
bangan 

Sum
ber Daya 

Manusia

Meningkatnya 
Persentase ASN 
yang m

engikuti 
pengem

bangan 
kom

petensi 
teknis, 
m

anajerial dan
fungsional

Persentase ASN yang 
m

engikuti pengem
bangan 

kom
petensi teknis, 

m
anajerial dan fungsional

51 Persen
  

Kabid PSDA

Pengem
bangan 

kom
petensi 

Teknis

Terlaksananya 
pengem

bangan
kom

petensi 
teknis

Jum
lah ASN yang 

m
engikuti diklat teknis

6533
4.940.070.000,00

4.100.703.201,00
Kabid PSDA

Penyelenggaraan 
pengembangan kompetensi 
teknis umum,, inti, dan 
pilihan bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggaraan urusan 
pemerintahkonkuren, 
perangkat daerah 
penunjang dan urusan 
pemerintahan umum

Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
pengembangan 
kompetensi teknis 
umum,, inti, dan 
pilihan bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggaraan 
urusan 
pemerintahkonkuren
, perangkat daerah 
penunjang dan 
urusan 
pemerintahan umum

Jumkah ASN 
yang mengikuti 
Pengembangan 
Kompetensi

784 Orang
305

1970
3993

265
4.940.070.000
 

4.100.703.201,00
Suherman, S.H

Sertifikasi, 
kelem

bagaan, 
pengem

bangan 
kom

petensi 
m

anagerial dan 
fungsional

Terlaksananya 
Sertifikasi, 
kelem

bagaan, 
pengem

bangan 
kom

petensi 
m

anagerial dan 
fungsional

jum
lah ASN yang m

engikuti 
pengem

bangan 
kom

petensi m
anagerial dan 

fungsional

6 Laporan
6

5.052.098.000,00
4.173.143.795,00

Kabid PSDA

Pelaksanaan Sertifikasi 
Kompetensi di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Sertifikasi 
Kompetensi di 
Lingkungan 
Pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota

Jumlah ASN 
yang 
Tersertifikasi 
lingkup 
Kabupaten/Kota

12 Orang
0

0
10

7
230.000.000
 

186.054.092,00
Fiktor, S.P

26 Persen

784 ASN





PK Perubahan 2024
BKPSDM Kab. Kukar



!' . T J

nIV

:!fJ

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama: H. RAKHMADI, S.Sos

Jabatan   : KEPALA BADAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Jabatan   : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat  dalam

Rencana Kerja (Renja), Jangka Menengah yang telah ditetapkan dalam
dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat

Daerah yang saya pimpin;

2.Mewujudkan tingkat  kepatuhan atas  Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Negara (LHKASN);

3.Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilaiOnilai

ASN "BerAKHLAK";

4.Melaksanakan pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan

dan akuntabel;

5.Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

6.Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada penggunaan

Barang Milik Daerah;

7.Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui

pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut

pengaduan  masyarakat,  tindak lanjut  hasil  survei  kepuasan

masyarakat, mengukur indeks kepuasan masyarakat  dan indeks

Pelayanan Publik;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pihakkedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2.Mengambil tindakan yang  diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi;

(^:

Y
i

Hi
X
j

Lt ••
8.Menyelesaikan tindak lanjut  Laporan Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;

9.Melaksanakan upaya mitigasi  rediko  dalam pelaksanaan

|nkegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif

Xdan efesien;

I'll10.Melaksanakan Manajemen Resiko Program dan Kegiatan Perangkat

XDaerah;
(til11.Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan

Xgender;

i;t12.Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

X13.Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan

u ilpembangunan secara efektif dan efesien;

X14.Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

I*,,15.Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan

Xmendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam

^fjrangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat

vTdirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam

^kehidupan masyarajat;

W16.Melaksanakan  upaya  peningkatan  kualitas  lingkungan hidup

SKabupaten Kutai Kartanegara
hi17.Mewujudkan Kawasan tanpa rokok di Perkantoran Pemerintali;

Y18.Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian

h'target Perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah pengampu indikantor

^kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan evaluasi Perjanjian kinerja
I i ikabupaten Kutai Kartanegara;

y19.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut
jj |menjadi tanggungjawab dn struktur organisasi secara berjenjang;

X20.Terlaksananya "Gerakan Etam Mangaji (GEMA)B di Perangkat

Daerah. Dengan indikator  Laporan Pemetaan Kemampuan

Mengaji ASN Perangkat Daerah dengan target 1 Laporan;

21.Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Perangkat Daerah,

dengan indikator Surat Keputusan Pembentukan UPZ Perangkat

Daerah dengan target 1 Surat Keputusan;
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Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Kutai Kartanegara, 25 November 2024lil

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

l!
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Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Nilai

Tingkat

SATUA
N

Tingkat ketepatan waktu

penyampaian usulan Rencana

Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) 100%sesuai

dengan Barang Milik Daerah

(BMD) yang akan diadakan

Tingkat Ketepatan waktu
input e-Pantau dan telah di

verifikasi 100% per tanggal 10

setiap bulan

Tingkat Kepatuhan Input

serta pengumuman paket

pengadaan pada Aplikasi

SIRUP per akhir Februari

setiap tahun

Tingkat kepatuhan

Penyampaian SKP 100%

paling lambat akhir bulan
Februari setiap tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan

100% per 31 Maret setiap
tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKPN 100%

per tanggal 31 Maret setiap

tahun

Indeks Sistem Merit

Indeks Kepuasan ASN terhdap

pelayanan BKPSDM

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Kepatuhan

Penyampaian Usulan

RKBMD

Terlaksananya kepatuhan

Input e-Pantau

Terlaksananya Kepatuhan

Input SIRUP

Mewujudkan tingkat

Kepatuhan Penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Mewujudkan tingkat
kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Negara

Meningkatkan

implementasi sistem Merit

dalam Manajemen ASN di

Kabupaten Kutai

Kartanegara

Meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi

kepegawaian daerah

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



8

6

ox

XX

z\

ex

17X

(xrerqBS bSjbh JBptre^s )
SHS UBinsn xiBXBdxuBi(u9d

ireqn}Bd95i BifxxBirBs^Bij^x

dirxq
uBXBdxrrB^U9c[ ripp^^

UB^Bd9^9^I B^XTBUBS3IBIJ9J^

addi
XXI xiBtedxiiBi^u^d tipibm.

UB^Bd9^93I B^XIBXTBS^BpgX

adxs
taq) xrBuBn9^ xrejodBq

uBXBdxuB^u^^ n^>iB^v^

XIB}Bd9}93I Bv^lTBUBS5lBIJ9J,

qBJ9Ba

^B^SuBj^j (qj,a) ^nfxreq

5IBPUXX BITB9U9^J UBJOdBq

UBP (WXS) ^B>lBJB^^SBJ^
UBSBTXd9^ X9AJnS UBJOdi3q

UBXBdXBB^Cu9d TlpfBA^

XTB^Bd9^9^I B^UBUBS^fBIJ^j^

^xiqn^ xsB}insuo}i

XUrUOj UBBXTBS5lBI9d XUB^p

^B^BJBiCSBJ^ lTB}BqXIJ9^9}[

XXB5pB>IUXU9p^

tada)
UBSuBTX9^I BS5IXJ9XU9J

xxepBa xrBBs^u^xii^^

Ixsbh xiB-iodBq ^nfuBq

^IBpXIXJ^ XT>IBXBS9I9iCU9I^

B^Ciqrofu^q itbjb^Sxib unqB^

5irqun padv xreinq ^Bqxxrei

SuqBJ qBJ9BQ ^B>[SxrBJ9c

(SHS) xren^BS bSjbh

JBpuB^s treinsn xjBXBdxireu9d

n^^BAx uB^Bd9^9^ ^b^iSxixj^

unqB^ dBp^s

UBruq^^ xreinq JxxpfB ^Bqurei

SuXfBd qBJ9Ba }B3f8xiBJ9d

(dlPXq) XIB^UXJ^XIi^^ XSXTB^SUI

BCi9UX5I UBJOdBq UBXBdXUB^U9d

npiB^ uB^Bdg^^^ ^b^iSuxx

unqB^ dBr^s

trenuBp ireinq JxipfB ^Bqxirei

SuqBd XIBJ9B^ ^B?l8xrBJ9J

Odd! (^^1) PUTVH B.CI9UTH
jo^B^xpui xiBredxiiBiCu^^

r^C>IB^ XTB}Bd9^9}I ^B^^UXJ^

unxiB^ dBq^s uBnuBp \?z

'IbSSub} J9d ad^S ububtx9>i

XTBJOdBq XTBXBdxUB^Cu^d

^X^BM xre^Bd9^9^ ^B^Suxj^

unx^B^ dBpas j^qo^o

UB^nq Jxtpfe H ja^saxuas

xiBp xunp UBinq JxipfB ^BqtuBi

SuxiBd i j9}S3xzi3S (q^LH) ^nfxiBq

5|BpUXJ, BXTB0U9^I XIBJOdBq XTBp

(XMMS) ^B^IBJB^CSB^^ UBSBTld9X

X9AJTXS XIBJOdBq UBXBdxiIB^Cu^cI

n^5{B^ UB^Bdg^g^i ^B^Suxj^

(d^d) ^Iliq^d
isB^insuo^ xunjo^ jxsbh

^nfuBq ^repuxj^ xrep xrBaodBp^

'TXBBXIBS>[BJ9dXBJXUap\[

uni{Bj g QdWl XtpnB s^^b ^dS
ubtStu^^ trep tsBJ^siuraipv

uBiiuiax Itsbh ^nfuBq ^fepuij.

U9SJ9^

U3SJ3J

U3SJ9,-J

U^SJSd

00 X

00 X

001

001

001

00 T

00 T

I^f

iff

If;

IP

If!

rp

^i
if

If;

I



ijl

100

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen
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Fakta Integritas Pemakai Aset

BMD Tersedia sesuai dengan

jumlah pejabat Struktural,
Fungsional, dan Pelaksana

pada Perangkat Daerah

Pengamanan Aset Tanah

Tindak Lanjut Pengaduan

SP4N Lapor

Presentasi Inovasi Perangkat

Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Tata Kelola ARSIP

Perangkat Daerah

Nilai Maturitas SPIP pada

Perangak Daerah

Ketersediaan dokumen

Manajemen Resiko pada

Perangkat Daerah per

Triwulan

Serapan Anggaran

Berdasarkan SPD yang terbit

Ketepatan Waktu Penyusunan

dan Penyampaian Perjanjian

Kinerja Perangkat Daerah

(maksimal 1 bulan setelah

APBD ditetapkan)

Internalisasi Core Values ASN

Berakhlak

Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan

Penilaian Mandiri
Penyelenggaraan SPIP

Perangkat Daerah per 30 Juni

Tahun berjalan

Meningkatkatnya Tata

Kelola Aset

Meningkatkatnya

Pengamanan Aset

Tindak Lanjut Pengaduan

SP4N Laporan

Peningkatan Presentasi

Inovasi

Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah

Melaksanakan Tata Kelola

Arsip Perangkat Daerah

Maturitas Sistem
Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Ketersediaan Dokumen

Manajemen Resiko

Perangkat Daerah

Terlaksananya Serapan

Anggaran Berdasarkan

SPD yang diterbitkan

Penyusunan Perjanjian

Kinerja sampai ke

Pelaksana

Penerapan Core Valeus

ASN Berakhlak

Terlaksananya Ketepatan

Waktu Penyampaian

Laporan SPIP
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49,57

64

73

3,6

40

100

SK

Persen
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Predika

t

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai
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Persen

SK Pembentukan UPZ

Laporan Pemetaan

Kemampuan Mengaji ASN

Capaian Indikator Kinerja

Perangkat Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

IKM Perangkat Daerah

(Aplikasi Survey Kukar)

Kawasan Rokok/Vape adalah

area atau ruang yang

dinyatakan dilarang untuk

aktivitas merokok atau

mempromosikan produk

tembakau

Indeks Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah

Indeks Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintahan Daerah

Nilai SAKIP Pemerintah
Daerah

Nila LPPD

Persentase Tingkat Kepatuhan

Pelaporan P3DN per tanggal

25 setiap bulan

Ketersediaan Penganggaran

Pengarusutamaan Gender

Terbentuknya Unit

Pengumpulan Zakat (UPZ)

Terlaksananya "Gerakan

Etam Mengaji (GEMA)"

Meningkatkan Kinerja
Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas

Lingkungan Hidup

Meningkatkan Kepuasan

Masyarakat

Terwujudnya Kawasan

Tanpa Rokok/Vape

Meningkatnya Kepatuhan

Standar Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Meningkatnya Inovasi

Daerah

Meningkatkan manajemen

birokrasi yang aktif,
efesien,inovatif,akuntabel,

bersih dan melayani

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Kepatuhan Pelaporan

P3DN

Pengausutamaan Gender
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Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196601072000121003

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Drs. EDI DAM^^ITSYAH. M.Si

^—-\

Pihak Kedua,

ATI KUTAI KARTANEGARA

APBD

APBD

APBD

KEXERANGA

37.149.214.696

18.767.035.696

9.992.168.000

8.390.011.000

ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

KEBUPATEN/KOTA

PROGRAM
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

PROGRAM KEPEGAWAIAN
DAERAH

PROGRAM

3.

2.

1.

NO.

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAIKARTANEGARAÎII!
^^



h\Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama: ROKIP, S.STP.,M.Si

Jabatan    : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: H. RAKHMADI, S.Sos

Jabatan    : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam

dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Kutai

Kartanegara Tahun 2021 -2026 pada Bidang yang saya pimpin.

2.Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

3.Meningkatkan kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

4.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

5.Mewujudkan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan

Tugas dan Fungsi Jabatan;

6.Meningkatkan Realisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

7.Percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

8.Mewujudkan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;

9.Mewujudkan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

sesuai dengan data terkini;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

IT.



ii tj

ROKIP. S.STP..M.SJ

PEMBINA (IV/a)
NIP. 198604122004121001

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

H. RAKHMADI. S.Sos

PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 196601072000121003[Ml

IT!!

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan

dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang

telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

ifl

10.Meningkatkan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;

11.Mewujudkan Monitoring Center for Prevention KPK;

12.Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

13.Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target

perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

14.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

I
hi;



100

100

100

100

100

100

100

B (60-70)

100

1

1

TARGET

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Predikat

Persen

Laporan

Laporan

SATUAN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP 100%
paling lambat akhir bulan
Februari setiap tahun

Pengamanan Aset Tanah

Tingkat Kepatuhan Input
serta pengumuman paket

pengadaan pada aplikasi

SIRUP per Akhir Februari
setiap tahun

Tingkat Ketepatan Waktu

Penyampaian Usulan

Rene ana Kebutuhan Barang

Milik Daerah

Persentase Pengembangan

Kompetensi ASN

Serapan Anggaran

Berdasarkan SPD yang terbit

Persentase Tingkat

Kepatuhan Pelaporan P3DN
per tanggal 25 setiap bulan

Predikat Tata Kelola Arsip

Perangkat Daerah

Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan

Penilaian Mandiri

Penyelenggaraan SPIP per 30
Juni Tahun berjalan

Ketepatan Waktu

Penyampaian Usulan SHS

Indeks Inovasi Daerah

BKPSDM

INDIKATOR KINERJA

Mewujudkan tingkat
Kepatuhan Penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

Meningkatnya Pengamanan

Aset

Terlaksananya Kepatuhan

Input SIRUP

Terlaksananya Kepatuhan

Penyampaian Usulan RKBMD

Melaksanakan Pengembangan

Kompetensi ASN minimal 20

JP per Tahun

Terlaksananya Serapan

Anggaran Berdasarkan SPD

yang diterbitkan

Kepatuhan Pelaporan P3DN
Indikator

Melaksanakan Tata Kelola

Arsip Perangkat Daerah

Terlaksananya Ketepatan

Waktu Penyampaian Laporan

SPIP

Terlaksananya Kepatuhan

Penyampaian Usualan SHS

Meningkatnya Inovasi Daerah

SASARAN KEGIATAN

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

i—i

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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APBD

APBD

APBD

APBD

APBD
APBD

APBD

APBD

APBD

KETERANGAN

(APBD/APBN)

50.000.000,-

50.000.000,-

44.840.000,-

95.000.000,-

150.000.000,-

12.428.766.102,-

190.000.000,-

55.000.000,-

65.000.000,-

ANGGARAN (Rp.)

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah pada SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

KEGIATAN

9

8

7

6

5
4

3

2

1

NO

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1

92

1

1

Laporan

Nilai

Laporan

Laporan

Pemetaan Gema

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

Nilai LPPD

Tingkat Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah (LkjIP)

Perangkat Daerah paling

lambat akhir bulan

februari setiap tahun

Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah

verifikasi 100% per tanggal

10 setiap bulan

Terlaksananya "Gerakan Etam

Mengaji (GEMA)" di perangkat
daerah

Meningkatnya Transparansi

dan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Ketepatan

Waktu Penyampaian LKjIP

Meningkatkan manajemen

birokrasi yang efektif,

efisien, inovatif, akuntabel,

bersih dan melayani

28

27

26

25

24



lit

ROKIP. S.STP..M.SJ

PEMBINA (IV/a)
NIP. 198604122004121001

Pihak Pertama,

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

NIP. 196601072000121003

>

APBD

APBD

APBD

APBD
APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD
APBD

APBD

16.794.035.696,-

352.000.000,-

682.415.240,-

167.350.000,-

364.329.354,-

22.000.000,-

33O.OOO.O0O,-

557.335.000,-

100.000.000,-

315.000.000,-

125.000.000,-

150.000.000,-

200.000.000,-

150.000.000,-

150.000.000,-

Jumlah Anggaran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada

SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan/Material

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

23

22

21

20
19

18

17

16

15

14

13

12

11

10



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama: RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI ASN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: H. RAKHMADI, S.Sos

Jabatan   : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana

Kerja (Renja) dan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan

dalam dokumen Rencana  Strategis  (RENSTRA) serta  Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara

pada Bidang yang saya pimpin;
2.Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN di

Kabupaten Kutai Kartanegara;

3.Mewujudkan tingkat   kepatuhan atas  Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Negara (LHKAN);

4.Pemenuhan ketersediaan data dan informasi kepegawaian sesuai dengan

tugas dan fungsi jabatan;
5.Menyelesaikan tindak lanjut  Laporan Hasil  Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

6.Menyelesaikan penyampaian Indikator  Kinerja Kunci  (IKK) LPPD

Perangkat Daerah;

7.Melaksanakan tata kelola arsip Perangkat Daerah;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Penata Tk. I (IH/d)

NIP. 197911262007011012

.Sos

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

Pit. KEPALA BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196601072000121003

Pihak Kedua,

KEPL^BADAN

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan  dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

8.Melaksanakan manajemen resiko program dan kegiatan di Bidang;

9.Melaksanakan penilaian dan rencana kineija pegawai serta nilai-nilai ASN

"BerAKHLAK";

10.Meningkatkan Manajemen birokrasi yang efektif,  efisien, inovatif,

akuntabel, bersih dan melayani;

11.Melaksanakan kepatuhan input e-Pantau untuk laporan kegiatan di

Bidang;
12.Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang;

13.Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

14.Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;

15.Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;

16.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.
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100

100

75

1

75

1

2.000

94

TARGET

Persen

Persen

Persen

Laporan

Persen

Laporan

ASN

Persen

SATUAN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT

Tahunan 100% per 31

Maret setiap tahun

Tingkat         Kepatuhan

Penyampaian   LHKPN

100% per tanggal  31

Maret setiap tahun

Persentase      layanan

Pengadaan,

Pemberhentian, Informasi

dan Fasilitasi Profesi ASN

yang diselesaikan sesuai

SOP

Layanan fasilitasi

lembaga dan profesi ASN
yang diselesaikan

Persentase data dan

informasi kepegawaian

yang terupdate /
terbarukan

Data dan informasi

kepegawaian ASN yang

lengkap serta

diremajakan secara

berkala

Jumlah ASN Kabupaten
Kutai Kartanegara yang

diadakan dan

diberhentikan

Tingkat pemenuhan

Kebutuhan ASN

Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara

INDIKATOR

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Negara

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Pengadaan,

Pemberhentian, Informasi

dan Fasilitasi Profesi ASN

Kabupaten Kutai
Kartanegara

Terlaksananya Layanan

Fasilitasi Lembaga dan

Profesi ASN Kabupaten
Kutai Kartanegara

Meningkatnya Kualitas
Informasi Kepegawaian ASN

Kabupaten Kutai

Kartanegara

Tersedianya Data dan

Informasi Kepegawaian

Seluruh ASN Kabupaten

Kutai Kartanegara

Terlaksananya Pengadaan

dan Pemberhentian ASN

Kabupaten Kutai
Kartanegara

Terpenuhinya Kebutuhan

ASN Kabupaten Kutai
Kartanegara

SASARAN

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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100

100

100

100

100

70

100

100

100

100

Laporan

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Tingkat      Kemampuan

Mengaji ASN

Persentase

pengembangan

kompetensi ASN

Persentase realisasi

keuangan

Persentase realisasi

kegiatan fisik

Persentase capaian

output kegiatan yang

dicapai

Ketersediaan dokumen

Manajemen Risiko pada
perangkat daerah per

Triwulan

Serapan Anggaran

Berdasarkan SPD yang

terbit

Ketepatan Waktu

penyusunan dan

penyampaian perjanjian

kinerja PD (maksimal 1

bulan setelah APBD

ditetapkan)

Tindak Lanjut Hasil

Temuan Administrasi dan

Kerugian atas audit LKPD

5 tahun terakhir

Tingkat Ketepatan waktu

input e-Pantau dan telah

di verifikasi 100% per

tanggal 10 setiap bulan

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP 100%

paling lambat akhir bulan
Februari setiap tahun

Terlaksananya "Gerakan

Etam Mengaji (GEMA)"di

Perangkat Daerah

Melaksanakan

Pengembangan Kompetensi

ASN Minimal 20 JP Per
Tahun

Melaksanakan Percepatan

Realisai Kegiatan Fisik dan
Keuangan

Terealisasinya Output

Kegiatan Tanpa

Menimbulkan Potensi

Utang

Ketersediaan Dokumen

Manajemen Risiko
Perangkat Daerah

Terlaksananya Serapan

Anggaran Berdasarkan SPD

yang diterbitkan

Penyusunan Perjanjian

Kinerja sampai ke

Pelaksana

Menyelesaikan Tindak

Lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK)
dan Inspektorat Daerah

Terlaksananya Kepatuhan

Input e-Pantau

Mewujudkan tingkat
Kepatuhan Penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

17

16

15

14

13

12

11

10

9.

8.



RONNY FATINASAmSniT S.Sos

Penata Tk. I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Kedua,

KEPALBADAN

APBD

KETERANGAN

1.766.550.000

1.766.550.000

ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN

Pengadaan, Pemberhentian

Dan Informasi Kepegawaian

ASN

PROGRAM

1

NO.

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



i

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama: MUKHDAN, SE

Jabatan    : Pj. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: H. RAKHMADI, S.Sos

Jabatan    : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam

dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Kutai
Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin.

2.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Daerah;

3.Meningkatnya Implementasi  Sistem Merit  Dalam Manajemen ASN Di
Kabupaten Kutai Kartanegara

4.Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN;

5.Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia;

6.Terwujudnya tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur

Negara;

7.Terwujudnya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

8.Terlaksananya Verifikasi terhadap Input e-Pantau;

9.Tersedianya Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Pengembangan

Sumber Daya ASN;

10.Tersusunnya Perjanjian Kinerja (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan);

I1!1

ill

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



tiO

PENAT?^(HI/C)

NIP. 19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA ASN

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

. RAKHMADI. S.Sos

PEMBINA TK.I (IV/B)

NIP. 19660107 200012 1 003

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan

dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang
telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)H

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

11.Terealisasinya Anggaran Berdasarkan Ketersediaan SPD yang diterbitkan;

12.Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat  Daerah per

Triwulan;

13.Tersedianya kegiatan pengembangan kompetensi bagi Perempuan;

14.Terlaksananya Evaluasi terhadap Implementasi Core Values BerAKHLAK pada

Perangkat Daerah.

15.Terlaksananya Pemetaan "Gerakan Etam Mengaji   (GEMA)" di Bidang

Pengembangan Sumber Daya ASN;

16.Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target

perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

17.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.



1

1

40

4

70-90

100

90

100

100

100

50,00

9.800

50-60

85

TARGET

Laporan

Dokumen

Persen

Dokumen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

ASN

Nilai

Nilai

SATUAN

Laporan Pemetaan Kemampuan

Mengaji ASN Bidang Pengembangan

Sumber Daya ASN

Tersedianya Hasil Evaluasi Core

Values BerAKHLAK pada Perangkat

Daerah

Persentase jumlah partisipasi

perempuan dalam mengikuti

pengembangan kompetensi

Ketersediaan Dokumen Manajemen

Risiko pada Perangkat Daerah per

Triwulan

Persentase realisasi anggaran

berdasarkan ketersediaan SPD yang

diterbitkan

Persentase ASN Bidang PSDA yang

menyampaikan dokumen PK

(maksimal 1 bulan setelah APBD

ditetapkan)

Persentase jumlah data Indikator

Kinerja Kunci bidang PSDA paling

lambat akhir bulan Januari setiap

tahun

Persentase Verifikasi terhadap
Input e-Pantau

Persentase Tingkat Kepatuhan

Penyampaian Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP)

Persentase Tingkat Kepatuhan atas

Laporan Harta Kekayaan Aparatur

Negara

Persentase ASN yang mengikuti

Pengembangan Kompetensi Teknis,

Manajerial dan Fungsional

Jumlah ASN yang mengikuti

pengembangan kompetensi

Indeks Sistem Merit

Indeks Kepuasan ASN Terhadap

Pelayanan Bidang Pengembangan

Sumber Daya ASN

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Pemetaan

"Gerakan Etam Mengaji

(GEMA)" di Bidang PSDA

Terlaksananya Evaluasi

terhadap Implementasi Core

Values BerAKHLAK pada

Perangkat Daerah

Tersedianya kegiatan

pengembangan kompetensi

bagi perempuan

Tersedianya Dokumen

Manajemen Risiko pada

Perangkat Daerah per

Triwulan

Terealisasinya Anggaran

Berdasarkan ketersediaan

SPD yang diterbitkan

Tersusunnya Perjanjian
Kinerja PD (maksimal 1 bulan

setelah APBD ditetapkan)

Tersedianya data Indikator

Kinerja Kunci (IKK) Bidang

PSDA

Terlaksananya Verifikasi

terhadap Input e-Pantau

Terwujudnya Tingkat

Kepatuhan Penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Terwujudnya Tingkat
Kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Negara

Terlaksananya

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Terlaksananya

pengembangan kompetensi

ASN

Meningkatnya Implementasi

Sistem Merit dalam

Manajemen ASN di Kab. Kutai

Kartanegara

Tingkat Kepuasan ASN

Terhadap Layanan Bidang

Pengembangan Sumber Daya

ASN

SASARAN KEGIATAN

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



I
ft

NIP. 19740707 199803 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENEMBANGAN
SUMBER DAYA ASN

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19660107 200012 1 003

i

APBDP

APBD

APBD

APBDP

KETERANGAN

(APBD/APBN)

15.625.629.000,00

5.052.098.000,00

4.940.070.000,00

5.633.461.000,00

ANGGARAN (Rp.)

Jumlah Anggaran

Sertifikasi,

kelembagaan.pengembangan

kompetensi manajerial dan

fungsional

Pengembangan Kompetensi

Teknis

Pengembangan Kompetensi

ASN

KEGIATAN

3.

2.

1.

NO

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

i



I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: NUZULUL RAHMAN, S.Sos

Jabatan    : KEPALA SUB  BAGIAN UMUM KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: ROKIF, S.STP. M.Si

Jabatan    : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka

mencapai target  kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam

dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

jabatan saya;

2.Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

3.Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang  dan Jasa  yang  menjadi

kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil,

tidak diskriminatif dan akuntabel;

4.Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

5.Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

6.Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

7.Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
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8.Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

9.Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di bidangnya;

10.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;

11.Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;

12.Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

13.Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target

perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

14.Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

15.Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK

16.Kepatuhan Pelaporan P3DN

17.Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP

18.Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau

19.TersusunnyaLaporan Absensi ASN BKPSDM

20.TersusunnyaLaporan Harian Kerja ASN BKPSDM

21.TerlaksananyaPelayanan Administrasi cuti bagi ASN BKPSDM

22.TerlaksananyaPelayananAdministrasi Kenpa dan Pensiun bagi ASN BKPSDM

23.Terlaksananya Pelayanan Administrasi KGB bagi ASN BKPSDM

24.Tersusunnya Laporan SKP ASN BKPSDM

25.Tersusunnya Daftar Unit Kepangkatan BKPSDM

26.Terlaksananya Pemetaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Sub Bagian Umum

Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

27. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut  menjadi

tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

LJJ



PENATA (III/c)
NIP. 196812072000121003

NUZUS.Sos

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pitpik Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KETATA1AKSANAAN DAN

PEMBINA (IV/a)
NIP. 198604122004121001

Pihak Kedua,

SEKRETARIS,

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan

dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang

telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)
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SATUAN

Jumlah Paket Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di

Perkantoran

Persentase Pelaksanaan dan

Pemenuhan Monitoring Center for

Prevention KPK

Persentase Pengembangan

Kompetensi ASN

Laporan Penyusunan Manajemen

Resiko dan Laporan Pengendalian

Manajemen Resiko maksimal 10

Januari

Persentase realisasi keuangan

Persentase realisasi kegiatan fisik

Capaian Output Kegiatan

Predikat Tata Kelola Arsip

Perangkat Daerah

Tingkat Kepatuhan LHKASN

Pertanggal 31 Maret 2024

Tingkat Kepatuhan serta

Kelengkapan LHKPN Pertanggal

31 Maret2024

Persentase Pengelolaan

Pengadaan Barang dan Jasa

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan

Mewujudkan Kawasan Tanpa

Rokok di Perkantoran

Pemerintah

Melaksanakan Monitoring

Center for Prevention KPK

Melaksanakan Pengembangan

Kompetensi ASN minimal 20 JP

per Tahun

Melaksanakan Manajemen

Resiko terhadap program

kegiatan di perangkat

daerahnya

Melaksanakan percepatan

realisasi kegiatan fisik dan

keuangan

Terealisasinya Output Kegiatan

Tanpa Menimbulkan Potensi

Utang

Melaksanakan Tata Kelola

Arsip Perangkat Daerah

Mewujudkan Tingkat

Kepatuhan atas Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggaran

Negara (LHKPN) dan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN)

Melaksanakan Pengelolaan

Pengadaan Barang dan Jasa
yang menjadi kewenangannya

secara efisien, efektif, terbuka
dan bersaing, transparan, adil,

tidak diskriminatif dan

akuntabel

SASARAN SUB KEGIATAN
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Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik yang Disediakan
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Bangunan Lainnya yang
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SKPD

Jumlah Laporan Fasilitasi
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Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik

Kantor yang Disediakan

Disediakan

Terlaksananya Pemeliharaan

kendaraan dinas perorangan

atau kendaraan dinas jabatan

Tersedianya jasa pelayanan
umum kantor

Terlaksananya pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan

kantor

Terlaksananya pembayaran

rekening air, telepon dan jasa

internet

Terlaksananya pengiriman

surat

Terlaksananya pengadaan
sarana dan prasarana

pendukung gedung kantor atau

bangunan lainnya

Terlaksananya pengadaan

sarana dan prasarana gedung

kantor atau bangunan lainnya

Terlaksananya penatausahaan

arsip pada Unit Pencipta dan

Pengolah Arsip (UPPA) serta

pada Unit Kearsipan (UK)

Terselenggaranya rapat

koordinasi dan konsultasi

SKPD

Terlaksananya fasilitasi

kunjungan tamu

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

Terlaksananya pengadaan

bahan logistik kantor

Kantor
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Laporan Pemetaan kemampuan

mengaji ASN

MenyusunDaftarUrut

Kepangkatan

JumlahRekapitulasi SKP

ASNBKPSDM

Laporan Pelayanan Administrasi

KGB bagi ASN BKPSDMKGB bagi
ASN BKPSDM

Laporan Pelayanan Administrasi

Kenpa dan Pensiun bagi ASN

BKPSDM

Laporan Pelayanan Administrasi

cuti bagi ASN BKPSDM

Jumlah LaporanKerja Harian ASN

BKPSDM

JumlahRekapitulasi Absensi ASN

BKPSDM

Persentase Tingkat Kepatuhan

Pelaporan P3DN per tanggal 25

setiap bulan

Tingkat Kepatuhan Input serta

pengumuman paket pengadaan

pada aplikasi SIRUP per Akhir

Februari setiap tahun

Tingkat Ketepatan waktu input e-

Pantau dan telah di verifikasi

100% per tanggal 10 setiap bulan

Internalisasi Core Values ASN

Berakhlak

Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SKP 100^ paling lambat akhir

bulan Februari setiap tahun

Terlaksananya Pemetaan

Gerakan Etam Mengaji di

Subbagian Umum
Ketatalaksanaan dan

Kepegawaian

Tersusunnya Daftar Urut

Kepangkatan BKPSDM

Tersusunnya Laporan SKPASN

BKPSDM

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi KGB bagi ASN

BKPSDM

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Kenpa dan

Pensiun bagi ASN BKPSDM

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi cuti bagi ASN

BKPSDM

Tersusunnya Laporan Harian

Kerja ASN BKPSDM

TersusunnyaLaporan Absensi

ASN BKPSDM

Kepatuhan Pelaporan P3DN

Terlaksananya Kepatuhan

Input SIRUP

Terlaksananya Kepatuhan

Input e-Pantau

Penerapan Core Values ASN

BerAKHLAK

Mewujudkan tingkat

kepatuhan penyampaian
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
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PENATA (III/c)
NIP. 196812072000121003

PEMBINA (IV/a)
NIP. 198604122004121001

Si

2024

WAIANKETAT

Kutai

Pihak Kedua,

SEKRETARIS,

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

KETERANGAN
(APBD / APBN)

2.785.600.240

325.000.000

682.415.240

167.350.000

123.835.000

22.000.000

100.000.000

75.000.000

100.000.000

315.000.000

125.000.000

150.000.000

200.000.000

150.000.000

150.000.000

50.000.000

50.000.000

ANGGARAN (Rp.)

JUMLAH ANGGARAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan/Material

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi

SUB KEGIATAN
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PERJANJIAN KINERJA ERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama: SYARIF, SE

Jabatan   : Pj. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: ROKIP, S.STP., M.Si

Jabatan   : SEKRETARSI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana

Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2Mewujudkan tingkat   kepatuhan atas  Laporan Harta  Kekayaan

Aparatur Negara (LHKAN);

3Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN

"BerAKHLAK"

4Melaksanakan pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan

dan akuntabel;

5Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

6Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada penggunaan Barang

Milik Daerah;

7Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
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SYARIF. SE

Penata Muda Tk.I (Ill/b)

NIP. 196912312006041062

ROKIP. S.STP.. M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 198604122004121001

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

Pj. Kasubag Keiangan (fan Aset,
Pihak Kedua,

KEPALA BADAN

8Melaksanakan upaya mitigasi  risiko dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;

9Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat

Daerah;

10Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

11Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun;

12Terlaksananya Pemetaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Sub Bagian

Keuangan dan Aset;

13Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai  Kartanegara terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan  yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).
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TARGET
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Dokumen

Laporan
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Bulan

Dokumen

Dokumen

Paket

Dokumen

SATUAN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKPN

100% per tanggal 31

Maret setiap tahun

Jumlah Dokumen

Verifikasi

Pertanggungjawaban

Keuangan Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Jumlah Orang Yang

Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Penganggaran Perangkat

Daerah

Jumlah Paket Pekerjaan

yang diinput pada
aplikasi e-RPJMD dan e-

Pantau

Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

INDIKATOR

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan

Aparatur Negara

Tersedianya Dokumen

Verifikasi
Pertanggungj awaban

Keuangan Perangkat

Daerah

Tersedianya Laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Tersedianya Gaji dan

Tunjangan ASN

Tersedianya Dokumen

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen

Penganggaran Perangkat

Daerah

Tersedianya Data Paket

Pekerjaan pada Aplikasi

e-RPJMD dan e-Pantau

Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

SASARAN
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Laporan
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Laporan Pemetaan

Kemampuan

Mengaji ASN Bidang

Pengembangan Sumber

Daya ASN

Capaian Indikator

Kinerja Perangkat

Daerah

Nilai Maturitas SPIP
pada Perangkat Daerah

Ketersediaan dokumen

Manajemen Risiko pada

perangkat daerah per

Triwulan

Serapan Anggaran

Berdasarkan SPD yang

terbit

Ketepatan

Waktu Penyampaian

Laporan Penilaian

Mandiri
Penyelenggaraan SPIP

Perangkat daerah per 30

Juni Tahun berjalan

Tingkat Ketepatan waktu
Penyampaian Laporan

Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) dan

Laporan Rencana Tindak

Lanjut (RTL) Semester I

paling lambat akhir
bulan Juni dan

Semester II akhir bulan

oktober setiap tahun

Terlaksananya Pemetaan

"Gerakan Etam Mengaji

(GEMA)" di Sub Bagian

Keuangan dan Aset

Meningkatnya Kinerja

Perangkat Daerah

Maturitas Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Ketersediaan Dokumen

Manajemen Risiko PD

Terlaksananya Serapan

Anggaran Berdasarkan

SPD yang diterbitkan

Terlaksananya Ketepatan

Waktu Penyampaian

Laporan SPIP

Terlaksananya Ketepatan

waktu Penyampaian

Laporan Survei

Kepuasan Masyarakat

(SKM) dan Laporan
Rencana Tindak Lanjut

(RTL) Perangkat Daerah
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SYARIF. SE

Penata Muda Tk.I (Ill/b)

NIP. 196912312006041062
Pembina (IV/a)

NIP. 198604122004121001

ROKlP.vS.STP.. M.Si

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

Pj. Kasubag Keiangaft dan Aset,

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

1
KETERANGAN

13.028.606.102

44.840.000

95.000.000

150.000.000

12.428.766.102

190.000.000

55.000.000

65.000.000

ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah pada SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN

7

6

5

4

3

2

1

NO.

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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9.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan

penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret Setiap Tahun.

10.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut  menjadi

tanggung jawab saya.

Terlaksananya  Pengembangan  Kompetensi  ASN minimal  20  JP per

Tahun

7.

8.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: MUHAMMAD RIFANI, S.Sos

Jabatan    : Analis Kepegawaian Madya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: H. Rakhmadi, S.Sos

Jabatan    : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama

berjanji :

1.Terlaksananya layanan Administrasi Pensiun PNS

2.Terlaksananya Proses pemberhentian dan pengaktifan kembali PNS

3.Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian secara lengkap

4.Terlaksanya Layanan Administrasi Pengadaan ASN

5.Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

6.Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penilaian kinerja PNS

Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan ASN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



MUHAMMAD RIFANI. S.Sos

NIP. 198009222007011013. 196601072000121003

Pihak Pertama,

Analis Kepegawaian Ahli Muda
Pihak Kedua,

Kepala Badan Kepegawaian dan

Manusia,

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah

ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

/

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi;



100

100

1

3

200

1000

1200

500

3

200

TARGET

Persen

Persen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Data

Dokumen

Data

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Capaian Output Kegiatan

Persentase  Keterisian  Data  di

Aplikasi Satu Data Kukar  dan

Aplikasi e-Pantau

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan

Koordinasi          Pelaksanaan

Pemberhentian

Jumlah  dokumen  Penyusunan

data  Kebutuhan dan Bezzeting

ASN yang disusun

Jumlah dokumen Penilaian

kineija PNS yang dimonitoring

/dievaluasi

Jumlah data Sistem Informasi

Kepegawaian yang di input dalam

aplikasi kepegawaian sebagai
peremajaan data

Jumlah Dokumen Layanan

Adminstrasi Pengadaan

Jumlah Data yang dikelompokan

menjadi database kepegawaian

Jumlah dokumen penetapan

Proses pemberhentian dan

pengaktifan kembali PNS

Jumlah Dokumen usulan dan

penetapan Layanan Administrasi

Pensiun yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA

Terealisasinya Output

kegiatan Tanpa

Menimbulkan Potensi

Utang

Terlaksananya

kepatuhan Input e-

Pantau

Terlaksananya

Koordinasi

Pemberhentian

Terlaksananya

Penyusunan Kebutuhan

ASN

Terlaksananya

monitoring dan evaluasi

Penilaian kineija PNS

Terlaksananya

Pengelolaan     Sistem

Informasi Kepegawaian.

Terlaksanya   Layanan

Administrasi Pengadaan

ASN

Tersedianya Data dan

Informasi  Kepegawaian

sec^ira lengkap

Terlaksananya   Proses

pemberhentian     dan

pengaktifan kembali PNS

Terlaksananya  layanan

Administrasi    Pensiun

PNS

SASARAN / URAIAN

KEGIATAN

9.

10.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



NIP. 198009222007011013NIP. 196601072000121003

s

Pihak Pertama,

daA

Pihak Kedua,

Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembngarmbeypaya Manusia,

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

100

100

20 JP

70%

100

100

100

Persen

Persen

Sertifikat

Persen

Persen

Persen

Persen

Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SPT Tahunan 100% Per 31 Maret

setiap tahun

Tingkat Kepatuhan serta

Kelengkapan LHKASN 100%

Pertanggal 31 Maret setiap tahun

Jumlah pelatihan minimal 20 JP

per Tahun yang diikuti

Serapan Anggaran Berdasarkan

SPD yang terbit

Ketersediaan Dokumen

Manajemen Resiko pada

Perangkat Daerah Pertriwulan

Persentase realisasi keuangan

Persentase realisasi kegiatan fisik

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan

Aparatur Negara

Terlaksananya

Pengembangan

Kompetensi ASN

minimal 20 JP per

Tahun

Terlaksananya Serapan

Anggaran Berdasarkan

SPD yang diterbitkan

Tersedianya Dokumen

Manajemen resiko

perangkat daerah

Terlaksananya

Percepatan realisasi

kegiatan Fisik dan

Keuangan

15.

14.

13.

12.

11.

Keteranean

SUB KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Penata Tk. I (Ill/d)

NIP. 198212202010011024

LUTHFI FAfcHRURI. S.Kom

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR AHLI MUDA

PembinaTk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN

\<̂ "

I
icrz
E

ic.;

Î

I
I

fcg,

P

114.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara ( LHKAN ) dan

penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret setiap tahun;

15.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi  yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

IP

IE?

15]

1
s

i

^nyjiji!iiufi.inu!i^^



s

100

100

100

100

1.000

1.000

200

10

1.200

3

TARGET

Persen

Persen

Persen

Persen

Data

Data

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Tingkat Ketepatan waktu input

e-Pantau dan telah di verifikasi

100% per tanggal 10 setiap

bulan

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP 100% paling

lambat akhir bulan Februari

setiap tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan

100% per 31 Maret setiap

tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKPN 100%

per tanggal 31 Maret setiap

tahun

Jumlah Data yang

dikelompokan menjadi

database kepegawaian

Jumlah data Sistem Informasi

Kepegawaian yang di input

dalam aplikasi kepegawaian

sebagai peremajaan data

Jumlah Dokumen usulan dan

penetapan pensiun PNS yang

diselesaikan

Jumlah penetapan proses

pemberhentian dan

pengaktifan kembali sebagai

PNS

Jumlah dokumen hasil

kegiatan Koordinasi dan

Fasilitasi Pengadaan PNS dan

PPPK

Jumlah dokumen Penyusunan

data Kebutuhan ASN

Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR

Terlaksananya Kepatuhan

Input e-Pantau

Mewujudkan tingkat

Kepatuhan Penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Negara

Tersedianya Data dan

Informasi Kepegawaian

secara lengkap

Terlaksananya

pengelolaan Sistem

Informasi Kepegawaian

Terlaksananya Layanan

Administrasi Pensiun PNS

Terlaksananya Proses

pemberhentian dan

pengaktifan kembali

sebagai PNS

Terlaksananya Kegiatan

Koordinasi dan Fasilitasi

Pengadaan PNS dan PPPK

Terlaksananya

penyusunan data

Kebutuhan ASN

SASARAN

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Penata Tk. I (Ill/d)

NIP. 198212202010011024

LUTHFI FACHRURI. S.Kom

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR AH^J MUDA

H. RAKHMADI. S.Sos

PembinaTk. I (IV/b)
NIP. 196601072000121003

Pihak Kedua,

A1PBD

KETERANGAN

450.000.000

450.000.000

ANGGARANNO.PROGRAM

1   Koordinasi dan Fasilitasi

Pengadaan PNS dan PPPK

JUMLAH ANGGARAN

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN USLA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

100

100

100

100

100

70

Persen

Persen

Persen

Persen

Person

Persen

Persentase pengembangan

kompetensi ASN

Persentase realisasi keuangan

Persentase realisasi kegiatan

fisik

Persentase capaian output

kegiatan yang dicapai

Ketersediaan dokumen

Manajemen Risiko pada

perangkat daerah per Triwulan

Serapan anggaran

berdasarkan SPD yang terbit

Melaksanakan

Pengembangan

Kompetensi ASN Minimal

20 JP Per Tahun

Melaksanaikan Percepatan

Realisai Kegiatan Fisik

dan Keuangan

Tcrealisasinya Output

Kegiatan Tanpa

Menimbulkan Potensi

Utang

Ketersediaan Dokumen

Manajemen Risiko PD

Terlaksananya Serapan

Anggaran Berdasarkan

SPD yang diterbitkan

14

13

12

11

10



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama: INDAH WAHYUNIARTI, S.Psi

Jabatan   : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: H. RAKHMADI, S.Sos

Jabatan   : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Melaksanakan penyusunan data Kebutuhan ASN Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara;

2.Melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan

PPPK;
3.Melaksanakan proses pemberhentian dan pengaktifan kembali sebagai

PNS;
4.Melaksanakan layanan administrasi pensiun PNS;

5.Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;

6.Menyediakan data dan informasi kepegawaian secara lengkap;

7.Melaksanakan kepatuhan input e-Pantau setiap awal bulan untuk laporan

hasil kegiatan;
8.Melaksanakan kepatuhan penyampaian SKP paling lambat akhir bulan

Februari setiap tahun;

9.Menyediakan dokumen manajemen resiko  Perangkat  Daerah per

Triwulan;
10.Merealisasikan output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang;

11.Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;

12.Melaksanakan serapan anggaran berdasarkan SPD yang diterbitkan;

13.Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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INDAH WAHYUNIARTI.S.Psi

Penata Tk. I (Ill/d)

NIP. 197801282011012001

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR AHLI MUDA

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196601072000121003

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN

1
I
^i

ICZ.

1
^

I

I
1
I
Si

~j)

B
s

tahun;
14.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara ( LHKAN ) dan

penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret setiap tahun;

15.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi  yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

I!—
d

d
n

i

EfT

1
s
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100

100

100

100

1.000

1.000

200

10

1.200

3

TARGET

Persen

Persen

Persen

Persen

Data

Data

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Tingkat Ketepatan waktu input

e-Pantau dan telah di verifikasi

100% per tanggal 10 setiap

bulan

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP 100% paling

lambat akhir bulan Februari

setiap tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan

100% per 31 Maret setiap

tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKPN 100%

per tanggal 31 Maret setiap

tahun

Jumlah Data yang

dikelompokan menjadi

database kepegawaian

Jumlah data Sistem Informasi

Kepegawaian yang di input

dalam aplikasi kepegawaian

sebagai peremajaan data

Jumlah Dokumen usulan dan

penetapan pensiun PNS yang

diselesaikan

Jumlah penetapan proses

pemberhentian dan

pengaktifan kembali sebagai

PNS

Jumlah dokumen hasil

kegiatan Koordinasi dan

Fasilitasi Pengadaan PNS dan

PPPK

Jumlah dokumen Penyusunan

data Kebutuhan ASN

Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR

Terlaksananya Kepatuhan

Input e-Pantau

Mewujudkan tingkat

Kepatuhan Penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Negara

Tersedianya Data dan

Informasi Kepegawaian

secara lengkap

Terlaksananya

pengelolaan Sistem

Informasi Kepegawaian

Terlaksananya Layanan

Administrasi Pensiun PNS

Terlaksananya Proses

pemberhentian dan

pengaktifan kembali

sebagai PNS

Terlaksananya Kegiatan

Koordinasi dan Fasilitasi

Pengadaan PNS dan PPPK

Terlaksananya

penyusunan data

Kebutuhan ASN

SASARAN

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



INDAH WAHYUNIARTI.S.Psi

Penata Tk. I (Ill/d)

NIP. 197801282011012001

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA

H. RAKHMADI. S.Sos

PembinaTk. I (IV/b)

NIP. 196601072000121003

Pihak Kedua,

KERALA BADAN

APBD

KETERANGAN

75.0OO.0O0

75.000.000

ANGGARANNO.PROGRAM

1   Kegiatan Penyusunan Rencana

kebutuhan, Jumlah dan Jenis

Jabatan Untuk Pengadaan ASN

JUMLAH ANGGARAN

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

100

100

100

100

100

70

Persen

Persen

Persen

Persen

Pcrsen

Persen

Persentase pengembangan

kompetensi ASN

Persentase realisasi keuangan

Persentase realisasi kegiatan

fisik

Persentase capaian output

kegiatan yang dicapai

Ketersediaan dokumen

Manajemen Risiko pada

perangkat daerah per

Triwulan

Serapan anggaran

berdasarkan SPD yang terbit

Melaksanakan

Pengembangan

Kompetensi ASN Minimal

20 JP Per Tahun

Melaksanakan Percepatan

Realisai Kegiatan Fisik

dan Keuangan

Terealisasinya Output

Kcgiatan Tanpa

Menimbulkan Potensi

Utang

Ketcrsediaan Dokumen

Manajemen Risiko PD

Terlaksananya Serapan

Anggaran Berdasarkan

SPD yang diterbitkan

14

13

12

11

10



jnLJnununLJTL'nunLiiJnyn^

I1
I1

I1I

g     Jabatan   : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DANg

gINFORMASI ASN
5Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

IE
E   Pihak Pertama berjanji:^

IIb   1. Melaksanakan Peremajaan Data Keegawaian ASN;H

?^g   2. Melaksanakan Verifikasi Data Kepegawaian ASN;3

3.Menyediakan Rekapitulasi Data Kepegawaian ASN Perangkat Daerah;g

4.Melaksanakan kepatuhan penyampai^m SKP paling lambat akhir bulang

Februari setiap tahun;2

5  Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;g

6.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara ( LHKAN ) dang

penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret setiap tahun;g
7.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi2

tanggung jawab saya.g

2

HPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA    ^

|jKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1piDalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

5dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

^bawah ink

|jNama  : AGUS SOFIAN

IjJabatan : PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR

5pSelanjutnya disebut Pihak Pertama

gNama : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos                               
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Penata Muda Tk. I (Ill/b)

NIP. 197808102001121003

AGUS SOtFIAN

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR MAHIR

RONNY FATfNASAHRANI, S.Sos

Penata Tk. I (Hl/d)

NIP. 1

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

ASN

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).
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AGUS SOFIAN
Penata Muda Tk. I (Ill/b)

NIP. 197808102001121003

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos

Penata Tk. I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR MAHIR

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,

N INFORMASI

100

100

100

100

7

1000

1000

TARGET

Persen

Persen

Persen

Persen

Rekapitul

asi

Data

Data

SATUAN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan

100% per 31 Maret setiap

tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKPN 100%

per tanggal 31 Maret setiap

tahun

Persentase pengembangan

kompetensi ASN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP 100% paling

lambat akhir bulan Februari

setiap tahun

Jumlah rekapitulasi data yang

di kelompokan menjadi

database kepegawaian

Jumlah data kepegawaian ASN

yang terverifikasi

Jumlah Peremajaan Data

Kepegawaian ASN yang

terupdate

INDIKATOR

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Negara

Melaksanakan

Pengembangan

Kompetensi ASN Minimal

20 JP Per Tahun

Mewujudkan tingkat

Kepatuhan Penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Tersedianya Rekapitulasi

Data Kepegawaian ASN

Perangkat Daerah

Terlaksananya Verifikasi

Data Kepegawaian ASN

Terlaksananya

Peremajaan Data

Kepegawaian ASN

SASARAN

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024gj

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA}
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA^I
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Aji Rifqi Mirza, S.Kom

Jabatan   : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: RONNY FATINASAHRANI, S. S o s

Jabatan   : KEPALA PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mengikuti Seminar, lokakarya dibidang manajemen PNS Tingkat
nasional/internasional sebagai: Peserta

2.Memverifikasi data dalam perbaikan data elektronik

3.Mengumpulkan data tenaga Honorer guru yang ada (TK, SD, SLTP,

SMU 8& SMK)
4.Mengumpulkan data tenaga kesehatan yang ada (pada Rumah Sakit

8b Puskesmas)

5.Mengentri data kepegawaian kedalam media komputer

6.Mengumpulkan data pejabat fungsional yang ada

7.Mengumpulkan Data Tata Naskah Digital metode penyimpanan
dokumen kepegawaian

8.Tersedianya Arsip Digital ASN

9.Terlaksananya Rekonsiliasi Peremajan Data ASN

10.Terlaksananya Perbaikan data Anomali Mysapk

11.Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi

12.Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Negara

oriirijijiwiJijn^^



PenataTk^I (Hl/d)
NIP. 198207292010011004

mAjiRONNY FATINASAHRANI. S.Sos

Penata Tk. I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli

Muda

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

ASN

13.Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP)

14.Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau

15.Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana

16.Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan

17.Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD

18.Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang

19.Melaksanakan Percepatan Realisai Kegiatan Fisik dan Keuangan

20.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per

Tahun

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi  melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini;

2.Mengambil   tindakan  yang   diperlukan  dalam rangka   pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah

ditetapkan (sebagaimana terlampir).
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TARGET

Dokumen

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Sertifikat

SATUAN

Persentase     Pemenuhan

Kebutuhan     Perangkat

Daerah     Data    ASN
Kabupaten          Kutai
Kartanegara

Temuan data Anomali ASN
Hasil Pemeriksan dari BKN
untuk ditindak lanjuti

Jumlah Data Rekonsiliasi

Peremajaan Data ASN

Arsip Digital ASN

Jumlah

Jumlah Data pejabat
Fungsional

Jumlah Data Kepegawaian

Jumlah Data Tenaga

Kesehatan

Jumlah Data Tenaga Guru

Jumlah Pengelolaan Sistem

Informasi Pegawai

Sertfikat Mengikuti Seminar

INDIKATOR

Meningkatnya

Pemenuhan

Ketersediaan Data dan

Informasi

Terlaksananya

Perbaikan data
Anomali Mysapk

Terlaksananya

Rekonsiliasi Peremajan

Data ASN

Tersedianya Arsip

Digital ASN

Mengumpulkan Data

Tata Naskah Digital
metode penyimpanan

dokumen kepegawaian

Mengumpulkan data
pejabat fungsional
yang ada

Mengentri data

kepegawaian kedalam
media komputer

Mengumpulkan data
tenaga kesehatan yang

ada (pada Rumah
Sakit 8b Puskesmas)

Mengumpulkan data
tenaga Honorer guru

yang ada (TK, SD,

SLTP, SMU 8b SMK)

Memverifikasi data

dalam perbaikan data

elektronik

Mengikuti Seminar,

lokakarya dibidang
manajemen PNS

Tingkat
nasional/ internasional
sebagai: Peserta

SASARAN

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



100

100

100

100

100

70

100

100

100

100

100

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persentase pengembangan

kompetensi ASN

Persentase realisasi

keuangan

Persentase realisasi

kegiatan fisik

Persentase capaian output

kegiatan yang dicapai

Ketersediaan dokumen

Manajemen Risiko pada

perangkat daerah per

Triwulan

Serapan Anggaran

Berdasarkan SPD yang

terbit

Ketepatan Waktu

penyusunan dan

penyampaian perjanjian

kinerja PD (maksimal 1

bulan setelah APBD

ditetapkan)

Tingkat Ketepatan waktu

input e-Pantau dan telah di

verifikasi 100% per tanggal

10 setiap bulan

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP 100%

paling lambat akhir bulan

Februari setiap tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan

100% per 31 Maret setiap
tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKPN 100%

per tanggal 31 Maret setiap
tahun

Melaksanakan

Pengembangan

Kompetensi ASN

Minimal 20 JP Per

Tahun

Melaksanakan

Percepatan Realisai

Kegiatan Fisik dan

Keuangan

Terealisasinya Output

Kegiatan Tanpa
Menimbulkan Potensi

Utang

Ketersediaan Dokumen

Manajemen Risiko PD

Terlaksananya

Serapan Anggaran

Berdasarkan SPD yang

diterbitkan

Penyusunan Perjanjian

Kinerja sampai ke

Pelaksana

Terlaksananya

Kepatuhan Input e-

Pantau

Mewujudkan tingkat

Kepatuhan

Penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas

Laporan Harta

Kekayaan Aparatur

Negara

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.



PehataJTk. 1(111/ d)

NIP. 198207292010011004
Penata Tk. I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
AHLI MUDA

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

APBD

KETERANGAN

100.000.000

100.000.000

ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN

Pengelola Data Kepegawaian

PROGRAM

1

NO.

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama: MIRWAN ANSYARI.SE

Jabatan    : Menyususun Laporan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: SYARIF, SE

Jabatan    : PJ.KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mewujudkan tingkat  kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur

Negara;.

2.Mewujudkan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

3.Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP;

4.Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan);

5.Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD;

6.Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyamapaian Laporan Keuangan (LK)

Perangkat Daerah;

7.Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat
Daerah;

8.Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK);

9.Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP;

10.Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK

11.Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana;

12.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LrJi



PENATA MUDA TK.I (III/B)
NIP. 19831210 201001 1 023

SYARI.SE

tama,

RAN KEUANGANMENYU

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

SYARIF. SE
PENATA TINGKAT I/III/D

NIP. 19691231 200604 1 062

Pihak Kedua,

KASUBBAGAN ASETI

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan

dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang

telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

13.Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan

14.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

15.Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

16.Kepatuhan Pelaporan P3DN;

17.Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18.Meningkatnya Inovasi Daerah;

19.Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape;

20.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

21.Meningktanya Kinerja Perangkat Daerah



111

12

20

1

430

250

1

1

350

TARGET

Laporan

JP

Laporan

Dokumen

Dokumen

Laporan

Dokumen

Dokumen

Dokumen

SATUAN

keadaan kas

permintaan, pengeluaran dan

Jumlah laporan mengenai

Per Tahun

Kompetensi ASN Minimal 20 JP

Menyelesaikan Pengembangan

sasaran

kesempurnaan tercapainya

bahan perbaikan dan

kerja sesuai prosedur sebagai

Jumlah penyusunan obyek

apabila diperlukan

prosedur untuk memudahkan

kerja sesuai spesifikasi dan

Jumlah bahan dan data obyek

penyusunan objek kerja

bahan kajian dalam rangka

kerja sesuai prosedur sebagai

Jumlah bahan dan data obyek

LHKASN
Jumlah Laporan Dokumen

tercapainya sasaran

perbaikan dan kesempurnaan

sesuai prosedur sebagai bahan

penyusunan obyek kerja

Jumlah evaluasi proses

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi

INDIKATOR KINERJA

bahan

pengeluaran sebagai

penerimaan dan

kas berdasarkan

pengeluaran dan keadaan

mengenai permintaan,

Membuat laporan

bahan

pengeluaran sebagai

20 JP per Tahun

Kompetensi ASN minimal

Pengembangan

Melaksanakan

sasaran

kesempurnaan tercapainya

bahan perbaikan dan

sesuai prosedur sebagai

penyusunan obyek kerja

Mengevaluasi proses

diperlukan

memudahkan apabila

prosedur untuk

sesuai spesifikasi dan

dan data obyek kerja

mengklasifikasikan bahan

Mengumpulkan dan

objek kerja

dalam rangka penyusunan

sebagai bahan kajian

kerja sesuai prosedur

bahan dan data obyek

Menerima dan memeriksa

Sipil Negara (LHKASN)

Harta Kekayaan Aparatur

kepatuhan atas Laporan

Mewujudkan tingkat

tercapainya sasaran

dan kesempurnaan

sebagai bahan perbaikan

kerja sesuai prosedur

proses penyusunan obyek

Terlaksannya evaluasi

Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat

Terlaksannya Dokumen

SASARAN KEGIATAN

8

7.

6.

5.

4.

3

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



SYARI.SE
NATA MUDA TK.I (III/B)

NIP. 19831210 201001 1 023

SYARIF. SE
PENATA TINGKAT I/III/D

NIP. 19691231 200604 1 062

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,
MENYUSUSUN^.AP0RAN KEUANGAN

Pihak Kedua,

KASUBBAG KEUANGANiDAN ASET

100Persen

Lambat Februari Setiap Tahun

penyampaian SKP 100^ Paling
Tingkat Kepatuhan

(SKP)
Sasaran Kinerja Pegawai

Kepatuhan penyampaian

Mewujudkan Tingkat9.
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Jabatan   : PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: SYARIF, SE

Jabatan   : Pj.KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam

dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin;

2.Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada

di Pengguna Barang Milik Daerah;

3.Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi

kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan,

adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

4.Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN);

5.Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target

perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

6.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

7.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per

Tahun;

: DEDDY SETYA BUDHINama

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

PBRJANJIAN KINERJA PBRUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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PEPPY SETYA BUDHI
Pengatur/II/d

NIP. 197607242007011027

SYARIF, SE
Penata Muda Tk.I/III/b

NIP. 196912312006041062

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA LAPORAN
KEUANGAN

Pihak Kedua,

Pj.KASUBBAG KEUANGAN DAN

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Gi

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka  pemberian
penghargaan dan sanksi.

Gi

Pihak kedua:
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20

100

100

300

300

1120

200

12

TARGET

Laporan

JAM
PELAJAR

AN

Persen

Persen

Dokumen

Dokumen

Orang/
Bulan

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Terlaksananya

Pelaksanakan   tugas

kedinasan  lain  yang

Jumlah

Pelatihan,Bhntek  dan

Worksop

Tingkat        kepatuhan

Penyampaian     SKP

paling  lambat    akhir
pebruari setiap tahun

Tingkat        Kepatuhan

LHKASN Pertanggal 31

Maret 2023

Terlaksananya    Tata

Kelola Arsip

Terlaksananya

Verifikasi

Pertanggungjawaban
Keuangan Perangkat

Daerah

Terlaksananya Gaji dan

Tunjangan ASN;

Terlaksananya

kelancaran kegiatan

membuat Surat

Permintaan Pembayaran

(SPP)-Ganti Uang (GU)

dan SPP Langsung (LS);

Terlaksananya

kelancaran kegiatan

menginput dokumen

Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA) dan
Perubahan Rencana

Kegiatan Anggaran

(RKAP);

INDIKATOR KINERJA

Melaksanakan       tugas

kedinasan    lain    yang
diperintahkan  oleh  atasan

Menyelesaikan

Pengembangan  Kompetensi

ASN Minimal  20 JP per

Tahun;

Mewujutkan Tingkat
kepatuhan penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Menyelesaikan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN)

Melakukan Tata Kelola Arsip

Tersedianya       Dokumen

Verifikasi

Pertanggungj awaban
Keuangan Perangkat Daerah

Tersedianya    Gaji         dan

Tunjangan ASN

Mengumpulkan        dan

memeriksa   data   sesuai

dengan    prosedur    dan

ketentuan   yang   berlaku

sebagai   bahan  kegiatan

berdasarkan jenis dan obyek

Mempelajari  pedoman  dan
petunjuk   sesuai   dengan

prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk mengetahui

macam, metode dan teknik

dalam mengolah obyek

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

i:
PBRJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pengatu^/II/d
NIP. 197607242007011027

Penata Tingkat I/III/d
NIP. 196912312006041062

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA LAPORAN
KEUANGAN

Pihak Kedua,

KASUBBAG KEUANGAN DAN
LrJJ

B!

diperintahkan    oleh

atasan  baik  tertulis
maupun lisan..

baik tertulis maupun lisan.
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama: JAYADI SAPUTRA

Jabatan   : PENGELOLA PEMANFAATAN BMD

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama: SYARIF, SE

Jabatan   : Pj. KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Menginventarisasi seluruh barang inventaris yang di peroleh dari

APBD atau melalui perolehan lain yang sah.

2.Membuat  Laporan kartu inventaris barang dan Kartu Inventaris

Ruangan.

3.Mencatat barang yang di perbaiki ke dalam kartu perbaikan barang.

4.Membuat dokumen usulan penetapan status, Rencana Kebutuhan,

Pemeliharaan dan usulan penghapusan barang inventaris.

5.Membuat Surat berita acara serah terima barang inventaris.

6.Membuat Laporan Semester Barang inventaris.

7.Menerima, mencatat dan membuat surat bukti pengeluaran ATK.

8.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur  Sipil Negara

(LHKASN).

9.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per

Tahun.

10.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab saya.

ill
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Pengafur Tk. I/II.d

NIP. 19840722 200901 1 005

Penata Muda Tk.I/III.b

NIP.196912312006041062

SYARJF, SE

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGELOLA PEMANFAATAN BMD

Pihak Kedua,

Pj. KASUBBAG KEUANGAN DAN

7
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

fl!

LM

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang  diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi;
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100
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2

50

4

70

2

1

TARGET

JP

Persen

Surat

Laporan

Surat

Dokumen

Unit/Bara

ng

Laporan

Dokumen

SATUAN

Jumlah Pelatihan

Tingkat kepatuhan LHKASN

pertanggal 31 Maret 2024

Jumlah permohonan pada

subbidang

Jumlah Laporan setahun

Jumlah Dokumen berita acara

serah terima barang inventaris

Jumlah dokumen

Jumlah barang yang di perbaiki

kedalam kartu perbaikan

barang

Jumlah kartu inventaris

Jumlah Dokumen hasil

inventarisasi

INDIKATOR KINERJA

Menyelesaikan

Pengembangan

Kompetensi ASN

Minimal 20 JP per

Tahun

Menyelesaikan Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara (LHKASN)

Menerima, mencatat dan

membuat surat bukti

pengeluaran AT

Membuat Laporan

Semester Barang

inventaris

Membuat Dokumen berita

acara serah terima barang

inventaris

Membuat dokumen

usulan penetapan

status, Rencana

Kebutuhan,

Pemeliharaan dan

usulan penghapusan

barang inventaris

Mencatat barang yang di

perbaiki ke dalam kartu

perbaikan barang

Membuat Laporan kartu

inventaris barang dan

Kartu Inventaris Ruangan

Menginventarisasi seluruh

barang inventaris yang di

peroleh dari APBD atau

melalui perolehan lain

yangsah

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSLA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Pengatur Tk.I/II.d

NIP. 19840722 200901 1 005

SYARIF, SE
Penata Muda Tk.I/III.b

NIP. 196912312006041062

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGELOLA PEMANFAATAN BMD,
Pihak Kedua,

Pj. KASUBBAG KEUANGAN DAN

Hi



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama: BENNY RIVANI AKHTA

Jabatan   : PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: SYARIF, SE

Jabatan   : Pj.KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam

dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Kutai
Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Bidang yang saya pimpin;

2.Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada

di Pengguna Barang Milik Daerah;

3.Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi

kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan,

adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

4.Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN);

5.Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target

perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

6.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

7.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per

Tahun;
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BENNY RIVANI AKHTA
Pengatur/II/c

NIP. 197510232009021001

SYARIF. SE
Penata Muda Tk.I/III/b

NIP. 196912312006041062

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA LAPORAN
KEUANGAN

Pihak Kedua,

Pj.KASUBBAG KEUANGAN DAN

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

1.Melakukan supervisi yang diperlukem serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka  pemberian
penghargaan dan sanksi.fin

w

Pihak kedua:
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TARGET

Laporan

JAM
PELAJAR

AN

Persen

Persen

Dokumen

Dokumen

Orang/
Bulan

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Terlaksananya

Pelaksanakan   tugas

kedinasan  lain  yang

Jumlah

Pelatihan,Bimtek  dan
Worksop

Tingkat        kepatuhan

Penyampaian     SKP

paling  lambat    akhir
pebruari setiap tahun

Tingkat       Kepatuhan

LHKASN Pertanggal 31

Maret 2023

Terlaksananya    Tata

Kelola Arsip

Terlaksananya

Verifikasi

Pertanggungj awaban
Keuangan Perangkat

Daerah

Terlaksananya Gaji dan

Tunjangan ASN;

Terlaksananya

kelancaran kegiatan

membuat Surat

Permintaan Pembayaran

(SPP)-Ganti Uang (GU)
dan SPP Langsung (LS);

Terlaksananya

kelancaran kegiatan

menginput dokumen

Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA) dan
Perubahan Rencana

Kegiatan Anggaran

(RKAP);

INDIKATOR KINERJA

Melaksanakan       tugas

kedinasan    lain    yang

diperintahkan  oleh  atasan

Menyelesaikan

Pengembangan   Kompetensi

ASN Minimal  20 JP per

Tahun;

Mewujutkan Tingkat
kepatuhan penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Menyelesaikan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN)

Melakukan Tata Kelola Arsip

Tersedianya       Dokumen

Verifikasi
Pertanggungj awaban

Keuangan Perangkat Daerah

Tersedianya    Gaji         dan

Tunjangan ASN

Mengumpulkan        dan

memeriksa   data   sesuai

dengan    prosedur    dan

ketentuan   yang   berlaku

sebagai   bahan   kegiatan

berdasarkan jenis dan obyek

Mempelajari  pedoman dan

petunjuk   sesuai   dengan

prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk mengetahui

macatn, metode dan teknik

dalam mengolah obyek

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



n
BENNY RIVANI AKHTA

Pengatur/II/c

NIP. 197510232009021001

SYARIF, SE
Penata Tingkat I/III/d

NIP. 196912312006041062

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA LAPORAN
KEUANGAN

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,

KASUBBAG KEUANGAN DANI
n

diperintahkan    oleh

atasan  baik  tertulis
maupun lisan..

baik tertulis maupun lisan.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: SAMUEL HAPOSAN BANJARNAHOR, A.MD.AK

Jabatan    : VERIFIKATOR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: SYARIF, S.E

Jabatan    : KEPALA SUB BAGLAN KEUANGAN DAN ASET

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Melaksanakan tata kelola core values ASN "Ber-AKHLAK";

2.Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

3.Mengumpulkan dan memeriksa data perencanaan dan penganggaran sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4.Menyusun rekaptulasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan

prosedur yang berlaku;

5.Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

6.Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;

7.Melaksanakan Tata kelola Arsip perangkat daerah;

8.Tercapainya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah;

9.Melakukan pencatatan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan program,

kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan;

10.Menyediakan data pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;

It ij



kSA
Pengatur (ll/c)

NIP. 19990508 2022011 002

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

PIHAK PERTAMA

VERIFIKATOR KEUANGAN,

SYARl^S.E

Penata Muda Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19691231 2006041 062

N DAN ASET,
PIHAK KEDUA

KEPALA SU

H

11.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan;

12.Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan

Tugas dan fungsi jabatan;

13.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;

14.Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

15.Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target

perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;

16.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan

dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang

telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

P.I



Pengatur (ll/c)

NIP. 19990508 2022011002

SASYARIF. S.E
Penata Muda Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19691231 200604 1062

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

PIHAK PERTAMA

VERIFIKATOR KEUANGAN,DAN ASET,
PIHAK KEDUA

KEPALA SUB BA

Ui
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Jumlah Orang/Bulan

yang Menerima Gaji

dan Tunjangan ASN

Persentase

Pengembangan

Kompetensi ASN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai

tanggal 5 setiap

bulannya

Tingkat Kepatuhan

SPT Tahunan

Manajemen Risiko

Maksimal 10 Januari

Terlaksananya Serapan

Anggareui Berdasarkan

SPD yang diterbitkan

Melaksanakan

Pengembangan

Kompetensi AS Minimal

20 JP per Tahun

Mewujudkan tingkat

Kepatuhan

Penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

Meningkatnya

Transparansi dan

Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

8

7

6

5

V

L1
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Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mempelajari pedoman dan petunjuk dalam mengolah kegiatan urusan

umum dan ketatalaksanaan.

2.Mengumpulkan dan memeriksa dokumen sebagai bahan kegiatan.

3.Menganalisis pengolahan dokumen kegiatan urusan umum dan

ketatalaksanaan.

4.Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan yang

akan diolah.

5.Mengolah dan menyajikan data kegiatan urusan umum dan

ketatalaksanaan.

6.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur  Sipil Negara

(LHKASN).

7.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per

Tahun.

8.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab saya .

I

DANKETATALAKSANAANJabatan   : KASUBBAG   UMUM

KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama: MAYA INDRIANI, S.Sos

Jabatan   : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama: NUZULUL RAHMAN, S.Sos

Llf.ll

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Penata Tk.I/III.d

NIP. 19801001 200112 2 001
Pena\a (III/c)

NIP. 196812072000121003

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA,

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Peijanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

v

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang  diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi;

|

I

u.i

H
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama: ERLINAWATI, S.Sos

Jabatan   : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama: NUZULUL RAHMAN^ S.Sos

Jabatan   : Pj. KASUBBAG UMUM DAN KETATALAKSANAAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mempelajari pedoman dan petunjuk dalam mengolah kegiatan urusan

umum dan ketatalaksanaan.

2.Mengumpulkan dan memeriksa data sebagai bahan kegiatan urusan

umum dan ketatalaksanaan.

3.Penganalisis pengolahan data kegiatan umum dan ketatalaksanaan.

4.Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan

umum dan ketatalaksanaan yang akan diolah.

5.Mengolah dan menyajikan data kegiatan urusan umum dan

ketatalaksanaan.

6.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur  Sipil Negara

(LHKASN).

7.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per

Tahun.

8.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab saya .

r!

v\
v
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Peri^/Muda Tk.I/III.b

NIP. 19720701 200012 2 003

.Sos

PENATA MUDA TK. I (IH/b)
NIP. 19681V072000121003

lTfTTIMUZr

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA,

Kedua,

BAGIAN UMUM

LAKSANAAN
Pj. KEP

DAN

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi;



100

20

20

20

20

1

TARGET

Persen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Tingkat kepatuhan LHKASN

pertanggal 31 Maret 2024

Jumlah dalam mengolah dan

menyajikan data

Jumlah rekapitulasi kegiatan

Jumlah kegiatan

Jumlah data sebagai bahan

dikumpul dan diperiksa

Jumlah pedoman dan petunjuk

dalam mengolah kegiatan

INDIKATOR KINERJA

Menyelesaikan Laporan

Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara

(LHKASN)

Mengolah dan

menyajikan data

kegiatan urusan

umum dan

ketatalaksanaan

Menyusun

rekapitulasi kegiatan

berdasarkan jenis

kegiatan urusan

umum dan

ketatalaksanaan yang

akan diolah

Penganalisis

pengolahan data

kegiatan umum dan

ketatalaksanaan

Mengumpulkan dan

memeriksa data

sebagai bahan

kegiatan urusan

umum dan

ketatalaksanaan

Mempelajari pedoman
dan petunjuk dalam

mengolah kegiatan

urusan umum dan

ketatalaksanaan

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

I

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pehafa Muda Tk.I/III.b

NIP. 19720701 200012 2 003

S.Sos

PENATA M^^DA TK. I (Hl/b)
NIP. 196812072000121003

[MAN. S.SosNUZULUL

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA^

Kedua,

Pj. KEPALA iUB BAGIAN UMUM DAN
ketAtal ^csanaan

v

20JP

Jumlah Pelatihan

Tahun

Minimal 20 JP per

Kompetensi ASN

Pengembangan

Menyelesaikan7.



selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1.Mengumpulkan Data Data Kehadiran PNS.

2.Mengumpulkan Laporan Kinerja Harian (LKH).

3.Mengendalikan data kepegawaian yang telah di kelompokkan.

4.Tersusunnya Laporan SKP ASN BKPSDM.

5.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara

tertulis maupun lisan .

6.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun

7.Mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok .

8.Menyelesaikan Laporan Pajak Tahunan (SPT) ASN.

9.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN).

8.  Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut  menjadi

tanggung jawab saya .

UMUM,KETATALAKSANAAN  DAN

NUZULUL RAHMAN,S.Sos

196812072000121003

KEPALA  SUB  BAGIAN

KEPEGAWAIAN

Lf'l    Nama

NIP

Jabatan

selanjutnya disebut pihak pertama

RIKA AFRIANTI, SE

197704282007012028

PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI

Nama

NIP

Jabatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

serta berorientasi pada hasil, katni yang bertanda tangan dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
i



NIP. 197704282007012028

seri

Tenggarong, 24 Nopember 2024

NIP. 196812072000121003

S.SosNUZU

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan

dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang

telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak kedua akan melakukan :

1.Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja

dari perjanjian ini.

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.



NIP. 197704282007012028NUZULUL RAHMAN .S.Sos

NIP. 196812072000121003

SER

Tenggarong, 24 Nopember 2024

Pengelola Disiplin Pegawai,Kepala Sub. Bagian Umum Ketatalaksanaan

dan Kepegawaian,

100 %

100%

100 %

100 %

9

1

1

85

1

(5)

TARGET

Persen

Persen

Persen

Persen

Dinas

Dokumen

Dokumen

Berkas

Dokumen

(4)

SATUAN

Tingkat Kepatuhan LKHASN
Pertanggal 31 Maret 2022

Tingkat Kepatuhan Laporan Pajak
Tahunan (SPT

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di
Perkantoran Jumlah Pelaksanaan

Jumlah Pelaksanaan

Jumlah melaksanakan Tugas

Kedinasan

Jumlah Tersusunnya laporan SKP

ASN

Jumlah data kepegawaian yang
telah dikelompokkan

Jumlah Laporan Kinerja Harian

(LKH)

Jumlah Data-Data Kehadiran PNS

(3)

INDIKATOR KINERJA

Menyelesaikan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LKHASN)

Menyelesaikann Laporan Pajak
Tahunan (SPT) ASN

Mewujudkan Kawasan Tanpa Asap
Rokok

Melaksanakan Pengembangan
Kompetensi ASN

Melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diperintahkan oleh pimpinan
baik secara tertulis maupun lisan

Tersusunnya Laporan SKP ASN

BKPSDM

Mengendalikan data kepegawaian
ASN & THL BKPSDM yang telah
dikelompokkan

Mengumpulkan Laporan Kinerja
Harian (LKH) ASN BKPSDM

Mengumpulkan Data-Data

Kehadiran ASN & THL BKPSDM

(2)

SASARAM / URAIAN KEGIATAN

9

8

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

(1)

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI



selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1.Menyiapkan Blangko kelengkapan pensiun.

2.Membuat surat pengantar Nota Dinas

3.Membuat daftar kehadiran Apel pagi setiap hari senin dan hari besar lainnya bagi ASN & THL.

4.Mengumpulkan data-data kehadiran Apel setiap hari senin dan Hari besar lainnya ASN & THL.

5.Mengumpul data Pengajuan kelengkapan Kenaikan Pangkat,KGB dan Cuti

6.Menerima surat masuk.

7.Mengelompokkan surat-surat masuk.

8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

9.Tersusunnya Laporan SKP ASN BKPSDM

10.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun.

11.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

12.Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah

13.Menyelesaikan Laporan Pajak Tahunan (SPT) ASN

sjflj
lit

Ml

IIJ

I

UMUM,KETATALAKSANAAN  DAN

NUZULUL RAHMAN,S.Sos

196812072000121003

KEPALA  SUB  BAGIAN

KEPEGAWAIAN

Nama

NIP

Jabatan

selanjutnya disebut pihak pertama

HASPANDI, SE

196804172006041004

PENGELOLA KEPAGAWAIAN

Natna

NIP

Jabatan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I'll



n

. SE

NIP. 196804172006041004
NIP. 196812072000121003

Tenggarong, 24 Nopember 2024

Pihak P

PENGE
EGA

NUZ

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan

dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kineija sebagaimana yang

telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

n

Pihak kedua akan melakukan :

1.Melakukan supervisi  yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kineija dari

perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;



7I

NIP. 196804172006041004NUZULUL RAHMAN .S.Sos

NIP. 196812072000121003

PENGELOLA

Tenggarong, 24 Nopember 2024

KASUBBAG. UMUM KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN,

100%

100%

100%

100%

1

4

1

6

10

10

10

6

1

(5)

TARGET

Persen

Persen

Persen

Persen

Dokumen

Dinas

Surat

Surat

berkas

data

dokumen

Surat

data

(4)

SATUAN

Tingkat kepatuhan laporan Pajak

Tahunan (SPT) ASN

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di
Perkantoran

Tingkat kepatuhan LHKASN
pertanggal 31 Maret 2024.

Jumlah mengikuti pelatihan dan

keterampilan

Jumlah Rekapitulasi SKP ASN
BKPSDM

Jumlah melaksanakan tugas kedinasan.

Jumlah surat-surat masuk yang di

kelompokan.

Jumlah surat masuk yang di terima.

Jumlah data kelengkapan Kenaikan

Pangkat yang dipersiapkan

Jumlah data-data kehadiran PNS

Jumlah presentasi kehadiran PNS

Jumlah surat pengantar pensiun

Jumlah data kelengkapan pensiun

(3)

INDIKATOR KINERJA

Menyelesaikan Laporan Pajak Tahunan

(SPT) ASN

Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di

Perkantoran Pemerintah

Mewujudkan   Tingkat      Kepatuhan

Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Terlaksanakan Pengembangan

Kompetensi ASN 20 JP

Tersusunnya Laporan SKP ASN

BKPSDM

Melaksakan tugas kedinasan lain yang di

perintahkan oleh atasan / Pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan.

Mengelompokkan surat-surat masuk;

Menerima surat masuk;

Mengumpul     data     Pengajuan

kelengkapan Kenaikan Pangkat, KGB

dan mempersiapkan blangko Cuti

Mengumpulkan data-data kehadiran

ASN dan THL Apel setiap Hari Senin
dan hari besar lainnya.

Membuat Daftar kehadiran Apel Pagi

setiap Hari senin dan Hari besar lainnya

ASN & THL

Membuat surat pengantar Nota Dinas

Menyiapkan Blangko kelengkapan

pensiun

(2)

SASARAN / URAIAN KEGIATAN

13

12

11

10

9

g

7

6

5

4

3

2

1

(1)

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PENGELOLA KEPEGAWAIAN

^



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini :

Nama: IRWAN BAHRUL

Jabatan   : PENGELOLA PERJALANAN DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama :

Nama: NUZULUL RAHMAN,S.Sos

Jabatan   : Pj KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Menerima Dan Memeriksa Surat Perjalanan Dinas Dalam daerah

2.Menerima Dan Memeriksa Surat Perjalanan Dinas Luar daerah

3.Melakukan Penataan Dan Check list Surat Perjalanan Dinas Luar Daerah

4.Melakukan Penataan Dan Check list  Surat  Perjalanan Dinas Luar

Daerah;

5.Menyiapkan Surat Perintah Tugas ( SPT ) Dan Surat Perintah Perjalanan

Dinas ( SPPD ) Dalam Daerah

6.Menyiapkan Surat Perintah Tugas ( SPT ) Dan Surat Perintah Perjalanan

Dinas ( SPPD ) Luar Daerah

7.Melakukan Monitoring Surat Pencairan Dana Perjalanan Dinas Dalam

Daerah Dan Luar Daerah

8.Melaporkan Hasil Surat Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah

9.Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggungjawaban;

10.Menyelesaikan Laporan harta kekayaan aparatur Sipil Negara (LHKASN)

11.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP per Tahun

^



fk!
Lr!

IRWAN BAHRUL
Pengatur/II.d

NIP. 19770618 200701 1 012

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGELOLA PERJALANAN DINAS

Penata M^da Tk.I/III.b

NIP. 19681207 200012 1 003

.Sos^HMAN. S

kKSANAAN
DANIg umum

Kedua,

NUZULULR/

KETATAL^

PJ. KASUBB/

ffihak'

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi  yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi;
Lrjj

12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi |;f|

tanggung jawab saya.
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IRWAN BAHRUL
Pengatur/II.d

NIP. 19770618 200701 1 012

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGELOLA PERJALANAN DINAS

NUZULUL RAHMAN, S.Sos
Penata Mljda Tk. I/III.b

NIP. 19681207 200012 1 003

UM
N DAN

N

20

100

300

JP

Persen

Laporan

Jumlah Pelatihan

Tingkat Kepatuhan LHKASN

pertanggal 31 Maret 2024

Perjalanan Dinas Luar Dan

Dalam Daerah Dalam Setahun

Menyelesaikan

Pengembangan

Kompetensi ASN

Minimal 20 JP per

Tahun

Menyelesaikan

Laporan harta

kekayaan aparatur

Sipil Negara

(LHKASN)

Melaporkan Hasil

Surat Perjalanan

Dinas Dalam Dan

Luar Daerah

10.

9.

8.

[
V



Jabatan   : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI

MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Terlaksanannya Penyusunan Kebutuhan ASN

2.Terlaksananya Administrasi cuti aparatur sipil negara

3.Menganalisis proses pemberhentian dan mengaktifkan Kembali sebagai

PNS

4.Terlaksananya Layanan Administrasi Pensiun PNS

5.Teraksananya pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

6.Mewujudkan Tingkat kepatuhan atas laporan Harta kekayaan / SPT

Tahunan

7.Terwujudnya Tingkat kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

8.Melaksanakan Pengembangan kompetensi ASN Minimal 20 JP Per

Tahun

: MOHAMMAD AGUSTLAR, SE., M.SiNama

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan aknntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

r'l



RONNY FATINASAHRANI. S.Sos MOHAMMAD AGUSTIAR. SE.. M.Si

Penata Tk. I - Ill/dPenata Tk. I - Ill/d

NIP. 197911262007011012NIP. 197608282008011014

Pihak Pertama,

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHU MUDA

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI ASN

ril

Gi>

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

I*!1



20

1

2

1

1

1

1

2

TARGET

JP

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Jumlah JP pada Pelatihan atau

Bimtek yang telah di ikuti

Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SKP akhir bulan Februari setiap

tahun

Tingkat kepatuhan penyampaian

LHKPN per tanggal 31 Maret setiap

tahun dan Tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan

JumLah data Sistem Informasi

Kepegawaian yang di input dalam

aplikasi kepegawaian

Jumlah usulan dan penetapan

pensiun PNS

Jumlah data penetapan

pemberhentian dan mengaktifkan

Kembali sebagai PNS

Jumlah usulan cuti ASN

Jumlah Dokumen Kebutuhan

Penyusunan dan Kebutuhan ASN

Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR KINERJA

Melaksanakan

Pengembangan

kompetensi ASN Minimal

20 JP Per Tahun

Terwujudnya    Tingkat

kepatuhan Penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Mewujudkan   Tingkat

kepatuhan atas laporan

Harta kekayaan / SPT

Tahunan

Teraksananya

pengelolaan     Sistem

Informasi Kepegawaian

Terlaksananya Layanan

Administrasi    Pensiun

PNS

Menganalisis     proses

pemberhentian    dan

mengaktifkan  Kembali

sebagai PNS

Terlaksananya

Administrasi        cuti

aparatur sipil negara

Terlaksanannya

Penyusunan Kebutuhan

ASN

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

i—i

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



h

Penata Tk. I - Ill/d

NIP. 197608282008011014

.. M.SiMOHAMRONNY FATINASAHRANI. S.Sos

Penata Tk. I - Ill/d

NIP. 197911262007011012

Pihak Pertama,

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI ASN
pi1

I



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGBMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertandatangan di bawah ini:

Nama: FATKUROHMAN,S Sos

Jabatan   : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Tersedianya Dokumen usul cuti ASN

2.Tersedianya Dokumen usul Tapera

3.Tersedianya Dokumen usul Kartu Isteri dan Kartu Suami

4.Tersedianya Dokumen usul Pensiun

5.Tersedianya Dokumen layanan administrasi data dan informasi

6.Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per

tahun;

7.Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di

Bidang;
8.Mewujudkan tingkat   kepatuhan atas  Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penyampaian SPT Tahunan;



FATKUROHMAN.S Sos
Penata Tk. I - Ill/d

NIP. 196703111997031003

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos
PenataTk. I-III/d

NIP. 197911262007011012

PENGADMINISTRASI UMUM

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kineija Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).
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FATKUROHMAN.S Sos
Penata Tk. I - IH/d

NIP. 196703111997031003

RONNY FATfflASAHRANI. S.Sos
Penata Tk. I - IH/d

NIP. 197911262007011012

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN
a

1

1

1

20

395

200

35

200

50

TARGET

Doku

men

Doku

men

Doku

men

JP

Doku

men

Doku

men

Doku

men

Doku

men

ASN

SATUAN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKASN per 31

Maret 2023

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP akhir bulan

Februari setiap tahun

Terpenuhinya Pengembangan

Kompetensi ASN

Jumlah Dokumen layanan

administrasi data dan informasi

Jumlah Dokumen usul Pensiun

Jumlah Dokumen usul Kartu

Isteri dan Kartu Suami

Jumlah Dokumen usul Tapera

Jumlah Dokumen usul cuti

ASN

INDIKATOR

Terselesaikannya Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara (LHKASN)

Mewujudkan kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai di Bidang;

Terlaksananya

pengembangan

kompetensi ASN minimal

20 JP pertahun

Tersedianya Dokumen

layanan administrasi data

dan informasi

Tersedianya Dokumen

usul Pensiun

Tersedianya Dokumen

Kartu Isteri dan Kartu

Suami

Tersedianya Dokumen

usul Tapera

Tersedianya dokumen

usul cuti ASN

SASARAN

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

i
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,  transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: YUNI NOVITA YANTI, S.STP

Jabatan    : ANALIS PERENCANAAN SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan: KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji:

1.Tersedianya data Kebutuhan ASN

2.Tersedianya Dokumen Usul Persetujuan Kebutuhan JF

3.Tersedianya Dokumen Usul Penetapan Kebutuhan JF

4.Tersedianya Dokumen Usul Penetapan Formasi Kebutuhan ASN

5.Tersedianya Data Usul PPPK

6.Tersedianya Dokumen Administrasi Pengadaan ASN

7.Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penetapan Calon PPPK

8.Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan PPPK

9.Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja PPPK

10.Terlaksananya  Pengembangan  Kompetensi  ASN  minimal  20  JP  per

Tahun

11.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan

penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret Setiap Tahun

12.Menyelesaikan penyampaian sasaran kinerja pegawai (SKP) di bidang

13.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab saya.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEN6EMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



NIP. 199403292016092001

I. S.STPYUNINRONNY FATINABAHRAN1. 8.SO8

NIP. 19791126200711012

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS PERENCANAAN SDM,

Pihak Kedua,

KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN

DAN INFORMASI ASN

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi  yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian Irinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah

ditetapkan. (sebagaimana terlampir)



20 JPSertifikat

Jumlah pelatihan minimal 20 JP

per Tahun yang diikuti

Terlaksananya

Pengembangan

Kompetensi ASN

minimal 20 JP per

Tahun

10.

500Dokumen

Jumlah Dokumen Perjanjian

Kinerja PPPK

Tersedianya Dokumen

Perjanjian Kinerja PPPK

500Dokumen

JumlahDokumenSurat

KeputusanPenetapan

Pengangkatan PPPK

Tersedianya Dokumen

Surat Keputusan

Penetapan Pengangkatan

PPPK

500Dokumen

Jumlah Dokumen Surat

Keputusan Penetapan Calon PPPK

Tersedianya Dokumen

Surat Keputusan

Penetapan Calon PPPK

600DokumenPengadaan ASNAdministrasi Pengadaan

ASN



YUNI NOV1TA YANTI. S.STP

NIP. 199403292016092001
RONNY FATfNASAHRANI. S.Sos

NIP. 19791126200711012

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALI8 PERENCANAAN SDM,

Pihak Kedua,

KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN
DAN INFORMASI ASN

100

100

1

Persen

Persen

Dokumen

Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SPT Tahunan 100% Per 31 Maret

setiap tahun

Tingkat        Kepatuhan    serta

Kelengkapan  LHKASN  100%

Pertanggal 31 Maret setiap tahun

Tingkat kepatuhan penyampaian

SKP akhir bulan Februari setiap

tahun

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan

Aparatur Negara

Mewujudkan tingkat

kepatuhan penyampaian

sasaran kineija pegawai

(SKP) di bidang

12.

11



Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mengelola data Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang diinput

pada Aplikasi Kepegawaian;

2.Melaksanakan rekonsiliasi peremajaan data dan perbaikan disparitas

data anomali pada Simpeg dan MyASN;

3.Melaksanakan usulan pemuktahiran data Konversi NIP pada Layanan

Aplikasi Status Kedudukan Kepegawaian (SKK);

4.Mengelompokkan Data Kepegawaian ke dalam buku Statistik;

5.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per

Tahun;

6.Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara

tertulis maupun lisan;

7.Menyelesaikan Laporan Harta  Kekayaan Aparatur  Sipil  Negara

(LHKASN);

8.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama   : SAIDAH ARIANI, SE

Jabatan  : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama   : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan  : KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



Penata Tk.I (Ill/d)

NIP. 197412252010012006

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos

Penata Tk.I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

Pengolah Data,

Pihak Pertama,

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi ASN,

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.



100

1

12

2

1109

14

TARGET

Persen

Buku

Laporan

Dokumen

Data

Dokumen

SATUAN

Jumlah Pengembangan

Kompetensi yang diikuti

minimal 20 JP

Jumlah Data

Kepegawaian yang

dikelompokkan dalam

Buku Statistik

Jumlah rekap data

kepegawaian yang

dibuat untuk pelaporan

Jumlah dokumen

usulan pemuktahiran

data Konversi NIP

Jumlah rekonsiliasi

peremajaan dan perbaikan

disparitas data

Jumlah Data Struktur

Organisasi dan Tata

Kelola (SOTK) yang

diinput

INDIKATOR KINERJA

Melaksanakan

pengembangan

kompetensi ASN minimal

20 JP pertahun;

Tersedianya Data

Kepegawaian yang

dikelompokkan dalam

Buku Statistik;

Tersedianya rekapitulasi

Data Kepegawaian ASN

perangkat daerah;

Tersedianya dokumen

usulan pemuktahiran

data Konversi NIP pada

Layanan Aplikasi Status
Kedudukan Kepegawaian

(SKK);

Terlaksananya rekonsiliasi

peremajaan data dan

perbaikan disparitas data

anomali pada Simpeg dan

MyASN;

Tersedianya Data Struktur

Organisasi dan Tata

Kelola (SOTK) yang

diinput pada Aplkasi

Kepegawaian;

SASARAN KEGIATAN

6

5

4

3

2

1

NO.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



SAIDAH (ARIANI. SE

Penata Tk.I (Ill/d)

NIP. 197412252010012006

RONNY FATlNASAHRANL S.Sos

Penata Tk.I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

Pengolah Data,

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi ASN,

100Persen

Tingkat Kepatuhan
LHKASN Pertanggal 31
Maret 2023

Mewujudkan tingkat
kepatuhan atas laporan

harta kekayaan

penyelenggara negara

(LHKPN) dan laporan
harta kekayaan aparatur

sipil negara (LHKASN);

7



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama: BEKTI KRISTIANI,S.Sos

Jabatan   : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: RONNY FATINSAHRANI,S.Sos

Jabatan   : KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak

Pertama berjanji:

1.Tersedianya Dokumen Usul Pensiun PNS

2.Tersedianya data usulan Pensiun PNS

3.Mendokumentasikan Dokumen Usul Pensiun PNS

4.Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per

Tahun

5.Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di

Bidang

6.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur  Sipil Negara

(LHKASN) dan penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret Setiap

Tahun.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPBGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Penata Muda - III/a

NIP. 197905052009022001

osB

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA

RONNY FATINASAHRANI.S.Sos
PenataTk.I-III/d

NIP. 197911262007011012

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASIASN

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kineija sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kineija dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi;



MR 197905052009022001

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

NIP. 197911262007011012

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERENTIAN DAN INFORMASI ASN

1

1

1

20 JP

600

600

600

TARGET

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Sertifikat

Dokumen

Data

Dokumen

SATUAN

Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SPT Tahunan 100% Per 31 Maret

setiap tahun

Tingkat Kepatuhan serta

Kelengkapan LHKASN 100%

Pertanggal 31 Maret setiap tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP akhir bulan

Februari

Jumlah pelatihan minimal 20 JP

per Tahun yang diikuti

Jumlah Dokumen Usul Pensiun

PNS

Jumlah Data usulan pensiun PNS

yang dikelola

Jumlah Dokumen Verifikasi Usul

Pensiun PNS

INDIKATOR KINERJA

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan

Aparatur Negara

Terlaksananya tingkat

kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kerja Pegawai (SKP)

Terlaksananya

Pengembangan

Kompetensi ASN

minimal 20 JP per

Tahun

Mendokumentasikan

Dokumen Usul Pensiun

PNS

Tersedianya data usulan

Pensiun PNS

Tersedianya Dokumen

Verifikasi Usul Pensiun

PNS

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tersedianya data anggota ikatan Profesi ASN yang sudah terbentuk

dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

4.Terlaksananya layanan Fasilitasi Profesi ASN dilingkungan Pemerintah

Kab. Kutai Kartanegara

5.Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;

6.Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;

7.Mewujudkan tingkat   kepatuhan atas  Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penyampaian SPT Tahunan;

3.

dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di

bawah ini:

Nama: ASA FARRIHA, S.Ak

Jabatan   : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTLAN DAN

INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Tersedianya Dokumen administrasi Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

2.Tersedianya data ikatan Profesi ASN yang sudah/belum terbentuk



Penata Muda - III/a

NIP. 198207112011012001

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos

Penata Tk. I - III/d

NIP. 197911262007011012

PENGOLAH DATA

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja

dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024



Penata Mudk - HI/a

NIP. 198207112011012001

S.AkRONNY FAT1NASAHRANI. S.Sos
Penata Tk. I - Ill/d

NIP. 197911262007011012

PENGOLAH DATA

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

1

1

1

20

150

150

15

150

TARGET

Dokumen

Dokumen

Dokumen

JP

Data

Data

Data

Doku men

SATUAN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKASN Per 31

Maret 2023

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP akhir bulan

Februari setiap tahun

Jumlah Jam Pelajaran

Pengembangan Kompetensi

ASN

Jumlah layanan Fasilitasi

Profesi ASN

Jumlah data per Profesi ASN
yang sudah terbentuk

Jumlah data ikatan Profesi

ASN yang sudah/belum

terbentuk

Jumlah Dokumen Administrasi

Fasilitasi lembaga Profesi ASN

INDIKATOR

Terselesaikannya Laporan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN)

Mewujudkan kepatuhan

penyampaian Sasaran Kinerja

Pegawai di Bidang;

Terlaksananya pengembangan

kompetensi ASN minimal 20 JP

per tahun

Terlaksananya layanan

Fasilitasi Profesi ASN

dilingkungan Pemerintah Kab.

Kutai Kartanegara

Tersedianya data anggota

ikatan Profesi ASN yang sudah

terbentuk dilingkungan
Pemerintah Kab. Kutai

Kartanegara

Tersedianya data ikatan Profesi

ASN yang sudah/belum

terbentuk dilingkungan

Pemerintah Kab. Kutai

Kartanegara

Tersedianya Dokumen

administrasi Fasilitasi Lembaga

Profesi ASN

SASARAN

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



IITJ

KJDalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Wahyu Ramadhani, S.Tr.IP

Jabatan    : Pengelola Data

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Ronny Fatinasahrani, S.Sos

Jabatan    : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama

berjanji :

1.Tersedianya Data Kebutuhan ASN

2.Tersedianya Data Usulan Pensiun PNS

3.Tersedianya Data Usul PPPK

4.Tersedianya Dokumen Daftar Perorangan Calon Pensiun (DPCP)

5.Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penetapan Pensiun

6.Tersedianya Data Peremajaan usul Pensiun pada Aplikasi SIASN

7.Tersedianya Data Verifikasi dan perbaikan usul Pensiun

8.Tersedianya Dokumen Persetujuan Teknis Penetapan Pensiun PNS

9.Terlaksananya Peremajaan Data Dokumen Penetapan Pensiun pada Aplikasi

Kepegawaian

10.Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN minimal  20 JP per

Tahun

11.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

dan penyampaian SPT Tahunan per tanggal 31 Maret Setiap Tahun

12.Menyelesaikan penyampaian Sasaran Kinerjn Pegawaj ^SKP) ^i bidang

13.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab say a.

LTJJ

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAJ BARTANEGARA



i:

NIP.20O001072022081001

ANI. S.Tr.IPWARONNY FATINASAHRANI, S.Sos

NIP. 197911252007011012

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

Pelaksana

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengadaan,

_Eemherhentian, dan Informasi

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan

dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kineija sebagaimana yang

telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak kedua:



20 JP

575

575

575

575

575

575

1200

500

6

TARGET

Sertifikat

Data

Dokumen

Data

Data

Dokumen

Dokumen

Data

Data

Data

SATUAN

Jumlah pelatihan minimal 20 JP

per Tahun yang diikuti

Jumlah Peremajaan Data

Dokumen Penetapan Pensiun

pada Aplikasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Persetujuan

Teknis Penetapan Pensiun PNS

Jumlah Data Verifikasi dan

perbaikan usui Pensiun yang

dikelola

Jumlah Data Peremajaan usul

Pensiun pada Aplikasi SIASN yang

dikelola

Jumlah Dokumen Surat

Keputusan Penetapan Pensiun

Jumlah Dokumen Daftar

Perorangan Calon Pensiun (DPCP)

Jumlah Data Usul PPPK yang

dikelola

Jumlah Data usulan pensiun PNS

yang dikelola

Jumlah Data Kebutuhan ASN

yang dikelola

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya

Pengembangan

Kompetensi ASN

minimal 20 JP per

Tahun

Terlaksananya

Peremajaan       Data

Dokumen   Penetapan

Pensiun pada Aplikasi

Kepegawaian

Tersedianya Dokumen

Persetujuan Teknis

Penetapan Pensiun PNS

Tersedianya      Data

Verifikasi dan perbaikan

usul Pensiun

Tersedianya      Data

Peremajaan       usui

Pensiun pada Aplikasi

SIASN

Tersedianya  Dokumen

Surat        Keputusan

Penetapan Pensiun

Tersedianya   Dokumen

Daftar Perorangan Calon

Pensiun <DPCP)

Tersedianya Data Usul

PPPK

Tersedianya Data Usulan

Pensiun PNS

Tersedianya       Data

Kebutuhan ASN

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

10.

9.

od.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

Its

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



NIP.200001072022081001

ANI. S.Tr.IPWARONNY FATINASAHRANI. S.Sos

NIP. 197911262007011012

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

Pelalcsana

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengadaan,

Pemberhentiandan Informasi

100

100

1

Persen

Persen

Dokumen

Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SPT Tahunan 100% Per 31 Maret

setiap tahun

Tingkat Kepatuhan serta

Kelengkapan LHKASN 100%

Pertanggal 31 Maret setiap tahun

Tingkat kepatuhan penyampaian

SKP akhir bulan Februari setiap

tahun

Mewujudkan tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan

Aparatur Negara

Mewujudkan tingkat

kepatuhan penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP) di bidang
12.

11.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama   : MUSDIANA NUR

Jabatan  :  PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama   : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan  :  KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Tersedianya dokumen Administrasi Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;

2.Tersediannya data ikatan profesi ASN yang sudah/belum terbentuk

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

3.Tersedianya data anggota ikatan profesi ASN yang sudah terbentuk

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.Terlaksananya layanan Fasilitasi Profesi ASN dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara;

5.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;

6.Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara

tertulis maupun lisan;

7.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

8.Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di

Bidang

9.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab say a.



MUSDIANA NUR

Pengatur Tk.I (Il/d)

NIP. 197109212010012001

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos

Penata Tk.I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

FATINA

Pengolah Data^

Pihak Pertama,

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi ASN

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.



20

150

150

15

150

TARGET

JP

Data

Data

Data

Dokumen

SATUAN

Jumlah Pengembangan

Kompetensi yang diikuti

minimal 20 JP

Jumlah layanan

fasilitasi profesi ASN

Jumlah data per profesi

ASN yang sudah
terbentuk

Jumlah data ikatan

profesi ASN yang

sudah/belum terbentuk

Jumlah dokumen

administrasi fasilitasi

Lembaga profesi ASN

INDIKATOR KINERJA

Melaksanakan

pengembangan

kompetensi ASN minimal

20 JP pertahun;

Terlaksananya layanan

Fasilitasi Profesi ASN

dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai

Kartanegara;

Tersedianya data anggota

ikatan profesi ASN yang

sudah terbentuk

dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai

Kartanegara;

Tersediannya data ikatan

profesi ASN yang

sudah/belum terbentuk

dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai

Kartanegara;

Tersedianya dokumen

Administrasi Fasilitasi

Lembaga Profesi ASN;

SASARAN KEGIATAN

5

4

3

2

1

NO.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



MUSDIANA NUR

Pengatur Tk.I (Il/d)

NIP. 197109212010012001

RONNY FATINASAHRANL S.Sos

Penata Tk.I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

Pengolah Data,

Pihak Pertama,

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi ASN

1

1

Dokumen

Dokumen

Tingkat Kepatuhan
LHKASN Pertanggal 31
Maret 2023

Tingkat Kepatuhan
Penyampaian SKP akhir
bulan Februari

Mewujudkan tingkat
kepatuhan atas laporan

harta kekayaan

penyelenggara negara

(LHKPN) dan laporan
harta kekayaan aparatur

sipil negara (LHKASN)

Terlaksananya tingkat
kepatuhan penyampaian

Sasaran Kerja Pegawai

(SKP)

7

6



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di

bawah ini:

Nama: RUSDIANSYAH

Jabatan   : PENGELOLA PROFESI SDM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Tersedianya Dokumen administrasi Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

2.Tersedianya data ikatan Profesi ASN yang sudah/belum terbentuk

dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

3.Tersedianya data anggota ikatan Profesi ASN yang sudah terbentuk

dilingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

4.Terlaksananya layanan Fasilitasi Profesi ASN dilingkungan Pemerintah

Kab. Kutai Kartanegara

5.Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per tahun;

6.Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di Bidang;

7.Mewujudkan  tingkat   kepatuhan  atas  Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penyampaian SPT Tahunan

ojnyTJTunurynLfliiJTJT^^



Pengatur Tk. I - Il/d

NIP. 197502202007011014

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos
Penata Tk. I - IH/d

NIP. 197911262007011012

PENGELOLA PROFESI SDM

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Peijanjian Kineija Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kineija dari peijanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Peijanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).



Pengatur Tk. I - II/d

NIP. 197502202007011014

Penata Tk. I - Ill/d

NIP. 197911262007011012

S.SosRAMH,RONNY FATINASAH

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGELOLA PROFESI SDM

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAILDAN INFORMASI ASN

1

1

1

20

150

150

15

150

TAR
GET

Doku

men

Doku

men

Doku

men

JP

Data

Data

Data

Doku

men

SATU
AN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKASN

Per 31 Maret2023

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP

Jumlah Jam Pelajaran

Pengembangan Kompetensi

ASN

Jumlah layanan Fasilitasi

Profesi ASN

Jumlah data per profesi

ASN yang sudah terbentuk

Jumlah data ikatan Profesi

ASN yang sudah/belum

terbentuk

Jumlah Dokumen

Administrasi Fasilitasi

Lembaga Profesi ASN

INDIKATOR

Terselesaikannya Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN)

Mewujudkan kepatuhan

penyampaian Sasaran Kinerja

Pegawai di Bidang;

Terlaksananya pengembangan

kompetensi ASN minimal 20 JP per

tahun

Terlaksananya layanan Fasilitasi

Profesi ASN dilingkungan Pemkab.

Kutai Kartanegara

Tersedianya data anggota ikatan

Profesi ASN yang sudah terbentuk

dilingkungan Pemkab. Kutai

Kartanegara

Tersedianya data ikatan Profesi ASN

yang sudah/ belum terbentuk

dilingkungan Pemkab. Kutai

Kartanegara

Tersedianya Dokumen administrasi

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

SASARAN

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

lojnununLJnunununun^^



Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mengelola data Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang diinput

pada Aplikasi Kepegawaian;

2.Melaksanakan rekonsiliasi peremajaan data dan perbaikan disparitas

data anomali pada Simpeg dan MyASN;

3.Melaksanakan usulan pemuktahiran data Konversi NIP pada Layanan

Aplikasi Status Kedudukan Kepegawaian (SKK);

4.Mengelompokkan Data Kepegawaian ke dalam buku Statistik;

5.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;

6.Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara

tertulis maupun lisan;
7.Melaksanakan penyampaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

8.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya.

PERJAN JIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalaxn rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama   : DAHRIANSYAH

Jabatan  : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama   : RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan  : KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN



Pengatu Tk.I (11/d)

NIP. 197502032010011002

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos

Penata Tk.I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

Pengolah Data^

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi ASN,

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Peijanjian Kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.



20

1

12

1

1527

14

TARGET

JP

Buku

Laporan

Dokumen

Data

Dokumen

SATUAN

Jumlah Pengembangan

Kompetensi yang diikuti

minimal 20 JP

Jumlah Data

Kepegawaian yang

dikelompokkan dalam

Buku Statistik

Jumlah rekap data

kepegawaian yang

dibuat untuk pelaporan

Jumlah dokumen

usulan pemuktahiran

data Konversi NIP

Jumlah rekonsiliasi

peremajaan dan perbaikan

disparitas data

Jumlah Data Struktur
Organisasi dan Tata

Kelola (SOTK) yang

diinput

INDIKATOR KINERJA

Melaksanakan

pengembangan

kompetensi ASN minimal

20 JP pertahun;

Tersedianya Data

Kepegawaian yang

dikelompokkan dalam

Buku Statistik;

Tersedianya rekapitulasi

Data Kepegawaian ASN

per perangkat daerah;

Tersedianya dokumen

usulan pemuktahiran

data Konversi NIP pada

Layanan Aplikasi Status
Kedudukan Kepegawaian

(SKK);

Terlaksananya rekonsiliasi

peremajaan data dan

perbaikan disparitas data

anomali pada Simpeg dan

MyASN;

Tersedianya Data Struktur

Organisasi dan Tata

Kelola (SOTK) yang

diinput pada Aplkasi

Kepegawaian;

SASARAN KEGIATAN

6

5

4

3

2

1

NO.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



NIP. 197502032010011002

RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Penata Tk.I (Ill/d)

NIP. 197911262007011012

Pengolah Data,

Pihak Pertama,

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi ASN,

1

1

Laporan

Dokumen

Tingkat Kepatuhan
LHKASN Pertanggal 31
Maret 2023

Tingkat Kepatuhan
Penyampaian SKP akhir
bulan Februari

Mewujudkan tingkat
kepatuhan atas laporan

harta kekayaan

penyelenggara negara

(LHKPN) dan laporan
harta kekayaan aparatur

sipil negara (LHKASN)

Terlaksananya tingkat
kepatuhan penyampaian

Sasaran Kerja Pegawai

(SKP)

8

7
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NURUL KHODIRIYAH
Pengatur TK.I-II/d

NIP. 197602092008012017

RONNY FATriiAS^^HRANI. S.Sos

Penata Tk.I - Ill/d

NIP. 197911262007011012

PENGOLAH DATA

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,

PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kineija Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024
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SATUAN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKASN per

tanggal 31 Maret 2023

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP akhir bulan

Februari setiap tahun

Jumlah Jam Pelajaran
Pengembangan Kompetensi

ASN

Jumlah Dokumen Elektronik
Tembusan Cuti Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen usul Karis,
Karsu dan Tapera

Jumlah Data usul TAPERA

pensiun

Jumlah Data usul Karis Karsu

Jumlah Data tembusan cuti

ASN dari Perangkat Daerah

Jumlah Rekonsiliasi
peremajaan data

Jumlah Dokumen Elektronik

Cuti

Jumlah data usul cuti

Jumlah data Penjagaan Cuti

ASN

INDIKATOR

Terselesaikannya Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN)

Mewujudkan kepatuhan
penyampaian Sasaran Kinerja

Pegawai di Bidang;

Terlaksananya pengembangan

kompetensi ASN minimal 20 JP

per tahun

Tersedianya Dokumen

Elektronik Tembusan Cuti
Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen usul

Karis, Karsu dan Tapera Pensiun

Tersedianya Data usul TAPERA

pensiun yang diinfut pada

aplikasi

Tersedianya Data usul Karis

Karsu yang diinfut pada aplikasi

Tersedianya Data tembusan cuti

ASN dari Perangkat Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi
peremajaan data

Tersedianya Dokumen

Elektronik Cuti ASN yang diinfut

pada aplikasi

Tersedianya data usul cuti ASN

Tersedianya data Penjagaan Cuti

PNS

SASARAN
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NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



NURUL KHODIRIYAH

Pengatur TK.I-II/d

NIP. 197602092008012017

RONNYFATlftASAHRANI. S.Sos

Penata Tk.I - Ill/d

NIP. 197911262007011012

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATAPEMBERHENTIAN DAN

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN
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SAMSU ARIJAL
Pengatur Tk. I - Il/d

NIP. 197806152007011024

PENGELOLA DATA

Pihak Pertama,

RONNY FATINASAHRANI, S.Sos
Penata Tk. I - Ill/d

NIP. 197911262007011012

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024
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Penyampaian LHKASN per 31

Maret 2023

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP akhir bulan

Februari setiap tahun

Terpenuhinya Pengembangan

Kompetensi ASN

Jumlah Dokumen layanan

administrasi data dan infonnasi

Jumlah Dokumen usul Pensiun

Jumlah Dokumen usul Kartu

Isteri dan Kartu Suami

Jumlah Dokumen usul Tapera

Jumlah Dokumen usul cuti

ASN

INDIKATOR

Terselesaikannya Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara (LHKASN

Mewujudkan kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai di Bidang;

Terlaksananya

pengembangan

kompetensi ASN minimal

20 JP pertahun

Tersedianya Dokumen

layanan administrasi data

dan infonnasi

Tersedianya Dokumen

usul Pensiun

Tersedianya Dokumen

Kartu Isteri dan Kartu

Suami

Tersedianya Dokumen

usul Tapera

Tersedianya dokumen

usul cuti ASN

SASARAN

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertandatangan di bawah ini:

Nama: RIDWAN

Jabatan   : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: RONNY FATINASAHRANI, S.Sos

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN

INFORMASI ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Tersedianya Dokumen usul cuti ASN

2.Tersedianya Dokumen usul Tapera

3.Tersedianya Dokumen usul Kartu Isteri dan Kartu Suami

4.Tersedianya Dokumen usul Pensiun

5.Tersedianya Dokumen layanan administrasi data dan informasi

6.Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP per

tahun;

7.Mewujudkan kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai di

Bidang;
8.Mewujudkan tingkat   kepatuhan atas  Laporan  Harta  Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Penyampaian SPT Tahunan;

9.Terlaksananya * Gerakan Etam Mengaji * (GEMA)

pjiuryijnunLin^^



RIDWAN
Pengatur Tk. I - 11/d

NIP. 197303052007

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos

PenataTk. I-III/d

NIP. 197911262007011012

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASNa
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SATUAN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKASN per 31

Maret 2023

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP akhir bulan

Februari setiap tahun

Terpenuhinya Pengembangan

Kompetensi ASN

Jumlah Dokumen layanan

administrasi data dan informasi

Jumlah Dokumen usul Pensiun

Jumlah Dokumen usul Kartu

Isteri dan Kartu Suami

Jumlah Dokumen usul Tapera

Jumlah Dokumen usul cuti

ASN

INDIKATOR

Terselesaikannya Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara (LHKASN)

Mewujudkan kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai di Bidang;

Terlaksananya

pengembangan

kompetensi ASN minimal

20 JP pertahun

Tersedianya Dokumen

layanan administrasi data

dan informasi

Tersedianya Dokumen

usul Pensiun

Tersedianya Dokumen

Kartu Isteri dan Kartu

Suami

Tersedianya Dokumen

usul Tapera

Tersedianya dokumen

usul cuti ASN

SASARAN

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

i

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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RIDWAN
Pengatur Tk. I - Il/d

NIP. 197303052007011039

Penata Tk. I - Ill/d

NIP. 197911262007011012

RONNY FATINASAHRANI. S.Sos

PENGADMINISTRASI UMUM

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kineija dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan  dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan (sebagaimana terlampir).



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ANWAR WAHID, S.Sos

Jabatan   : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: MUKHDAN, S.E

Jabatan   : Pj.KEPALA  BIDANG PENGEMBANGAN  SUMBER DAYA

APARATUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1Menyediakan profil  pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/

kompetensi;

2Menyusun Laporan Pengelolaan Assesment Center;

3Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

4Terpenuhinya Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan;

5Menyelesaikan tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

6Melaksanakan Verifikasi terhadap Input e-Pantau;

7Menyediakan Data Hasil Analisis standar Usulan SHS (Standar Harga Satuan);

8Menyelesaikan Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD

ditetapkan);

9Merealisasikan Anggaran Berdasarkan ketersediaan SPD yang diterbitkan;

10Menyediakan Dokumen Manajemen Risiko Pada Perangkat Daerah Per Triwulan;

11Memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi bagi perempuan;

12Menyediakan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;

13Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan;

14Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab saya.

1^^



Penata (III/c)
NIP. 197211102006041024

(III/c)
NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA

Pihak Kedua,
Pj. KEPALA BIDANG

PENEGEMBANGAN SUMBER DAYA
APARATUR

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari

Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Peijanjian Kineija sebagaimana yang telah

ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

diperlukan   dalam  rangka   pemberian2. Mengambil   tindakan   yang
penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kineija dari peijanjian ini;



JLWUfLriinLnjTL^^

Nvava
VMVO^NVXHVH IVXQM

vAva xaawns ^vowvawaoNad nva
^oe NiiHvx NYHvan^ad vrnaNm

O

ON

I

z

e

S

9

L

NV^VSVS

BJB9|^

UB-iodBq  sb^b  UBqn^Bd9>^

(d^S)
TBAVB9d  bCi9UI^ XTBJBSBS

^BJ^Suq.        UB>[pii#fnAV9j^

SHS uBjnsg uBTBdure^u9d

1 (UB>^dB^9}Tp

Q9dV   qB^9^9g   UB^ng
\   |BUITS5[B^) ad 1e^X^lx^A

UBTfUBpt9d   UB>pBS9p^U9p\[

HOXVMIQNI

unsnsip Sub^ iBAVB9d

TSU9}9dUIO3[   TUOJ^ B^Ba

unqB^

J3^ NdHHT UBTBdlIIB^U9d

XdS      UBTBdlUB^U9d

unqB^ dBp^s

SujTBd d^S UBiBdurBvCu^g

UBqrqBd^^j      ^B5{uix

UB^nq dBq9S 0T
•[BSStTBtJ. J9d ISB3flJTJ9A ip

B^u^n^u^q

qBJ9Ba ^B5^xrBJ9d (SHS)

VjcI^I V                 ^. |tf4^

^rejng    \    ^Buns^^B^^)

ad ^^^TH treifuBprad

NVI1XVS

UBJodBq

treaodBq

UBJOdBq

U9SJ9J

U9SJ9J

U9SJ9^

U9SJ9d

U9SJ9d

xaodvx

T

T

T

OOT

OOT

OOT - 08

OOT - 08

OOT



ununununu

1

1

20

1

40

4

70%

Dokumen

Laporan

(JP)
jaran

Pembela

Jam

si

Presenta

ASN

Laporan

Persen

tugas

laporan    pelaksanaan

tugas  dan  ketepatan

Jumlah  terlaksananya

Pratama

Seleksi   Terbuka  JPT

kompetensi     melalui

pengembangan

Melaksanakan

kompetensi yang diikuti

pengembangan

Pembelajaran      (JP)

Jumlah          Jam

dan kompetensi pegawai;

kesenjangan kualifikasi

Jumlah       laporan

perempuan

kompetensi        bagi

pengembangan

Jumlah      kegiatan

Manajemen Risiko

laporan   Pengendalian

Manajemen Risiko dan

Prosedur   penyusunan

diterbitkan;

ketersediaan SPD yang

berdasarkan

realisasi       anggaran

Tingkat         presentasi

tertulis maupun lisan;

pimpinan   baik   secara

diperintahkan      oleh

kedinasan   lain   yang

Melaksanakan     tugas

kompetensi ASN

mengikuti pengembangan

Memfasilitasi PNS yang

Tahun

20 Jam Pelajaran dalam 1

kompetensi ASN minimal

Mengikuti pengembangan

pegawai;

kualifikasi dan kompetensi

tentang kesenjangan

Menyediakan informasi

bagi perempuan;

pengembangan kompetensi

Memfasilitasi      kegiatan

Per Triwulan

Risiko Pada Sub Kegiatan

Dokumen Manajemen

dalam menyediakan

Terlaksannya Ketepatan

SPD yang diterbitkan;

Berdasarkan ketersediaan

Merealisasikan Anggaran

14

13

12

11

10

9

8



Penata (III/c)
NIP. 197211102006041024

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS SDM
APARATUR AHLI MUDA

NIP. 197407071998031005

Pihak Kedua,

Pj. KEPALA BIDANG

PENEGEMBANGAN SUMBER DAYA
APARATUR

APBD

APBD

KETERANGAN

1.950.000.000,00

1.950.000.000,00

ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN

Pengelolaan Assessment

Centre

PROGRAM

1

NO.

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEN GEM BANG AN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.  Terpenuhinya pengembangan kompetensi yang telah paling sedikit 20

Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun;
2   Tersedianya data analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan

pengembangan kompetensi ASN;

3.Tersedianya Instrumen Pelaksanaan Coaching/Mentoring;

4.Tersedianya Surat  Pemberitahuan/  Surat  Tugas PNS yang akan

diikutkan Pengembangan Kompetensi Bimbingan Teknis;

5.Tersedianya Laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;

6.Tersedianya data ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi

dan ditetapkan melalui Surat Keputusan;

7.Tersedianya data calon peserta pelatihan

8.Tersedianya Surat Pemanggilan /Surat Tugas PNS yang akan mengikuti

pelatihan;
9.Tersedianya laporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan

pilihan;
10.Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi

teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan;

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama   : DECKY GUNARYANA, SH

Jabatan  :  ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama   : MUKHDAN, SE

Jabatan  :  Pj.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR



DECKY GUNARYANA. SH

Pen^ta Muda (Ill/a)

NIP. 197101122007011013NIP. 197407071998031005

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

Pihak Kedua,

Pj.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA ASN

11.Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi

teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan.

12.Tersediannya laporan harta kekayaan yang telah disampaikan melalui

Aplikasi SIHARKA ASN paling lambat 31 Maret 2024
13.Tersediannya laporan SPT Tahunan yang telah disampaikan paling

lambat 31 Maret 2024;

14.Tersedianya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah

disampaikan paling lambat 28 Januari 2024;

15.Tersusunnya Perjanjian Kineija PD ( Maksimal 1 Bulan Setelah APBD

ditetapkan.

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).



35

20

2

5

5

20

TARGET

SK

Laporan

Surat

Dokumen

Data

Jam

Pelatihan

SATUAN

Jumlah        Surat

Keputusan Peningkatan

Kapasitas Kinerja ASN

Jumlah dokumen Surat

Pemberitahuan/  Surat

Tugas PNS yang akan

diikutkan

Pengembangan

Kompetensi    melalui

Coaching/ Mentoring

Jumlah PNS Perangkat
Daerah  yang  akan

diikutkan

Pengembangan

Kompetensi    melalui

Coaching/ Mentoring

Jumlah     dokumen

Instrumen Pelaksanaan

Coaching/ Mentoring

Jumlah dokumen hasil

analisis   kesenjangan

kompetensi       dan

kebutuhan

pengembangan

kompetensi ASN;

Jumlah Jam Pelatihan

yang telah diikuti;

INDIKATOR
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Surat Keputusan

Tersedianya Laporan

Peningkatan Kapasitas

Kinerja ASN

Tersedianya Surat

Pemberitahuan/ Surat

Tugas PNS yang akan

diikutkan

Pengembangan

Kompetensi Bimbingan

Teknis.

Tersedianya Instrumen

Pelaksanaan

Coaching/ Mentoring.

Tersedianya data

analisis kesenjangan

kompetensi dan

kebutuhan

pengembangan

kompetensi ASN.

Tersedianya

pengembangan

kompetensi yang telah

paling sedikit 20 Jam

Pelatihan dalam 1

(satu) Tahun.

SASARAN

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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DECKYNARYANA. SH
Pen^ta Muda (Ill/a)

NIP. 197101122007011013

E

Petttrta(III/c)
NIP. 197407071998031005

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

ANALIS PENGEMBANGANPj.KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA ASN

1DokumenJumlah dokumen PK

Tersusunnya

Peijanjian Kinerja PD

(Maksimal  1  Bulan

Setelah       APBD

ditetapkan)

14.



PPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024Pi
|pBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAf ;

PKABUPATEN KUTAI KARTANEGARAj^j

PiDalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparanp

pdan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan diP

PIP
ipbawah ini:;P

piNama     : SUHERMAN, SHp

PiJabatan   : Analis SDM Aparatur Ahli MudarP

p!b
I:,Selanjutnya disebut Pihak Pertamap

p|b
PlNama     : MUKHDAN, SEP

P;Jabatan   : Pj. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya ASNP

[g)Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua[r i

PjPihak Pertama berjanji:pi
i"r~_(^ "'*

pi1.  Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencanap

[PKerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumenp

PiRencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan JangkaP^

piMenengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah[P
P[r-'l

;Piy^^g saya pimpin;ip

IP I|P
pi2. Mewujudkan tingkat   kepatuhan atas  Laporan Harta  Kekayaan^^j

pAparatur Negara (LHKAN);

p3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN

p;"BerAKHLAK";

ip4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan

pdan akuntabel;

pi5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai

Pidari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

p6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang

jg|Milik Daerah;
Pj
!pi
Pi



Pi1.  Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

pterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

Ip2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

iq
Ippenghargaan dan sanksi.
if ••- :'i

[t

Ir iJ

!l _.

Hpi P 0 iiii ii iZilijrii ii| ii jiJj fi ![j!.lip ii P ;j iijfli !j ] ] ili ii ii ii lilUilP if l'i-!il lil iitP ii iNj iLJi luj p ilJfli Ij :i| iijfjlll iLffii p |]i Si ilii jLiriP SRl

P;7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui

p]pengukuran tindak lanjut  hasil  konsultasi  publik, tindak lanjut
rri!
Irppengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat,

pimengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;

[pi8. Menyelesaikan Tindak Lanjut  Laporan Hasil  Pemeriksaan Badan

piPemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

jp!9. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat

pDaerah;
iq
P10. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat

i' jDaerah;
[q

q11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan

P ,gender;

[q
[q12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

q]13. Melaksanakan dan mendorong inovasi  dalam upaya percepatan

p]pembangunan secara efektif dem efisien;

^ i14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

pi15. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan

pzmendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

pimewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan    ^-,

pisecara langsung dan memberi  dampak nyata dalam kehidupan

pmasyarakat;

[pj16. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten

iqKutai Kartanegara;
^i
Z,17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

iq18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target      p

[p1perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan    r

tpTim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten   p

piKutai Kartanegara;p

pi19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi    ^

ptanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.Lq]

r;Pihak Kedua:



Penata / III/c

NIP. 197407071998031005

Kutai Kartanegara, 25 November

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA ASN,

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur da

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Per

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).



1

1

6533

3879

1

1

20

80 - 100

TARGET

Dokumen

Laporan

ASN

ASN

Laporan

Dokumen

Jam

Pelatihan

Persen

SATUAN

Jumlah dokumen SKP

yang disampaikan paling

lambat tanggal 28

Januari 2024

Data harta kekayaan

yang disampaikan

melalui aplikasi paling

lambat tanggal 31 Maret

2024

Jumlah ASN yang
mengikuti pelatihan

teknis

Jumlah ASN yang
mengikuti peningkatan

kapasitas kinerja

Laporan pelaksanaan

coaching/mentoring PNS

Data Pengembangan

kompetensi yang akan

ditetapkan melalui Surat

Keputusan

Jumlah Jam Pelatihan

yang telah diikuti

Persentase Capaian

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

layanan Pelatihan Teknis

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya dokumen

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Terwujudnya tingkat

kepatuhan penyampaian

LHKAN/SPT Tahunan

Terlaksananya

pengembangan

kompetensi teknis

umum, inti, dan pilihan

Terlaksananya

p>engembangan

kompetensi dalam

rangka peningkatan

kapasitas kinerja ASN

Terlaksananya

Pengembangan

Kompetensi PNS melalui

coaching/ mentoring

Tersedianya data

Rencana Pengembangan

Kompetensi ASN Tahun

2024

Terpenuhinya

Pengembangan

Kompetensi paling

sedikit 20 Jam Pelatihan

dalgim 1 (satu) Tahun

Terlaksanaya Survei

Indeks Kepuasan ASN

terhadap layanan

Pelatihan Teknis

SASARAN KEGIATAN

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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70-100

1

80-100

TARGET

Laporan

Persen

Dokumen

Persen

SATUAN

Jumlah laporan yang

disampaikan pertriwulan

Persentase anggaran

yang terealisasi

berdasarkan SPD

Ketersediaan Dokumen

Perjanjian Kinerja paling
lambat 1 bulan setelah

APBD ditetapkan

Persentase data yang

diimput ke dalam
aplikasi E-Pantau

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya laporan

pelaksanaan manajemen

risiko pada sub kegiatan

Terlaksananya realisasi

anggaran sub kegiatan

berdasarkan SPD yang

diterbitkan

Tersedianya Perjanjian

Kinerja Perangkat

Daerah

Terlaksananya pengisian

data capaian kegiatan

dan realisasi keuangan

pada aplikasi E-Pantau

SASARAN KEGIATAN

12

11

10

9

NO

[E

E;
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I
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NIP. 198105212012121002

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

HI/c
NIP. 197407071998031005

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA ASN,

7.090.070.000

APBD

APBD

KETERANGAN

4.940.070.000

2.150.000.000

ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN

PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM, INTI, DAN

PILIHAN BAGI JABATAN

ADMINISTRASI PENYELENGGARA
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN, PERANGKAT
DAERAH PENUNJANG, DAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

PENINGKATAN KAPASITAS

KINERJA ASN

—f-

PROGRAMNO.

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama   : DIAN MAYASARI, SE

Jabatan  :  ANALIS FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama   : MUKHDAN, SE

Jabatan  :  Pj.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.  Terpenuhinya pengembangan kompetensi yang telah paling sedikit 20

Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun;

2  Tersedianya data calon peserta pelatihan;

3.Tersedianya Surat Pemanggilan/ Surat Tugas ASN yang akan Mengikuti

Pelatihan;
4.Tersedianya kelengkapan administrasi pelaksanaan pelatihan;

5.Tersedianya Data Calon Peserta Dan surat Pemanggilan/ surat tugas ASN

yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, inti dan

pilihan ;
6.Tersedianya kelengkapan administrasi pelaksanaan pelatihan ;

7.Tersedianya Laporan Harta Kekayaan yang telah disampaikan melalui

SIHARKA ASN paling lambat 31 Maret 2024;

8.Tersedianya SPT Tahunan yang telah disampaikan paling lambat 31

Maret 2024 ;

9.Tersedianya Dokumen Sasaran  Kinerja Pegawai (SKP) yang telah

disampaikan paling lambat 28 Januari 2024;

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DIAN MAYASARI. SE

Penata TK.I/III.d

NIP. 197101122007011013

Tenggarong, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS FASILITASI
PENINGKATAN KOMPETENSI,

NIP. 197407071998031005

Pihak Kedua,

PJ.KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ASN,

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini;
i
2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimnndurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

10. Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD

ditetapkan;

Pihak kedua:



1

21

7

13

4

4

20

TARGET

Laporan

Pelatihan

Dokumen

Pelatihan

Dokumen

Dokumen

Jam

Pelatihan

SATUAN

Jumlah dokumen

laporan harta kekayaan

yang disampaikan

melalui aplikasi

SIHARKA ASN;

Jumlah ketersediaan

kelengkapan

administrasi

pelaksanaan pelatihan;

Jumlah surat

pemanggilan / surat

tugas pelatihan PNS;

Jumlah ketersediaan

kelengkapan kegiatan

(Absen dan

kelengkapan peserta

lainnya;

Jumlah surat

pemanggilan / surat

tugas pelatihan PNS;

Jumlah dokumen hasil

ASN yang telah

mengikuti Peningkatan
kapasitas melalui

pelatihan;

Jumlah Jam Pelatihan

yang telah diikuti;

INDIKATOR

Tersedianya Laporan

Harta Kekayaan yang

telah disampaikan

melalui SIHARKA ASN

paling lambat 31 Maret

2024;Surat Keputusan

Tersedianya

kelengkapan

administrasi

pelaksanaan pelatihan.

Tersedianya Data

Calon Peserta Dan

surat Pemanggilan/

surat tugas ASN yang

mengikuti

Pengembangan

Kompetensi Teknis

Umum, inti dan

pilihan

Tersedianya

kelengkapan

administrasi

pelaksanaan pelatihan.

Tersedianya Surat

Pemanggilan/ Surat

Tugas ASN yang akan

Mengikuti Pelatihan.

Tersedianya data calon

peserta pelatihan

Persedianya

^engembangan

competensi yang telah

paling sedikit 20 Jam

Pelatihan dalam 1

satu) Tahun.

SASARAN

7.

6.

5.

4.

3.

I

2.

1.

NO

PBRUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DIAN MAYASARI, SE
Penata TKI (Ill/d)

NIP. 198507272010012055NIP. 197407071998031005

Tenggarong, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS FASILITASI
PENINGKATAN KOMPETENSI,

Pj. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

ASN,

1

1

1

Dokumen

Dokumen

Laporan

Jumlah Dokumen PK;

Jumlah Dokumen SKP

yang disampaikan;

Jumlah Laporan SPT

Tahunan disampaikan

paling lambat 31 Maret

2024;

Tersusunnya

Perjanjian Kinerja PD

(maksimal 1 bulan

setelah APBD

ditetapkan

Tersedieinya Dokumen

Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP) yang

telah disampaikan

paling lambat 28

Januari 2024

Tersedianya SPT

Tahunan yang telah

disampaikan paling

lambat 31 Maret 2024.

10.

9.

8.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama: UMI WINARSIH, SE

Jabatan   : ANALIS DIKLAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: MUKHDAN, SE

i  Jabatan   : PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Membuat konsep pemberitahuan Orientasi PPPK, Diklat Prajabatan, Diklat

Struktural, dan Diklat Fungsional ke Perangkat Daerah;

2.Mengumpulkan data dan memerima rekapitulasi calon peserta Orientasi

i   PPPK, Diklat Prajabatan, Diklat Struktural, dan Diklat Fungsional;

3.Melakukan Analis Kebutuhan Diklat Aparatur;

4.Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Diklat Aparatur;

5.Memfasilitasi Evaluasi pasca pelatihan;

6.Menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);
i

7.Menyampaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

8.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun

9.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

10.Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan;

$

piI
I

[i
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UMI WINARSIH. SE

Penata Muda / III/a

NIP. 19811012 200604 2 024
III/c

707 199803 1 005NIP. 197

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS DIKLAT

Pihak Kedua,

PJ. KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

ASN

I
y

ia

f
M)

11.  Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

i  tanggung jawab saya.

Pihak kedua:
i

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

i  dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)



1

100

1

1

1

5

5

TARGET

Dokumen

Persen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Tingkat kepatuhan
penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

Persentase Penyampaian

dokumen PK (Maksimal 1

Bulan Setelah APBD

ditetapkan)

Jumlah fasilitasi Evaluasi

pasca pelatihan;

Jumlah dokumen analisis

dan evaluasi pelaksanaan

Diklat Aparatur;

Jumlah Dokumen Analisis

Kebutuhan Diklat
Aparatur;

Jumlah    data    dan

memerima   rekapitulasi

calon peserta  Orientasi

PPPK, Diklat  Prajabatan,

Diklat    Struktural,  dan

Diklat Fungsional;

Jumlah konsep

pemberitahuan Orientasi

PPPK, Diklat Prajabatan,
Diklat Struktural, dan

Diklat Fungsional ke
Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA

Menyampaikan dokumen

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Menyampaikan dokumen

PK (Maksimal 1 Bulan

Setelah APBD ditetapkan)

Memfasilitasi Evaluasi

pasca pelatihan;

Menganalisis dan

mengevaluasi pelaksanaan

Diklat Aparatur;

Melakukan Analis

Kebutuhan Diklat Aparatur;

Mengumpulkan data dan

memerima    rekapitulasi

calon  peserta  Orientasi

PPPK, Diklat   Prajabatan,

Diklat     Struktural,   dan

Diklat Fungsional;

Membuat konsep

pemberitahuan Orientasi

PPPK, Diklat Prajabatan,

Diklat Struktural, dan

Diklat Fungsional ke
Perangkat Daerah

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

w<



UMI WINARSIH. SE

Penata Muda / III/a

NIP. 19811012 200604 2 024NIP. 19740707 199803 1 005

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS DIKLAT

Pihak Kedua,

PJ. KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

1

100

20

Dokumen

Persen

Jam

Pelajaran

Jumlah terlaksananya

tugas dan ketetapan

laporan pelaksanaan

tugas

Tingkat          Kepatuhan

LHKAN  Pertanggal  31
Maret 2024

Jumlah Pengembangan

Kompetensi ASN

Melaksanakan Tugas

Kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan

baik secara tertulis

maupun lisan.

Menyelesaikan Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Negara (LHKAN)

Melaksanakan

Pengembangan Kompetensi

ASN minimal 20 JP Per
Tahun

11.

10.

9.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama: M. YAMIN, S.Sos

Jabatan   : PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: MUKHDAN, SE

Jabatan   : PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Membuat Karangka Acuan Kegiatan Orientasi PPPK, Diklat Pra Jabatan,

Diklat  Kepemimpinan Nasional (PIM.II), Diklat  Administrator  (PIMJII),

Diklat Pengawas (PIM.IV) sesuai NSPK;

2.Melaksanakan Penelaahan Permohonan Perangkat   Daerah Terkait

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebelum Pendidikan dan Pelatihan

dilaksanakan;

3.Menghimpun dan Mengevaluasi data ASN yang akan diikutkan Pendidikan

dan Pelatihan sesuai NSPK;

4.Menghimpun sertifikat dan Laporan (Proper) hasil pelaksanaan Pendidikan

dan Pelatihan peserta sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

5.Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK;

6.Menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);

7.Menyampaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

8.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun

9.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);



fVi

I

M. YAMIN. S.Sos

Penata Muda / III/a.

NIP. 19680401 201001 1 003NIP. 19740707 199803 1 005

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,Pihak Pertama,

PJ. KEPALA BIDANGPENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Iv

ifl

10.Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

j    secara tertulis maupun lisan.
i

11.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab saya.

Pihak kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

I  terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan  dalam rangka  pemberian

'  penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja
sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

i
Id



5

5

5

5

2

TARGET

Laporan

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Jumlah       laporan

pelaksanaan Pendidikan

dan  Pelatihan sesuai

NSPK

Jumlah sertifikat dan

Laporan (Proper) hasil
pelaksanaan Pendidikan

dan Pelatihan peserta

Jumlah evaluasi data

ASN yang akan

diikutkan Pendidikan
dan Pelatihan

Jumlah Telaahan

Pelaksanaan Diklat

sebelum Diklat

dilaksanakan;

Jumlah Karangka

Acuan Kegiatan

Orientasi PPPK, Diklat
Pra Jabatan, Diklat

Kepemimpinan Nasional

(PIM.II), Diklat
Administrator (PIM.III),

Diklat Pengawas

(PIM.IV) sesuai NSPK

INDIKATOR KINERJA

Membuat laporan

pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan sesuai NSPK;

Menghimpun sertifikat dan

Laporan (Proper) hasil
pelaksanaan Pendidikan dan

Pelatihan peserta sebagai

bahan evaluasi dan

pertanggungjawaban;

Menghimpun dan

Mengevaluasi data ASN yang

akan diikutkan Pendidikan
dan Pelatihan sesuai NSPK;

Melaksanakan Penelaahan

Permohonan Perangkat

Daerah Terkait Pelaksanaan

Pendidikan dan Pelatihan

sebelum Pendidikan dan

Pelatihan dilaksanakan;

Membuat Karangka Acuan

Kegiatan Orientasi PPPK,

Diklat Pra Jabatan, Diklat
Kepemimpinan Nasional

(PIM.II), Diklat Administrator
(PIM.III), Diklat Pengawas

(PIM.IV) sesuai NSPK

SASARAN / URAIAN

KEGIATAN

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Penata Muda / III/a

NIP. 19680401 201001 1 003

os

005NIP. 19740707 199803 1

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT

Pihak Kedua,
PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA ASN

^I

1

100

20

1

100

Dokumen

Persen

Jam

Pelajaran

Dokumen

Persen

Jumlah  terlaksananya

tugas  dan  ketetapan

laporan   pelaksanaan

tugas

Tingkat Kepatuhan

LHKAN Pertanggal 31

Maret 2024

Jumlah Pengembangan

Kompetensi ASN

Tingkat kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

Persentase

Penyampaian dokumen

PK (Maksimal 1 Bulan

Setelah APBD

ditetapkan)

Melaksanakan Tugas

Kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan

baik secara tertulis maupun

lisan.

Menyelesaikan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Negara

(LHKAN)

Melaksanakan Pengembangan

Kompetensi ASN minimal 20
JP Per Tahun

Menyampaikan dokumen

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Menyampaikan dokumen PK

(Maksimal 1 Bulan Setelah

APBD ditetapkan)

10.

9.

8.

7.

6.



Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

I
1Terwujudnya tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur

i  Negara

2Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)
3Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD

ditetapkan)

4Tersusunnya profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi

i
5Tersusunnya laporan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai

6Tersedianya Data Assesment Center

j  Tersedianya data standar Usulan SHS (Standar Harga Satuan)
i
8  Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

SUMBER DAYA

Nama: MUKHDAN, SE

Jabatan   : KEPALA  BIDANG PENGEMBANGAN

APARATUR SIPIL NEGARA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama: A. M. FAISYAL WAHYUDI, S.Sos

Jabatan   : ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA APARATUR
i

Selanjutnya disebut Pihak Pertama



NIP. 197903292007011008
PENATAJEINCHCAT I (III/c)
NIP. 19740707199803005

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kineija dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER
KOMPETENSI APARATURDAYA MA^^U^A APAATU

Pihak kedua:



^
"31

P
i

NIP. 197903292007011008

A.M^FAISYAIr^AHYUDI, S.Sos

(Ill/b)PENAT^AJMrfGKAT I (III/c)

NIP. 19740707199803005I

RDAYA MAN

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS INFORMASI pfcNEMBANGAN SUMBER

G

Iii

I
I

a

i

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR

1

1

1

1

1

100

100

100

TARGET

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Persen

Persen

Persen

SATUAN

Bukti fisik atau digital

yang menunjukkan

bahwa tugas telah dilak

sanakan

Jumlah data standar

Usulan SHS (Standar

Harga Satuan)

Data PNS yang mengiku
ti Asesment Center

Laporan kesenjangan

kompetensi pegawai

dokumen profil PNS

berdasarkan hasil asses

ment center pemetaan

talenta/ kompetensi

Persentase penyelesaian

dokumen PK (Maksimal

1 Bulan Setelah APBD

ditetapkan)

Persentase tingkat

kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

28 Januari 2024

Persentase tingkat

kepatuhan LHKAN Per

30 Maret 2024

INDIKATOR

Terlaksananya tugas

kedinasan lainnya yang

ditugaskan oleh atasan

Tersedianya data

standar Usulan SHS

(Standar Harga Satuan)

Tersedianya Data

Assesment Center

Tersusunnya laporan

kesenjangan kompetensi

pegawai

Tersusunnya profil PNS

berdasarkan hasil asses

ment center pemetaan

talenta/ kompetensi

Tersusunnya Perjanjian

Kinerja PD (Maksimal 1

Bulan Setelah APBD

ditetapkan)

Terwujudnya tingkat

kepatuhan penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Terwujudnya tingkat

kepatuhan atas LHKAN

SASARAN

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I
11

i

5

i

=31

=3

id

I

nur^^



Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: MUKHDAN, SE

Jabatan   : KEPALA  BIDANG PENGEMBANGAN  SUMBER DAYA

APARATUR SIPIL NEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
i

Pihak Pertama berjanji:

Terwujudnya tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur

Negara;

2Terwujudnya tingkat kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP);
3Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD

ditetapkan);

Terlaksananya  Konsep  Pemberitahuan  Sertifikasi  Kompetensi  di

Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota ke OPD;

Tersedianya  Data  Pejabat   Fungsional  yang  memiliki  Sertifikasi

Kompetensi di luar Guru dan Kesehatan;

6  Terfasilitasinya  PNS yang  mengikuti   Sertifikasi  Kompetensi  di

Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
Terlaksananya    verifikasi  Pelaksanaan Sertifikasi  Kompetensi  di

Lingkungan Provinsi dan Kabupaten /Kota;

8Tersedianya laporan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan

Provinsi dan Kabupaten /Kota;

9Terlaksananya Verifikasi terhadap Input e-Pantau;

10Terlaksananya tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

: FIKTOR, SP

: ANALIS DIKLAT
Nama

Jabatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertandatangan di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pehta Muda/ Ill/a

NIP. 19790509 200701 1 012NIP. 19740707199803005

KutaiKartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

ANALIS DIKLAT

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR

Pihak kedua:

.. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja

dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang   diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau di

mundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).



1

1

1

17

1

1

100

100

100

TARGET

Laporan

Laporan

Dokumen

Orang

Dokumen

Dokumen

Persen

Persen

Persen

SATUAN

Jumlah Verifikasi
terhadap Input e-

Pantau

Jumlah laporan

pelaksanaan Sertifikasi
di Lingkungan Provinsi
dan Kabupaten /Kota.

Jumlah Dokumen

verifikasi Pelaksanaan

Sertifikasi Kompetensi

di Lingkungan Provinsi
dan Kabupaten /Kota

Jumlah PNS yang
mengikuti Sertifikasi
Kompetensi di

Lingkungan Provinsi

dan Kabupaten /Kota

Jumlah laporan Pejabat
Fungsional yang

memiliki Sertifikasi
Kompetensi di luar

Guru dan Kesehatan

Jumlah Konsep

Pemberitahuan

Sertifikasi Kompetensi

di Lingkungan Provinsi

dan Kabupaten /Kota

keOPD

Persentase penyelesaian

dokumen PK (Maksimal

1 Bulan Setelah APBD

ditetapkan)

Persentase tingkat

kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

28 Januari 2024

Persentase tingkat

^epatuhan LHKAN Per

30 Maret 2024

INDIKATOR

Terlaksananya Verifikasi

terhadap Input e-Pantau

Tersedianya laporan

pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi di
Lingkungan Provinsi dan

Kabupaten /Kota

Terlaksananya verifikasi

Pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi di
Lingkungan Provinsi dan

Kabupaten /Kota

Terfasilitasinya PNS
yang mengikuti
Sertifikasi Kompetensi di
Lingkungan Provinsi dan

Kabupaten /Kota;

Tersedianya Data

Pejabat Fungsional yang
memiliki Sertifikasi
Kompetensi di luar Guru

dan Kesehatan

Terlaksananya Konsep

Pemberitahuan

Sertifikasi Kompetensi di
Lingkungan Provinsi dan

Kabupaten /Kota ke

OPD

Tersusunnya Perjanjian

Kinerja PD (Maksimal 1

Bulan Setelah APBD

ditetapkan)

Terwujudnya tingkat

kepatuhan penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Terwujudnya tingkat

iepatuhan atas LHKAN

SASARAN

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BAD AN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN US LA

KABUPATENKUTAI KARTANEGARA



Peridta Muda/ III/a

NIP. 19790509 200701 1 012
^^A (III/c)

5NIP. 19740707199803005

r, seJKH1

KutaiKartanegara, 25 November 2024

PihakPertama,

ANALIS DIKLA1

PihakKedua,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR

Kegiatan

Jumlah kegiatan
pelaksanaan Tugas

Kedinasan lain yang

diperintahkan pimpinan
baik secara tertulis

maupun lisan

Terlaksananya Tugas

Kedinasan lain yang

diperintahkan pimpinan
baik secara tertulis

maupun lisan

10



^

II

p Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari g

p Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah p

g ditetapkan. (sebagaimana terlampir)g

^Pihak kedua:i

^Ogg1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap P

Pcapaian kinerja dari perjanjian ini;g

52. Mengambil   tindakan   yangdiperlukan   dalam  rangka   pemberian p

ppenghargaan dan sanksi.^

5g

31

j

ditetapkan);gj
gj 5 Tersedianya informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai; g
g 6 Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik ^

gsecara tertulis maupun lisan

g 7 Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam ^
S1 (satu) Tahun^

1Tersedianya profil  pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/

jpikompetensi;P
p 2Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;5

P 3Terselesaikannya tingkat  kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja Pegawaig

(SKP);|j
^ 4Terselesaikannya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBDg

P Pihak Pertama berjanji:
P

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

^Nama: MUHAMMAD RIFKI DARMAWAN, S.Tr.IP

Jabatan   : PENGELOLA DATA

g Selanjutnya disebut Pihak Pertama
5

Nama: MUKHDAN, S.E

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

/ALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBEI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

i



MUHAMMAD RIFKI DARMAWAN. S.Tr.IP

PenataMuda (IH/a)

NIP. 199905202022081001NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAW SUMBER DAYA ASN

Kutai Kartanegara, 25 November 2024



20

1

1

100

1

1

50

TARGET

Jam

Pelajaran

Dokumen

Dokumen

Persen

Dokumen

Laporan

Data

SATUAN

Jumlah Pelatihan yang

telah diikuti

Jumlah terlaksananya

tugas dan ketetapan

laporan pelaksanaan

tugas

Data Kebutuhan

Pengembangan

kompetensi ASN

Persentase ASN Bidang

PSDA yang
menyampaikan dokumen

PK (Maksimal 1 Bulan

Setelah APBD ditetapkan)

Tingkat kepatuhan

penyampaian SKP 100%

paling lambat akhir

bulan Februari setiap

tahun

Persentase tingkat

kepatuhan atas Laporan

Harta Kekayaan Aparatur

Negara

Data profil kompetensi

pegawai

INDIKATOR

Terpenuhinya

Pengembangan

Kompetensi paling

sedikit 20 Jam

Pelajaran dalam 1 (satu)

Tahun

Melaksanakan Tugas

Kedinasan lainnya yang

diperintahkan oleh

atasan baik secara

tertulis maupun lisan

Terwujudnya informasi

tentang kesenjangan

kualifikasi dan

kompetensi pegawai

Tersusunnya perjanjian

kinerja PD (Maksimal 1

bulan setelah APBD

ditetapkan)

Mewujudkan tingkat
kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

Terwujudnya tingkat

kepatuhan

penyampaian LHKAN

100% per tanggal 31

Maret setiap tahun

Tersedianya profil

pegawai yang disusun

berdasarkan pemetaan

talenta/ kompetensi

SASARAN

7

6

5

4

3

2

1

NO
1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUS1A

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



MUHAMMAD RIFKI PARMA WAN. S.Tr.IP

PenataMuda (Ill/a)

NIP. 199905202022081001NIP. 197407071998031005

Pihak Pertama,

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN



I!)
lit

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAD AN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

;KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

j    Nama: ABDUL SYAHRANI
i

Jabatan   : PENGOLAH DATA
i

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: MUKHDAN, SE

Jabatan   : PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Mengumpulkan pedoman dan petunjuk untuk mengetahui macam, metode

dan teknis dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi

ASN melalui jalur pendidikan;
i

2.Mengumpulkan dan memeriksa data permohonan sebagai bahan usulan

pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur

,  pendidikan;

3.Membuat   daftar  rekapitulasi  kegiatan pelaksanaan pelatihan dan

pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan;

4.Membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi

ASN melalui jalur pendidikan;

5.Menyampaikan dokumen PK (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD ditetapkan);

6.Menyampaikan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

7.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun

8.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

ii

X



I

ia
ABDUL SYAHRANI

Pengatur TK I / Il/d

NIP. 19781209 200701 1 014

Penata / III/c
NIP. 19740707 199803 1 005

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA

Pihak Kedua,

PJ. KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Gi

ia

9.Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik

I  secara tertulis maupun lisan;

10.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya.

Pihak Kedua:

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan  dalam rangka  pemberian

i  penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja
sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Gi



100

4

4

4

4

TARGET

Persen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Persentase

Penyampaian dokumen

PK (Maksimal 1 Bulan
Setelah APBD

ditetapkan)

Jumlah laporan

pelaksanaan pelatihan

dan pengembangan

kompetensi ASN melalui

jalur pendidikan;

Jumlah daftar

rekapitulasi kegiatan

pelaksanaan pelatihan

dan pengembangan

kompetensi ASN melalui

jalur pendidikan;

Jumlah Mengumpulkan

dan memeriksa data

permohonan sebagai

bahan usulan

pelaksanaan pelatihan

dan pengembangan

kompetensi ASN melalui

jalur pendidikan;

Jumlah pedoman dan

petunjuk, metode dan

teknis dalam

pelaksanaan pelatihan

dan pengembangan

kompetensi ASN melalui

jalur pendidikan;

INDIKATOR KINERJA

Menyampaikan dokumen PK

(Maksimal 1 Bulan Setelah

APBD ditetapkan)

Membuat laporan

pelaksanaan pelatihan dan

pengembangan kompetensi

ASN melalui jalur pendidikan;

Membuat daftar rekapitulasi

kegiatan pelaksanaan

pelatihan dan pengembangan

kompetensi ASN melalui jalur

pendidikan;

Mengumpulkan dan

memeriksa data permohonan

sebagai bahan usulan

pelaksanaan pelatihan dan

pengembangan kompetensi

ASN melalui jalur pendidikan;

Mengumpulkan pedoman dan

petunjuk untuk mengetahui

macam, metode dan teknis

dalam pelaksanaan pelatihan

dan pengembangan

kompetensi ASN melalui jalur

pendidikan;

SASARAN / URAIAN

KEGIATAN

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PBRJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

fr>V-



Pengatur TK I / 11/d
NIP. 19781209 200701 1 014

ABDUL SYAHRANI

NIP. 19740707 199803 1 005

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA

Pihak Kedua,

PJ. KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN
hi

1

100

20

1

Dokumen

Persen

Jam

Pelajaran

Dokumen

Jumlah terlaksananya

tugas dan ketetapan

laporan pelaksanaan

tugas

Tingkat Kepatuhan

LHKAN Pertanggal 31

Maret 2024

Jumlah Pengembangan

Kompetensi ASN

Tingkat kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

Melaksanakan Tugas

Kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan

baik secara tertulis maupun

lisan.

Menyelesaikan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Negara

(LHKAN)

Melaksanakan Pengembangan

Kompetensi ASN minimal 20

JP Per Tahun

Menyampaikan dokumen

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

9.

8.

7.

6.



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama: SAHIRIL ANWAR

Jabatan   : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: MUKHDAN, SE

Jabatan   : Pit. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam
;   1 (satu)tahun;

2.Tersedianya Data PNS Yang Akan diikutkan Pengembangan Komptensi

i  Melalui Coaching/Mentoring;

3.Tersedianya Surat Pemberitahuan/Surat Tugas PNS yang akan diikutkan

Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring;

4.Tersedianya data Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN yang dilaksanakan

jmelalui Pelatihan;

5.Tersedianya Sertifikat   Peningkatan Kapasitas  Kinerja ASN yang

Idilaksanakan melalui pelatihan;

6.Tersedianya data calon peserta pelatihan;

7.Tersedianya Surat Pemanggilan/Surat Tugas PNS yang akan mengikuti

pelatihan;
8.Tersedianya Data ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis

!  umum, inti, dan pilihan;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



PengaturTingkat I (Il/d)

NIP. 197906152007011030NIP. 197407071998031005

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Ptama

M

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PSDA

9.Tersedianya Sertifikat pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan

pilihan;

10.Tersedianya Surat Pemanggilan/Surat Tugas PNS yang akan mengikuti

Pengembangan Kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan;

11.Laporan Harta Kekayaan yang telah disampaikan melalui LHKAN paling

lambat 31 Maret 2024;

12.Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah disampaikan paling

lambat tanggal 28 Januari 2024;

13 Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan

baik secara tertulis maupun lisan.

Pihak Kedua:

I
1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).



1

4

4

590

1

2

1

20

TARGET

Dokume

n

Dokume

n

Dokume

n

ASN

Dokume

n

Dokume

n

Dokume

n

Jam

Pelajara

n

SATUAN

Jumlah Data ASN yang

telah Mengikuti

Pelatihan Kompetensi

Teknis, Inti, dan Pilihan

Jumlah Surat

Pemanggilan/ Surat

Tugas Pelatihan Teknis

Data ASN yang

Mengikuti Pelatihan

Teknis

Jumlah ASN yang

memperoleh Sertifikat

Peningakatan Kapasitas

Kinerja

Data ASN yang telah

mengikuti Peningkatan

Kapasitas Kinerja

Pemberitahuan/ Surat

Tugas PNS yang

diikutkan

Pengembangan

Kompetensi Melalui

Coching/ Mentoring

Data Hasil
Pengembangan

Kompetensi Melalui

Coaching/ Mentoring

Jumlah Pelatihan yang

telah diikuti

INDIKATOR

Tersedia Data ASN yang

telah Mengikuti

Pelatihan Kompetensi

Teknis, Inti, dan Pilihan

Tersedia Surat

Pemanggilan/ Surat

Tugas PNS yang akan

mengikuti Pelatihan

Teknis

Tersedia Data calon

peserta Pelatihan Teknis

Tersedia Sertifikat ASN

yang Melaksanakan

Peningakatan Kapasitas

Kinerja

Tersedia Data Asn yang

melaksanakan

Peningkatan Kapasitas

Kinerja

Tersedia Surat

Pemberitahuan/ Surat

Tugas PNS yang

diikutkan Pengembangan

Kompetensi Melalui

Coching/ Mentoring

Tersedia Data PNS yang

diikutkan dalam

Pengembangan

Kompetensi Melalui

Coching/ Mentoring

Terpenuhinya

Pengembangan

Kompetensi paling sedikit

20 Jam Pelajaran dalm 1

(satu) tahun

SASARAN

8

7

6

5

4

3

2

1

ro

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pengatur Tingkat I (11/d)
NIP. 197906152007011030NIP. 197407071998031005

R

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENG0ll DATA
Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PSDA

1560

1

i—i

i-H

7

784

Sertifika

t

Dokume

n

Dokume

n

Dokume

n

Dokume

n

ASN

Jumlah Sertifikat
Pengembangan

Kompetensi ASN

Perangkat Daerah yang

di terbitkan

Jumlah terlaksananya

tugas dan ketetapan

laporan pelaksanaan

tugas

Jumlah Dokumen SKP

yang telah disampaikan

Dokumen laporan harta

kekayaan yang

disampaikan melalui

aplikasi LHKAN

Jumlah Surat

Pemanggilan/ Surat

Tugas Pelatihan PNS

yang mengikuti
Pengembangan

Kompetensi Teknis, Inti,

dan Pilihan

Jumlah ASN yang telah

Mengikuti
Pengembangan

Kompetensi Teknis, Inti,

dan Pilihan

Fasilitasi Penerbitan

Sertifikat Pengembangan

Kompetensi ASN

Perangkat Daerah

Melaksanakan Tugas

Kedinasan Lainnya yang

diperintahkan oleh

atasan baik secara

tertulis maupun lisan

Dokumen Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

yang telah disampaikan

paling lambat tanggal 28

Januari 2024

Laporan Harta Kekayaan

yang telah disampaikan

melalui SIHARKA ASN

paling lambat 31 maret

2024

Tersedia Surat

Pemanggilan/ Surat

Tugas PNS yang akan

mengikuti
Pengembangan

Kompetensi Teknis, Inti,

dan Pilihan

Tersedia Sertifikat
Pengembangan

Kompetensi Teknis, Inti,

dan Pilihan

14

13

12

11

10

9
i



9. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

1*1

1

I!^]

I
y

hi

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama: SYAHRIAL

Jabatan   : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: MUKHDAN ,SE

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ASN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Menerima, mencatat  dan menyortir surat  masuk, sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan Pencarian.

2.Memberi lembaran pengantar,sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku,agar memudahkan pengendalian.

3.Mengelempokkan  surat   atau  dokumen  menurut   jenis  dan

sipatnya,sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.agar

memudahkan Pendistribusian.

4.Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan

yang berlaku,agar tertib administrasi.

5.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaluasi.

j       6. Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD
iditetapkan);

|   7. Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP

8. Terwujudnya tingkat  kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP);

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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I!Gi

SYAHRIAL
Pengatur/ Il/c

NIP. 197801092012121001NIP. 197407071998031005

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM
Pihak Kedua,

Pj.KEPALA BIDANG PSDA,

i; 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan baik secara

!tertulis maupun lisan.

Pihak kedua :
i

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

I  penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Gi

lik.



5

5

20

20

30

TARGET

Dokumen

Dokumen

Berkas

Berkas

Berkas

SATUAN

Jumlah hasil pelaksanaan

tugas sesuai dengan

prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi;

Jumlah surat sesuai

dengan prosedur dan

ketentuan yang

berlaku,agar tertib

administrasi;

Jumlah surat atau

dokumen menurut jenis

dan sipatnya,sesuai

dengan prosedur dan

ketentuan yang

berlaku, agar

memudahkan

Pendistribusian;

Jumlah lembaran

pengantar,sesuai dengan

prosedur dan ketentuan

yang berlaku,agar

memudahkan

pengendalian disposisi

pimpinan sposisi

pimpinan

Jumlah surat masuk dan

surat keluar, sesuai

dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku

agar memudahkan

pencarian;

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya

Melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sesuai

dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan

evaluasi;

Tersedianya

Mendokumentasikan

surat sesuai dengan

prosedur dan ketentuan

yang berlaku,agar tertib

administrasi;

Tersedianya

Pengelompokkan surat

atau dokumen menurut

jenis dan sipatnya,

sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang

berlaku.agar

memudahkan

Pendistribusian;

Tersedianya lembaran

pengantar, sesuai dengan

prosedur dan ketentuan

yang berlaku,agar

memudahkan

pengendalian disposisi

pimpinan;

Terlaksananya

Vlenerima, mencatat, dan

menyortir surat masuk

dan surat keluar, sesuai

dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku

agar memudahkan

pencarian;

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

5.

4.

3.

2.

i-i

NO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



III)

Pengatur/ 11/c

NIP. 197801092012121001NIP. 197407071998031005

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM
Pihak Kedua,

Pj.KEPALA BIDANG PSDA,

1

1

1

20

1

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Jam

Pelajaran

Dokumen

Jumlah terlaksananya

tugas dan ketetapan

laporan pelaksanaan

tugas

Dokumen laporan harta

kekayaan yang di

sampaikan melalui

aplikasi LHKAN

Jumlah tingkat kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

Jumlah Mengikuti

Pelajaran Pengembangan

yang telah dilaksanakan

Jumlah Tersusunnya

Perjanjian Kinerja PD

(Maksimal 1 Bulan Setelah

APBD ditetapkanjkegiatan

kedinasan dapat berjalan
dengan lancar.

Melaksanakan tugas

kedinasan lain yang di

perintahkan oleh
Pimpinan baik secara

tertulis maupun lisan

Laporan harta kekayaan

yang telahdisampaikan

melalui SIHARKA ASN

paling lambat 31 maret

2024

Terwujudnya tingkat

kepatuhan penyampaian

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

Terlaksananya

Pengembangan

Kompetensi Minimal 20

JP

Tersusunnya Perjanjian

Kinerja PD (Maksimal 1

Bulan Setelah APBD

ditetapkan)

1(

9

8

7

6.

LT i!

[M
v

I

II

I^'
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y

I

Dalaxn rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama: MASDARI

Jabatan   : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

i
Nama: MUKHDAN, SE

Jabatan   : PJ. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi paling sedikit  20 Jam

Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun;

2.Tersedianya  Dokumentasi   dan  bahan  laporan  pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi melalui Coaching/Mentoring;

3.Tersedianya Dokumentasi dan bahan laporan Peningkatan Kapasitas

Kinerja ASN melalui Pelatihan Umum, Inti, dll;

4.Tersedianya Dokumentasi dan bahan laporan Peningkatan Kapasitas

Kinerja ASN melalui Pelatihan Teknis;

5.Terpenuhinya Penyampaian Laporan Harta Kekayaan yang telah

disampaikan melalui LHKAN paling lambat 31 Maret 2024;

6.Tersedianya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah

disampaikan paling lambat 28 Jaunuari 2024;

7.Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 bulan setelah APBD

ditetapkan).

8.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

baik tertulis maupun lisan.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY A MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ii

s!



faLr

Pen^atur Muda /II/a

NIP. 19760915 201001 1 014

^DARI
Penata / III/c

NIP. 19740707 199803 1 005

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM

Pihak Kedua,

PJ. KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA ASN,

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab saya.

fahi

faIt I



1

1

1

1

21

13

1

20

TARGET

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Laporan

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Jam

Pelatihan

SATUAN

Jumlah terlaksananya

tugas  dan ketepatap

laporan  pelaksanaan

tugas.

Jumlah Dokumen

Perjanjian Kinerja.

Jumlah Dokumen

Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP) yang

telah disampaikan;

Jumlah Dokumen

Laporan Harta

Kekayaan yang

disampaikan melalui

Aplikasi LHKAN;

Jumlah Ketersediaan

bahan laporan

pelaksanaan pelatihan

Teknis;

Jumlah Ketersediaan

bahan laporan

pelaksanaan pelatihan;

Jumlah Dokumentasi

dan bahan laporan

pelaksanaan

Pengembangan

Kompetensi melalui

Coaching/ Mentoring;

Jumlah Jam Pelatihan

yang telah diikuti;

INDIKATOR KINERJA

Melaksanakan       tugas

kedinasan    lain    yang

diperintahkan oleh  atasan

baik tertulis maupun lisan.

Tersusunnya Perjanjian

Kinerja PD (Maksimal 1 bulan

setelah APBD ditetapkan).

Tersedianya Dokumen

Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP) yang telah disampaikan

paling lambat 28 Januari

2024;

Terpenuhinya Penyampaian

Laporan Harta Kekayaan yang

telah disampaikan melalui

LHKAN paling lambat 31

Maret 2024;

Tersedianya Dokumentasi

dan bahan laporan

Peningkatan Kapasitas

Kinerja ASN melalui Pelatihan

Teknis;

Tersedianya Dokumentasi
dan bahan laporan

Peningkatan Kapasitas

Kinerja ASN melalui Pelatihan

Umum, Inti, dll;

Tersedianya Dokumentasi

dan bahan laporan

pelaksanaan Pengembangan

Kompetensi melalui

Coaching/ Mentoring;

Perpenuhinya Pengembangan

•Competensi paling sedikit 20

Jam Pelatihan dalam 1 (satu)

Tahun;

SASARAN / URAIAN KEGIATAN

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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I
Pengatxir Muda / Il/a

NIP. 197609152010011014

ptiata / ill/c
NIP. 19740707 199803 1 005

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM

i

Pihak Kedua,
iPJ. KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

ASN,

I r I;



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA M ANUS LA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

I   Nama   :  DECKY GUNARYANA, SH

Jabatan  :  ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
i

Nama   : MUKHDAN, SE

Jabatan  :  Pj.KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

APARATUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.  Terpenuhinya pengembangan kompetensi yang telah paling sedikit 20

Jam Pelatihan dalam 1 (satu) Tahun;

2   Tersedianya data analisis kesenjangan kompetensi dan kebutuhan

pengembangan kompetensi ASN;
3.Tersedianya Instrumen Pelaksanaan Coaching/ Mentoring;

4.Tersedianya Surat  Pemberitahuan/  Surat  Tugas PNS yang akan

diikutkan Pengembangan Kompetensi Bimbingan Teknis;

5.Tersedianya Laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;

6.Tersedianya data ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi

dan ditetapkan melalui Surat Keputusan;

7.Tersedianya data calon peserta pelatihan

8.Tersedianya Surat Pemanggilan /Surat Tugas PNS yang akan mengikuti

|pelatihan;

9.Tersedianya laporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan

!pilihan;

10.Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi

iteknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan;



PECKY gUNARYANA. SH
Pen^ta Muda (Ill/a)

NIP. 197101122007011013

Pemlfa(III/c)
NIP. 197407071998031005

EM

Pihak Pertama,

ANALIS PENGEMBANGAN

KOMPEXENSI
Pj.KEPALA BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA ASN

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

11.Tersedianya data ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi

|    teknis umum, inti, dan pilihan dan ditetapkan melalui surat keputusan.

12.Tersediannya laporan harta kekayaan yang telah disampaikan melalui

Aplikasi SIHARKA ASN paling lambat 31 Maret 2024

13.Tersediannya laporan SPT Tahunan yang telah disampaikan paling

lambat 31 Maret 2024;

14.Tersedianya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah

disampaikan paling lambat 28 Januari 2024;

15.Tersusunnya Perjanjian Kinerja PD ( Maksimal 1 Bulan Setelah APBD

ditetapkan.

16.Terlaksananya pemetaan gerakan Eatam mengaji ( GEMA) Di Bidang

Bidang Pengembangan Sumber Daya ASN.

Pihak kedua:
i

1.Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi

Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian

kineija dari perjanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).
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35

20

2

5

5

20

TARGET

SK

Laporan

Surat

Dokumen

Data

Jam

Pelatihan

SATUAN

Jumlah       Surat

Keputusan Peningkatan

Kapasitas Kinerja ASN

Jumlah dokumen Surat

Pemberitahuan/ Surat

Tugas PNS yang akan

diikutkan
Pengembangan

Kompetensi    melalui

Coaching/ Mentoring

Jumlah PNS Perangkat

Daerah  yang  akan

diikutkan
Pengembangan

Kompetensi    melalui

Coaching/ Mentoring

Jumlah    dokumen

Instrumen Pelaksanaan

Coaching/ Mentoring

Jumlah dokumen hasil

analisis   kesenjangan

kompetensi       dan

kebutuhan

pengembangan

kompetensi ASN;

Jumlah Jam Pelatihan

yang telah diikuti;

INDIKATOR

Tersedianya data ASN

yang telah mengikuti

Pengembangan

Kompetensi dan

ditetapkan melalui

Surat Keputusan

Tersedianya Laporan

Peningkatan Kapasitas

Kinerja ASN

Tersedianya Surat

Pemberitahuan/ Surat

Tugas PNS yang akan

diikutkan
Pengembangan

Kompetensi Bimbingan

Teknis.

Tersedianya Instrumen

Pelaksanaan

Coaching/ Mentoring.

Tersedianya data

analisis kesenjangan

kompetensi dan

kebutuhan

pengembangan

kompetensi ASN.

Tersedianya

pengembangan

kompetensi yang telah

paling sedikit 20 Jam

Pelatihan dalam 1

(satu) Tahun.

SASARAN

6.

5.

4.

3.

2.

I
i

.1.

i

j

NO

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



DECKY GUNARYANA. SH
Pen^Lta Muda (IH/a)

NIP. 197101122007011013NIP. 197407071998031005

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

ANALIS PENGEMBANGANPj.KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA ASN

1

1

Laporan

Dokumen

Jumlah Laporan

pemetaan gerakan

Eatam mengaji (GEMA)

Di Bidang Bidang
Pengembangan Sumber

Daya ASN

Jumlah dokumen PK

Terlaksananya

pemetaan    gerakan

Eatam mengaji (GEMA)

Di  Bidang   Bidang
Pengembangan

Sumber Daya ASN.

Tersusunnya

Perjanjian Kinerja PD

(Maksimal  1  Bulan

Setelah       APBD

ditetapkan)

15

14.



Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran disiplin ASN;

2.Meningkatnya Pelayanan  Pemberian Penghargaan Satya Lencana

Karya Satya bagi ASN;

3.Tersedianya Kebijakan Internal Instansi Tentang Penegakan Disiplin,

Kode Etik dan kode perilaku ASN;

i  4. Terlaksananya Administrasi Pelayanan Proses ijin Perceraian Pegawai;

5.Tersedianya Dokumen Kelengkapan Hasil Temuan BPK yang di

tindaklanjuti;

6.Tersedianya Data kepatuhan penyampaian sasaran Kinerja (SKP);

7.Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja

8.Terlaksananya  Tingkat    ketepatan  waktu  input   e  pantau

'     Pelaporan/Upload Dokumen Output Kegiatan Penyelesaian Proses Ijin

Perceraian Pegawai;

9.Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP;

Jabatan   : ANALIS PENEGAKKAN INTEGRITAS DISIPLIN SDM
APARATUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Dr. ACHMAD JAIS,SE.,M.Si

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA
APARATUR

ZUNAIDI,SENama

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Penata Tingkat I

NIP. 197608062001121004

ZUNAfDI.SE

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

ANALIS PENEGAKKAN
INTEGRITAS DISIPLIN SUMBER

DATA MANUSIA APARATUR

Dr. ACHMAD JAI^SE..M.SJ
Pembina Tingkat l\ IV/b

NIP. 197004052000121004

UASIK

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

:  penghargaan dan sanksi;

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Peijanjian

Kineija sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

10.Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah

Per Triwulan

11.Tersedianya Data Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;

12.Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN);

13.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target  kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab saya.



1

1

1

1

2

1

1

TARGET

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

Jumlah dokumen

Jumlah dokumen

Jumlah Kebijakan

Jumlah Dokumen

Jumlah Dokumen

INDIKATOR KINERJA

Ketepatan      Waktu

penyusunan     dan

penyampaian

perjanjian kineija

Tersedianya     Data

kepatuhan

penyampaian sasaran

Kinerja (SKP);

Tersedianya Dokumen

Kelengkapan   Hasil

Temuan BPK yang di

tindaklanjuti;

Terlaksananya

Administrasi

Pelayanan Proses ijin

Perceraian Pegawai;

Tersedianya Kebijakan
Internal      Instansi

tentang    Penegakan

Disiplin Kode Etik dan

Kode Perilaku ASN

Meningkatnya
Pelayanan       dan

Pemberian

Penghargaan    Satya

Lencana Karya Satya

bagi ASN;

Terlaksananya

pengelolaan

penyelesaian

pelanggaran  Disiplin

ASN

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEN GEM BANG AN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Penata Tingkat I

NIP. 197608062001121004

ZUNAIDI.SEDr. ACHMAD JAl6.SE..M.Si

Pembina Tingkat N7 IV/b
NIP. 1970040520001^ 1004

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

ANAUS PENEGAKKAN
INTEGRITAS DISIPLIN SUMBER

DAYA MANUSIA APARATUR

Pihak Kedua,

KABID PENILAIAN DAN EVALUASI

50.000.000JUMLAH ANGGARAN

KETERANGAN

APBD
•        f

50.000^000

~Y

ANGGARAN

1  : Pelayanan Proses Ijin

perceraian pegawai

SUB KEGIATANNO.

y

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KBPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

|  Nama: ZULKIFLIANSYAH, SE.

Jabatan   : ANALIS KINERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: DR. ACHMAD JAIS, SE.,M.Si.

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA

APARATUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.  Tersedianya dokumen laporan penilaian kinerja ( SKP);

i  2.  Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur  Sipil Negara

(LHKASN) dan SPT Tahunan;

3.Terlaksananya tingkat  kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP);

4.Terlaksananya input e-Pantau Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian

dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

5.Terlaksananya penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja;

6.Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP;

7.Terlaksananya tertib Administrasi  pengelolaan keuangan Sub

Pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

8.Tersedianya Laporan Manajemen Risiko Sub Kegiatan Pelaksanaan

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

9.Terlaksananya Penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan

dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

nit.
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ZULKIFLIANSYAH. SE.

Penata Muda / III/a
NIP. 19780717 200701 1 012

DR. ACHMAD JAl^. SE..M.SL
Pembina TingkatNl / IV/b

NIP. 19700405 200(Jl2 1 004

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

ANALIS KINERJA

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN
EVALUASI KI^^RJAAR^CTUR

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

10.Terlaksanya layanan SKP;

11.Tersedianya Dokumen SKP ASN direkonsilisasi;

Pihak kedua :

j
1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

| terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
; penghargaan dan sanksi;

fii
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1

1

1

100

1

100

100

100

1

TARGET

Laporan

Laporan

Dokumen

Persen

Dokumen

Persen

Persen

Persen

Dokumen

SATUAN

Jumlah Laporan Penilaian

kinerja secara berkala

Jumlah Laporan Manajemen

Resiko Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penilaian dan

Evaluasi Kinerja Aparatur

Jumlah Dokumen dalam

melaksanakan Anggaran

Berdasarkan SPD atau tertib

Administrasi pengelolaan

keuangan

Meningkatkan Kompetensi

ASN minimal 20 JP

Jumlah Dokumen

penyusunan dan

penyampaian perjanjian
kinerja

Tingkat Ketepatan waktu

Input e-Pantau Pertanggal

10 setiap bulan

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP 100%

paling lambat akhir bulan

Februari setiap tahun

Tingkat Kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan

100% Pertanggal 31 Maret

setiap tahun

Jumlah Dokumen

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Penilaian

kinerja secara berkala

yang  disertai  dengan

Tersedianya Laporan

Manajemen Risiko Sub

Kegiatan Pelaksanaan

Penilaian dan Evaluasi

Kinerja Aparatur

Terlaksananya tertib

Administrasi pengelolaan

keuangan Sub Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan

Penilaian dan Evaluasi

Kinerja Aparatur

Meningkatkan

Kompetensi ASN minimal

20 JP

Terlaksananya

penyusunan       dan

penyampaian perjanjian

kinerja

Terlaksananya input e-

Pantau Sub Kegiatan

Pelaksanaan Penilaian

dan Evaluasi Kinerja

Aparatur

Terlaksananya tingkat kepatuhan

penyampaian Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP)

Menyelesaikan Tingkat

Kepatuhan penyampaian

SPT Tahunan Pertanggal

31 Maret setiap tahun

Tersedianya dokumen

laporan penilaian kinerja

(SKP)

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



IIZULKIFLIANSYAH. SE.

Penata Muda / III/a
NIP. 19780717 200701 1 012

DR. ACHMAD JAl^L SE..M.SJ.

Pembina Tingkat^ / IV/b
NIP. 19700405 2000^2 1 004

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

ANALIS KINERJADAN

lak Kedua,

KEPALA BIDANG PENIL
EVALUASI

APBD

KETERANGAN

125.000.000

125.000.000

ANGGARAN (Rp.)

JUMLAH ANGGARAN

PELAKSANA PENILAIAN DAN
EVALUASI KINERJA
APARATUR

SUB KEGIATAN

1

HO.]

iSUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARAici

1

1

Dokumen

Laporan

Jumlah Dokumen SKP ASN
yang direkonsilisasi

Jumlah Orang yang dilayani

Tersedianya Dokumen

SKP ASN direkonsilisasi

Terlaksanya layanan SKP

dialog kinerja untuk
memastikan tercapainya

kontrak kineija

11

10



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
IKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
i

j
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama: MUHJIRIN, S.E

j       Jabatan   : ANALIS KINERJA

j

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

j       Nama: Dr. ACHMAD JAIS, SE. ,M.Si

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN
PENGHARGAAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Tersedianya Dokumen SKP ASN.

2.Tersedianya Dokumen SKP yang Dinilai dan Evaluasi  Kinerja

Aparatur.

3.Terlaksananya Layanan SKP.

4.Terselesaikannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN).

5.Terselesaikannya Penyampaian SPT Tahunan Aparatur Sipil Negara.

6.Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja.

7.Meningkatkan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP.



.E
PENAfA TINGKAT I/(III/d)

NIP. 19791130 201101 1001

Dr. ACHMAD JAIS,8E..M.S.i
PEMBINA TK.I (iWb)

NIP. 19700405 200012\1 004

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

ANALIS KINERJA
Pihak Kedua,

kepala bidang penilaian
kinerjX aparatur
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100

1

100

100

1

1

1

TARGET

Persen

Dokumen

Persen

Persen

Laporan

Dokumen

Dokumen

SATUAN

Persentase     Pengembangan

Kompetensi ASN

Jumlah Dokumen

Terselesaikannya SPT Tahunan

Per tanggal 31 maret 2024

Terselesaikannya Laporan

Harta Kekayaan Pejabat Negara

(LHKPN) Per Tanggal 31 Maret

2024

Jumlah Orang Yang Dilayani

Jumlah ASN

Jumlah SKP

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan

Kompetensi ASN

minimal 20 JP

Terlaksananya

Penyusunan Perjanjian

Kinerja/ Penetapan

Kinerja

Melaporkan

Penyampaian SPT

Tahunan Aparatur

Sipil Negara

Melaporkan Harta

Kekayaan ASN melalui

LHKPN

Terlaksananya

Layanan SKP

Tersedianya Dokumen

SKP yang Dinilai dan
Evaluasi Kinerja

Aparatur

Tersedianya Dokumen

SKP ASN

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

i

\

>

N PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



.E
PENAt^ TINGKAT I/(IH/d)

NIP. 19791130 201101 1 001

Pihak Pertama,

ANALIS KINERJA

\

)r. ACHMAD JAIS.^SE.M.Si
PEMBINA TK.I (iWb)

NIP. 19700405 200012\ 004

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENILAIAN
KINERJA A^^ARATUR DAN

PENGH^RGAAN

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian
Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi;

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya .
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i
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama: SADARIAH

Jabatan   : PENGOLAH DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: DR. ACHMAD JAIS, SE.,M.Si.

Jabatan   : KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA
APARATUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Tersedianya dokumen laporan penilaian kinerja ( SKP);

2.Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur  Sipil Negara

(LHKASN);

3.Terlaksananya tingkat  kepatuhan penyampaian Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP);

4.Terlaksananya penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja;

5.Meningkatkan Kompetensi ASN minimal 20 JP;

6.Terlaksananya penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan

!dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;

7.Terlaksananya Layanan SKP;

8.Tersedianya Dokumen SKP ASN direkonsiliasi;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Rl

Penata Muda Tingkat I / Ill/b
NIP. 19770903 200012 2 002

/b
004

Pembina Ting

NIP. 19700405

M.Si.

Cutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENILAIAN
KINER^A APARATUR DAN

PENGHARGAAN

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian

Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak kedua :

1.Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

j     terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2.Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi;



1

1

100

1

100

i—i

1

TARGET

Laporan

Laporan

Persen

Dokumen

Persen

Persen

Dokumen

SATUAN

Jumlah orang yang dilayani

Jumlah Laporan Penilaian

kinerja secara berkala

Meningkatkan Kompetensi

ASN minimal 20 JP

Jumlah Dokumen

penyusunan dan

penyampaian perjanjian

kinerja

Tingkat Kepatuhan
Penyampaian SKP 100%
paling lambat akhir bulan
Februari setiap tahun

Tingkat Kepatuhan SPT
Tahunan 100% Pertanggal 31
Maret setiap tahun

Jumlah Dokumen

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya

Layanan SKP;

Terlaksananya

penilaian     kinerja

secara  berkala yang

disertai dengan dialog

kinerja       untuk

memastikan

tercapainya   kontrak

kinerja;

Meningkatkan

Kompetensi      ASN

minimal 20 JP

Terlaksananya

penyusunan     dan

penyampaian

perjanjian kinerja

Terlaksananya tingkat

kepatuhan

penyampaian Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

Menyelesaikan

Laporan        Harta

Kekayaan   Aparatur

Sipil Negara (LHKASN

Tersedianya dokumen

laporan     penilaian

kinerja ( SKP)

SASARAN / URAIAN
KEGIATAN

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



T)

Penata Muda Tingkat I / Ill/b
NIP. 19770903 200012 2 002

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA

DR. ACHMAD JAIgWSE..M.Si.
Pembina Tingkat iV IV/b

NIP. 1970040520001^1004

Pihak Kedua,

KEPALA Bl^ANG PENILAIAN
KINERJA APARATUR

PENG!

DokumenJumlah Dokumen SKP ASN
yang direkonsiliasi

Tersedianya Dokumen

SKPASN
direkonsiliasi;



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini:

Nama: SERI ARMAYANTI

i Jabatan    : PENGELOLA DATA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama: Dr. ACHMAD JAIS,SE.,M.Si

Jabatan    : KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA

APARATUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1.Tersedianya Data Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;

2.Tersedianya Data Pengelolaan Tanda Jasa bagi ASN;

3.Terlaksananya Layanan Kedisiplinan;

4.Terlaksananya Layanan Pemberian Tanda Jasa;

5.Pengelolaan Data terkait Pelanggaran Disiplin dan Pelan^^aran Kode Etik

ASN;

6.Tingkat Kepatuhan serta Penyampaian LHKASN dan SPT Tahunan

Pertanggal 31 Maret setiap Tahun;
i

7.Terlaksananya Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai

! (SKP);

8.Melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja;

9.Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per

Tahun;

10.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab saya.

PERJANJIAN KINERJA TAHDN 2O24
BADAN KBPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



V

SERI ARMAYANTI
Pengatur Tingkat I / Il/d

NIP. 197902142007012011

Dr. ACHMAD JAI3LSE.,M.Si

Pembina Tingkaty IV/b
NIP. 197004052000121004

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGELOLA DATA
!Pihak Kedua,

KABID PENILAIAN DAN EVALUASI
!  KINERJAAPARAI

1.Melakukan supervisi  yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini;

2.Mengambil  tindakan yang  diperlukan dalam rangka  pemberian

penghargaan dan sanksi;
i

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia  mundur  dan/atau

dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Peijanjian Kinerja
sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Pihak kedua:



100

100

1

1

1

1

1

TARGET

Persen

Persen

Dokumen

Laporan

Laporan

Dokumen

Laporan

SATUAN

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SPT Tahunan

100 % Pertanggal 31 Maret

setiap tahun

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian LHKASN

100% Pertanggal 31 Maret

setiap tahun

Jumlah Dokumen

Pelanggaran Disiplin dan

Pelanggaran Kode Etik ASN

Jumlah yang dilayani

Jumlah yang dilayani

Jumlah yang mengusulkan

Penghargaan Tanda Jasa

ASN

Jumlah Pengelolaan

Penyelesaian Pelanggaran

Disiplin ASN

INDIKATOR KINERJA

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian

LHKASN dan SPT
Tahunan Pertanggal

31 Maret setiap

Tahun;

Pengelolaan Data

terkait Pelanggaran

Disiplin dan

Pelanggaran Kode

Etik ASN;

Terlaksananya

Layanan Pemberian

Tanda Jasa;

Terlaksananya

Layanan

Kedisiplinan;

Tersedianya Data

Pengelolaan Tanda

Jasa bagi ASN;

Tersedianya Data

Pengelolaan

Penyelesaian

Pelanggaran Disiplin

ASN;

SASARAN/
URAIAN KEGIATAN

6.

5.

4.

3.

2.

1.

NO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O24
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pengatur Tingkat I - H/d

NIP. 197902142007012011

SERI ARMAYANTI.SJ

b
04

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama,

PENGELOLA DATALUASI

100

100

100

Persen

Persen

Persen

Persentase Pengembangan

Kompetensi ASN

Ketepatan Waktu

Penyusunan dan

Penyampaian Peijanjian

Kinerja PD (Maksimal 1

Bulan Setelah APBD

ditetapkan)

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian SKP 100%

paling lambat akhir bulan

Februari setiap tahun

Melaksanakan

Pengembangan

Kompetensi ASN

minimal 20 JP per

Tahun;

Melaksanakan

Penyusunan

Peijanjian Kinerja;

Terlaksananya

Tingkat Kepatuhan

Penyampaian

Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP);

9.

8.

7.



Nota Dinas dan
Notulen Rapat Evaluasi

2024







          Tenggarong, 14 Juni 2024

         
Kepada

Nomor : P-183/SET.II/900.1.12/06/2024              Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Sifat : PENTING  Kab. Kutai Kartanegara
Lampiran : 1 Berkas            Selaku Ketua TAPD
Hal : Pergeseran Anggaran Antar Obyek        Di -  

Dalam Jenis Yang Sama Dalam APBD TA. 2024.        Tempat

          

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 15 Tahun 2023  tentang Pedoman Penyusunan
APBD TA. 2024 dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dengan  ini  kami  mengajukan
usulan pergeseran anggaran antar obyek  dalam jenis yang sama dalam  APBD TA.
2024,  dengan  alasan  dan  pertimbangan  sebagai  berikut,  dengan  alasan  dan
pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya  Peraturan  Bupati  Nomor  12  Tahun  2024  tentang  Pedoman  Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang menyebabkan anggaran
yang tersedia harus dilakukan pergeseran dan rekening baru.

2. Agar Anggaran  yang ada dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat
kiranya  usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya
dimasukan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar
penerbitan  DPPA-SKPD.  Adapun  daftar  rincian  pergeseran  anggaran   sebagaimana
terlampir. 

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

   PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
Komplek Perkantoran Bupa! Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III

Jalan Wolter Monginsidi Telp / Fax (0541) 6666379

Website bkpsdm.kukarkab.go.id E-mail bkpsdm  kukar  @mail.  kukarkab.go.id     Kode Pos 75511

${3d}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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NOTA – DINAS

Kepada : Sekretaris, Pejabat Administrator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tanggal : 19 Agustus 2024

Nomor : B-30/SET.II/900/08/2024

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Undangan

Dalam  rangka  percepatan  penyusunan  laporan  keuangan  atas  realisasi  fisik  dan

keuangan dan capaian kinerja  khususnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber  Daya  Manusia  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  untuk  itu  dimohon

kehadiran Bapak/Ibu Sekretaris, Pejabat Administrator dan Seluruh PPTK pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Agustus 2024

Tempat : Novotel Balikpapan

Jam : 08.00 s/d Selesai

Acara : Evaluasi Kegiatan dan Realisasi Keuangan bulan Juli dan Agustus 

  serta Perencanaan Kegiatan untuk Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut mohon untuk dapat menghadiri kegiatan dimaksud dan

untuk  biaya  yang  timbul  dalam kegiatan  ini  menggunakan  anggaran  dari  masing-masing

Bidang/Bagian yang menugaskan, Panitia hanya menyediakan Konsumsi pada saat Kegiatan

dan untuk lebih lanjut dapat menghubungi Sdra. Jayadi Saputra Cp. 082254175990.

Demikian kami sampaikan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

   PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
Komplek Perkantoran Bupa� Kutai Kartanegara Gedung E Lantai III

Jalan Wolter Monginsidi Telp / Fax (0541) 6666379

Website bkpsdmkukarkab.go.id E-mail bkpsdm  kukarumum  @  g  mail.  com     Kode Pos 75511

${1d}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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NOTA - DINAS

Kepada : Seluruh PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kutai Kartanegara

Tanggal : 6 September 2024

Nomor : P-32/SET.II/900.1.15/09/2024

Sifat : PENTING

Lampiran : SOP Penggunaan Geotag dalam Dokumen Bukti Pencairan Dana Perjalanan

Dinas

Hal : Dokumen Pendukung Pertanggung Jawaban Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas berdasarkan:

1. Surat  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor:

900.1.15.2/15920/Keuda  Tanggal  19  Oktober  2023  tentang  Penjelasan

Pelaksanaan  dan  Pertanggungjawaban  Perjalanan  Dinas  Pemerintahan

Daerah,

2. Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  86  Tahun  2023  per  tanggal

28 November 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor

26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas,

3. Surat  Edaran  Kepala  BPKAD  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor:

P-3456/BPKAD/BAP/900/10/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pedoman

Teknis Dokumen Pertanggungjawaban Belanja, dan

4. Standar Operasional Prosedur Nomor P-216/SET.II/100.3.6/09/2024 Tanggal 6

September 2024 tentang Penggunaan Geotag dalam Dokumen Bukti Pencairan

dana Perjalanan Dinas yang terdapat pada lampiran 1 nota dinas ini.

Bersama ini disampaikan kepada seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dan  Pelaksana  Perjalanan  Dinas  di  Lingkungan  Badan  Kepegawaian  dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegra agar Dokumen

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Biaya / Perjalanan Dinas dalam Kota

melampirkan Kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas (SPT);

2. Surat  Undangan/Telaahan  Staff  (TS)  yang  telah  didisposisi  persetujuan  oleh

pimpinan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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3. Surat  Perintah  Perjalanan  Dinas  yang  telah  bertanda-tangan  oleh  Pengguna

Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas;

4. rincian perhitungan pengeluaran rill biaya Perjalanan Dinas;

5. tiket pesawat,  boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda

transportasi lainnya;

6. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau

bukti pembayaran lainnya;

7. bukti  pembayaran  yang  sah  untuk  pembayaran  hotel  atau  tempat  menginap

lainnya;

8. laporan Perjalanan Dinas; dan

9. dokumentasi/foto kegiatan pelaksana Perjalanan Dinas sesuai dengan SOP nomor

P-216/SET.II/100.3.6/09/2024.

Adapun ketentuan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling banyak 9 (sembilan)

hari;

2. Telaahan Staff dibuat jika:

a) perjalanan dinas tidak  berdasarkan undangan,  sebagai  contoh:  koordinasi,

monitoring dan evaluasi; dan/atau 

b) pegawai yang bersangkutan melakukan Perjalanan Dinas lebih dari 9 Hari di

bulan tersebut.

3. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan SPPD yang

telah  dilegalisasi  selambat-lambatnya  3  (tiga)  hari  kerja  setelah  tanggal  tiba

kembali ditempat kedudukan dengan melampirkan laporan basil perjalanan dinas

dan kelengkapan lainnya.

Demikian untuk kesediaan dan kerjasama  yang baik di sampaikan terima kasih.
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NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Pejabat Struktural dan PPTK

Dari : KEPALA

Tanggal : 25 Oktober 2024

Nomor : 

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III serta Rencana 
Kerja Bulan November dan Desember Tahun 2024

 

Dalam rangka Optimalisasi capaian kinerja fisik dan keuangan pada

Triwulan III dan Rencana Kerja Bulan November dan Desember Tahun 2024

Sehubungan telah berjalannya kegiatan pada Triwulan III dan Triwulan IV

Tahun  Anggaran  2024,dengan  ini  kami  mengundang  Sdr.  (i)  Pejabat

Struktural dan PPTK untuk hadir pada : 

Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024

Pukul : 08.30 WITA s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat BKPSDM

Acara                   : Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III dan

Rencana  Kerja  Bulan  November,

Desember Tahun 2024

PPTK  tiap  bidang  agar  menyiapkan  dan  mempresentasikan  data

Renca Kerja Bulan November dan Desember untuk meningkatkan Capaian

Realisasi Anggaran tahun 2024 pada saat Rapat

 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasmanya diucapkan

terima kasih
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NOTA – DINAS

Kepada Seluruh PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab. Kukar

Dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Tanggal 29 November 2024

Nomor S-46/SET.II/900/11/2024

Sifat SEGERA

Lampiran -

Hal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan Dan Pembayaran 

Hasil Pekerjaan Tahun 2024

Dalam rangka tertib  administrasi  pengelolaan keuangan daerah serta  percepatan

pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pembayaran hasil pekerjaan Tahun 2024

pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai

Kartanegara guna pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran yang lebih efektif

dan efisien. Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2024 juga mengingat Cuti  Kepala

Badan pada 8—22 Desember 2024, waktu efektif tersisa sekitar 14 (Empat Belas) hari.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tersedia SPD-

nya  agar  dilakukan  rekapitulasi  dan  segera  disampaikan  bukti  pertanggung-

jawaban  (SPJ)  belanja  kepada  Sub  Bagian  Penyusunan  Program  dan

Keuangan/Bendahara  Pengeluaran  paling  lambat  tanggal  5  Desember  2024

selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk pembayaran melalui GU dan LS.

2. Diharapkan sampai pada akhir tahun anggaran 2024 seluruh belanja kegiatan/sub

kegiatan terbayarkan sehingga tidak terdapat utang belanja tahun 2024.

3. Jika dirasa kegiatan/sub kegiatan ada yang tidak bisa terbayarkan sampai dengan

akhir tahun anggaran, untuk diinventarisasi dan melaporkannya ke Sub Bagian

Keuangan dan Aset secepatnya.

4. Seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dilingkungan  Badan  Kepegawaian  dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat

bersinergi  melakukan  kerja  sama  yang  terkoordinasi  dengan  baik  dalam

menyelesaikan  seluruh  kegiatan/sub  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan

kewenangannya masing-masing sehingga target penyelesaian sampai akhir tahun

tercapai.

5. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar memperhatikan tingkat efektivitas dan

efisiensi pelaksanaannya terhadap waktu serta dana yang tersedia dengan tetap

berpedoman pada syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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6. Untuk koordinasi dan konsultasi terkait dengan Nota Dinas ini dapat menghubungi

Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
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NOTA – DINAS

Kepada : Seluruh PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab. Kukar

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia

Tanggal : 12 Desember 2024

Nomor : P-89/SET.II/900/12/2024

Sifat : PENTING

Lampiran : -

Hal : PERCEPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN 

PEMBAYARAN HASIL PEKERJAAN TAHUN 2024

Dalam rangka tertib  administrasi  pengelolaan keuangan daerah serta  percepatan

pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pembayaran hasil pekerjaan Tahun 2024

pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai

Kartanegara guna pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran yang lebih efektif

dan efesien. Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2024 disampaikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Dilakukan Rapat kepada seluruh PPTK pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Desember 2024

Pukul : 09:00 WITA

Tempat : Ruang Rapat BKPSDM Lt. 3

Acara : Rapat optimalisasi proses pencairan keuangan untuk TA. 2024

2. Untuk kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tersedia SPD-

nya  agar  dilakukan  rekapitulasi  dan  segera  disampaikan  bukti  pertanggung-

jawaban  (SPJ)  belanja  kepada  Sub  Bagian  Penyusunan  Program  dan

Keuangan/Bendahara  Pengeluaran  paling  lambat  tanggal  5  Desember  2024

selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk pembayaran melalui GU dan LS.

3. Diharapkan sampai pada akhir tahun anggaran 2024 seluruh belanja kegiatan/sub

kegiatan terbayarkan sehingga tidak terdapat utang belanja tahun 2024.

4. Jika dirasa kegiatan/sub kegiatan ada yang tidak bisa terbayarkan sampai dengan

akhir  tahun anggaran,  untuk diinventarisir  dan melaporkannya ke Sub Bagian

Keuangan dan Aset secepatnya.

5. Seluruh  Aparatur  Sipil  Negera  (ASN)  dilingkungan  Badan  Kepegawaian  dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat

bersinergi  melakukan  kerja  sama  yang  terkoordinasi  dengan  baik  dalam

menyelesaikan  seluruh  kegiatan/sub  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan
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kewenangannya masing-masing sehingga target penyelesaian sampai akhir tahun

tercapai.

6. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar memperhatikan tingkat efektifitas dan

efesiensi pelaksanaanya terhadap waktu serta dana yang tersedia dengan tetap

berpedoman pada syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Untuk koordinasi dan konsultasi terkait dengan Nota Dinas ini dapat menghubungi

Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

   ${�d}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2






